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Menimbang 

Mengingat 

BUPATI l,IMA PULUli KOTA 

PERATURAJN BUPATI LIMA PULUH KOTA 

NOMOR J 3 TAHUN 2014 

TENTANG 

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LIMA PULUH KOTA, 

a. bahwa agar terwujudnya pencatatan, pengikhtisaran dan 
pelaporan serta pertanggungjawaban yang tertib dan 
transparan yang berdasarkan. Standc:tr Akuntansi 
Pemerintahan maka perlu clisusun kcbij<J.kan akuntansi 
Pemerintah Daerah; 

b. bahwa untuk memenuhi maksud dari pasal 4 ayat (5) 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 
tentang Penerapan Stanclar Akuntansi Pemerintah 
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah dimana 
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah ditetapkan 
dengan Peraturan Bupati; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan 
Peraturan Bupati. Lima Puluh Kota tentang Kebijakan 
Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh 
Kota. 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Sumatcra Tengah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembar~n Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286}; 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indone!>ia Tahun 2004 Nomor 5, TambahanLembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 



: 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tent.ang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggur1gjawab Keuangan 
Negara (Lembaran Neg&ra Repubiik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tarnbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daera.h (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nornor 125, Tarnbahan Lembaran 
Negara Republik Indone~ia Nomor 4437) sebagaimana 
telah dua. kali diubah, terakhir dengan Undang-·Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia nc•rnor 4844); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Bad an Layanan U mum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502), sebagimana telah diubah denga.n Peraturan 
Pemerin.tah Nomor 74 Tahun· 2012 Tentang Perubahan 
atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang 
Pengeloiaan Keuangan Badan Layanan Urnum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5340); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara F~epublik 
Indonesia Tahux: 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Rcpubliklndonesia Nomor 4578); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pemb.inaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 ten tang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Deterah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, 

Tambahan Lembaran Negar.a Republik Indonesia Nomor 
4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Pe1·ubahan 
atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 T2.hun 2006 Tentang 
Peng~lolaan Barang Milik Negaraj Daerab, (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4855); 



Menetapkan 

10. Perattlran Pemerintah Nomor 8 Tcthun :.:::uoo tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
25, Tambahan Lembaran N~gara Republik Indonesia 
Nomor 4614); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ten tang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 ten tang 
Hibah Daerah · (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Ta.hun 2012 Nornor 5, Tarnbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nornor 5272); 

13. Peraturan Menteri Dabm Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam 
Nege1·i Nornor ~- 13 Tahun 2006 Tentang P<~doman 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

14. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 17 Tahun 2007 
ter.tang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Dacrah; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 
Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah; 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 
Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 
2009 Nomor 3).; 

17. Peratura.n Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 
Tahun ~2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota (Lembaran Dacrah 
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2008 Nomor 1). 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA TCNTANG 
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima 

Puluh Kota. 



3. Bupati adulah Bupati Lima Puluh Kota. 

4. Satuan Ke:rja Pengelola Keuangan .Daerah yang selanjutnya 
disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pernerintah 
Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang 
juga melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah. 

5. Unit Kerja adalah Bagian SKPD yang melaksanakan satu 
atau bebe1·apa program. 

6. Pejabat Pengelola- Keuangan Daerah yang selanjutnya 
disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat 
Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan 
APBD dan bertind~k sebagai Bendahara Umum Daerah. 

7. Bendaharn Urn urn Daerah yang selanjutnya disingkat BUD 
adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai 
Bendahara Umum Daerah. 

8. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, 
pengukuran, pengklarifikasian, pengikhtisaran transa.ksi dan 
kejadian keuangan, penyajian laporan, serta 
penginterpretasian atas hasilnya. 

9. Standa.r Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip 
akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan 
laporan keuangan pemerintah. 

10. SAP berbasis akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, 
beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial 
berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan 
pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan a.nggaran 
berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD. 

11. Pemyataan Standar Akuntansi Pemeri.n tahan yang 
selanjutnya disingkat PS.\P adalah SAP yang diberi judul, 
nomor, dan tanggal efektif. 

12. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, 
konvensi-konvensi,aturan-at1.lran dan pra.ktik -praktik 
spesifik yang dipilih oleh pemerintah daeral'1 sebagai 
pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan 
keuangan Pemda untuk memenuhi kebutuhan pengguna 
laporan Keuangan dalam rangka men ingkatkan 
keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar 
periode m.1upun antar entitas. 

13. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah adalah Serangkaian 
Prosedur Manual f!J.aupun yang terkomputerisasi mulai dari 
pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan 
pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan Pemerintah 
Daerah. 

14. Entitas Pelaporan merupakan unit Pemerintahan yang terdiri 
dari satu atau lebih entita:3 akuntansi yang menurut 
ketentuan peraturan perundang-undangan wajib 
menyamp3.ikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan 
keuangan. 
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15. Entitas Akuntansi mentpukan unit pada PemerinLal1an yang 
mengelola anggaran, kekayaan dan kewajiban yang 
menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan 
keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya. 

16. Anggaran adalah pedoman tindakan yang akan dilaks.anakan 
Pemerinta"l. meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, 
dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang 
disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk 
satu periode. 

17. Anggara~ Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 
disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan 
Pemerinta.h Daerah·yang disetujui oleh DPRD. 

18. Apropriasi adalah Anggaran yang disetujui DPR.D yang 
merupakan mandat yang diberikan kepada Bupati untuk 
melakukan pengeluaran-pengeluaran sesuai tujuan yang 
ditetapkan. 

19. Basis akrual adalah basis akuntansi yang rnengakui 
pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat 
transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan 
saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. 

20 .. Basis kas adalah basis akuntansi-yang mengakui pengaruh 
transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara 
kas diterir~a atau dibayar. 

21. Basis kaH menuju akrual aclalah basis akuntan:si yang 
mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan berbasis kas 
se:rta mengakui aset, utang dan ekuitas dana berbasis 
akrual. 

22. Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria 
pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan 
akuntansi sehingga akan menjadi bagian bagian yang 
melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, 
belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban, 
sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas 
pelaporan yang bersangkutan. 

23. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk 
mengakui dan memasukkan setiap pos dalarn laporan 
keuangan 

24. Pengungkapan adalah Laporan keuangan yang menyajikan 
secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengg;una 

25. La.poran' realisasi Anggaran yang selanjutnya disinglkat LRA 
adalah Laporan yang menyajikan informasi realisasi 
pendapatan-LRA, belauja, transfer, surplus/ defisit-LRA, 
pembiayaa.n, dan sisa lebih/kurang pembiaynan anggaran, 
yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya 
dalam satu periode 



26. Laporan Perubahan saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya 
disingkat. LPSAL adalah Laporan yang menyajikan informasi 
kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri 
dari SAL awal , SiLPA/SikPA, koreksi dan SAL akhir. 

27. Neraca adalah Laporan yang menyajikan inforrnasi posisi 
keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan 
ekuitas dana pada ta:::1ggal tertentu. 

28. Laporan operasional yang selanjutnya disingkat. LO adalah 
laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh 
kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang 
tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus I defisit 
operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya 
disandingkan dengan periode sebelumnya. 

29. Laporan Arus Kas adalah arus masuk dan anJs kcl uar kas 
dan setara. kas pada Bendahara Umum Daerah. 

30. Laporan Perubahan. Ekt!itas yang selanjutnya disingkat LPE 
adalah Laporan yang menyajikan informasi mengenai 
perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, 
surplus/ defisit-LO,· koreksi dan ekuitas akhir. 

31. Catatan atas laporan keuangan adalah Laporan yang 
menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci 
atau analisa atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, 
LPSAL, 1 ... 0, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka 
pengungkapan yang memadai. 

32. Pendapatc;.n-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas 
Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam 
periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi 
hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh 
pemerintah daerah. 

33. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui 
sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran 
yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. 

34. Bclanja adaJah semua pengeluaran dari Rekening KaB Umum 
Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam 
periode tahun anggaran ben>angkutan yang tidak akan 
diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah D.aerah. 

35. Pembiayaan ( Financing ) adalah setiap penerimaan yang 
perlu dibayar kembali dan/ a tau pengeluaran · yang akan 
diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan 
maupun tahun - tahun anggaran beriku::nya, yang dalam 
penganggaran Pemerintah tetutama dimaksudkan untuk 
menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. 

36. Behan adalah Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa 
dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang 
dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau 
timbulnya kewajiban. 



37 · Aset adala.h Sumber Daya Ekonomi yang dikuasai dan; a tau 
dimiliki oleh Pemerintah sebagai akibat peristiwa masa lalu 
dan dari mar:.a manfaat ekonomi dan/ a tau sosia.l eli masa 
depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pernerintah 
maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, 
termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk 
penyediaan jasa bagi masyararakat umum dan sumber -
sumber daya yang · dipelihara karena alasan sejarah dan 
budaya. 

38. Nilai Wajar adalah Nilai tukar aset arau penydesaian 
kewajiban antara fihak yang memahami dan berkeinginan 
untuk melakukan transaksi wajar. 

39. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilad suatu 
aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama 
masa manfaat aset yang bersangkutan. 

40. Kewajiban adalah ~tang yang timbul dari peristiwa masa lalu 
yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber 
daya ekonomi Pemerintah. 

41. Ekuitas: Dana adalah Kekayaan Bersih Pemerintah yang 
merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pcmerintah. 

42. Laporan Keuangan Konsolidasian adalah Suatu laporan 
keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan 
keuangan entit.as pelaporan, atau cntitas akuntansi, 
sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal. 

BAB II 

MAKSUO DAN TUJUAN 

Pasal 2 

(1) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dimaksudkan 
sebagai pedoman bagi SKPO dan PPKO dalam pelaksanaan 
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. 

(2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk 
mengatur Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan 
Pemerintab Daerah dalam rcmgka Penyusunan Laporan 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. 

BAB III 

RUANG LINGKUP 

Pasal3 

(1) Pemerintah Oaerah Kabupaten Lima Puluh Kota menerapkan 
Kebijakan Akuntansi dengan mengacu pada Lampiran I 
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual. 



(2) SAP berbasis ak1ual sebagairnana dimaksud pada ayat (1) 

dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi 
Pemerintahan (PSAP) dan dilengkapi dengan Kerangka 
Konseptual Akuntansi Pemerintahan. 

Pasal4 

(1) Kebijakah Akuntarisi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 
terdiri dari : 

1. Kcbijakan Umum Akuntansi Pemerintah Daerah 
2. Bab I Kebijakan Akuntansi Pendapatan LRA 
3. BabH Kebijakan Akuntansi Pendapatan LO 
4. Bab Ill Kebijakan Akuntansi Belanja 

5. BabiV Kebijakan Akuntansi Beban 

6. BabV Kebijakan Akuntansi Transfer 
7. Bab VI Kebijakan Akuntansi Pembiayaan 
8. Bab VII Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Ka.s 

9. BabVni Kebijakan Akuntansi Piutang 

10. BabiX Kebijakan Akuntansi Persediaan 
11. BabX Kebijakan Akuntan~i Investas[ 
12. Bab XI Kebijakan Akuntansi Aset Tetap dan Penyusutan 

13. BabXII Kebijakan Akuntansi · Konstruksi Dalam Pengerja;:m 

14. Bab Xlii Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan 
15. Bab XIV Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya 
16. BabXV Kebijakan Akunta.nsi Kewajiban 

17. Bab XVI Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan 
. 18. Bab XVII Penyajian Kembali (Restatement) Neraca ..,t 

(2) Kebijakan Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Lima Puluh .Kota ini. 

(3) Khusus terhadap penyusunan laporan keuangan berbasis 
akrual, pelaksanaannya mulai tahun 2015. 

KETENTUAN PENUTUP 
Pasal5 

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati 

Lima Puluh Kota Nomor 8 Tahun 2009 tentang Kebijakan 
Akuntansi Pemerintah Oaerah sebagaimana telah dua kali 
diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota 
Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Bupati Lima Puluh Kota Nomor 8 Tahun 2009 tentang Kebijakan 
Akuntansi Pemerintah Daerah, dinyatakan tidak bedaku lagi. 
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Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
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KEBIJAKAN UMUM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH 

I. PENDAHULUAN 

1. Tujuan 

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi

konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh 

suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan 

keuangan. 

Tujuan kebijakan akuntansi adalah mengatur penyajian laporan keuangan 

untuk tujuan umum (general purpose financial statements) dalam ra.ngka 

meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, 

antar periode. 

Tujuan khusus kebijakan akuntansi adalah memberikan acuan bagi: 

a. Penyusun laporan keuangan dalam menyelesaikan permasalahan 
akuntansi yang belum diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan; 

b. Pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan 
keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan; 

c. Pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang 
disajikan pada laporan -keuangan yang disusun sesuai dengan Standar 
Akuntansi Pemerintahan. 

2. Ruang Lingkup 

Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan akuntansi ini mengatur seluruh 

pertimbangan dalam rangka penyusunan dan penyajian laporan keuangan 

pemerintah daerah yang meliputi: 

a. Tujuan kebijakan akuntansi, definisi dan pengertian; 

b. Lingkungan akuntansi pemerintahan daerah; 

c. Pengguna dan kebutuhan informasi pengguna; 

d. Entitas akuntansi dan entitas pelaporan; 

e. Peranan dan tujuan pelaporan keuangan, komponen laporan keuangan 
serta dasar hukum; 

f. Asumsi dasar, karekteristik kualitatif yang menentukan manfaat 

informasi dalam laporan keuangan, prinsi-prinsip serta Kendala informasi 
akuntansi; 

g. Unsur-unsur yang membentuk laporan keuangan, pengakuan dan 
pengukurannya; 

h. Jenis, unsur-unsur laporan keuangan, pengakuan, pengukuran dan 
pengtmgkapan unsur laporan keuangan. 

·-··------.. -- ----···-·~-··-···-· 
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3. Dciimsi dan Pengertian 

Berikut ini definisi dan pengertian yang digunakan dalam kehijakan 

akuntansi pemerintah daerah. 
Aktttrltas operast adalah aktivita~ penerimaan dan pengeluara.n kas yang 
ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama sat.u periode 
akuntansi. 

dilaksanakan 
transfer, dan 

disusun menurut 

keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah. 

Arus Kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada 
Bendahara Umum Daenih. 

Aset adalah sumber daya ekonomi yang di kuasai dan/ atau dimiliki oleh 
pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat 
ekonomi dan/ atau sosial dimasa de. pan diharapkan dapat diperoleh, baik 
oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam sat.uan 
uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang dipcrlukan untuk 
penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-surnber daya yang 
dipelihara karena alasan. sejarah dan budaya. 

Aset tak berwylud adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan 
tidak mempunyai wujucl fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam 
menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya 
termasuk hak atas kekayaan intelektuaL 

Aset tetg._e adalah aset berwujud y&ng mempunyai masa manfaat lebih dari 
12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk 
digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat 
umum. 

Aset Non Lancar yang mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan 
aset tak berwujud, yang digunakan secara langsung atau tidak langsung 
untulc kegiatan pemerintah atau masyarakat umum. Aset Non Lancar 
diklasifikasikan menjadi invcstasi jangka panjang, aset tetap, dana 
cadangan dan aset lainnya. 

Azas Bruto adalah suatv prinsip yang tidak rnemperkenankan pencatatan 
secara neto penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suat:u unit 
organisasi atau tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah 
dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran. 

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD}adalah instansi di lingkungan 
pemeriulah yang diben.tuk untuk memberikan pelayanan kepada 
masyarakat berupa pe nyediaan barang dan/ a tau jasa yang dijual. tanpa 
mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya 
didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. 

~-- --------- ------------------------------ ------ ·-··· -------·~----
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Basts akrual adalah ba~is akuntansi yang mengakui pengaruh tra.nsaksi 
dan p~ristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa 
memperhatikan saat kas a.tau setara kas diterima atau dibayar. 

Ba.:sis kas adalah basis akuntans-i yang mengakui pengaruh transaksi dan 
peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar . 

Belan(a adalah semua pe:ngeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang 
mengurangi Saldo Ariggaran Lebih dalam periode tahun anggaran 
bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh 
pemerintah. 

Beban adalah penurunan manfaal ekonomi atau potensi jasa dalam 
periode pelaporan yang rnenurunkan ekuitas, yang dapat bcrupa 
pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. 

Beban 1'rans(er adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban 
untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas 
pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. 

Btaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang 
masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang 
masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan 
atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat 
yang siap untuk dipergunakan. 

Dana Cadanganadalah dana yang disisihkan untuk mcnampung 
kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi 
dalam satu tahun anggaran. 

~kultas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan ~:;elisih antara 
aset dan kewajiban pemerintah. 

Entitas Akuntanst adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/ 
pengguna barang dan oleh karenanya wajib rnenyelenggarakan akuntansi 
dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas 
pelaporan. 

Entttas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri d&ri satu atau 
lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan 
peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan 
pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. 

Investast adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat 
ekonomi seperti bunga, dividen, dan royalti, atau manfaat sosial sehingga 
dapat meningkatkan kemampuan pcmerintah dalam rangka pelayanan 
kepada masyarakat. 

Investasi langka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan 
dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. 

Investast iangka pan(Gtng adalah investasi yang dimaksudkan untuk 
dimiliki lebih dari 12 (dun belas) bulan. 

Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang tidak 
termasuk dalam investasi permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara 
tidak berkelanjutan. 

Investast permanen adalah inve-stasi jangka panjang yang dimaksudkan 
untuk dimiliki secara berkelanjutan. 

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat 

--~gu~akan untuk memb~a:y~i ke~~~~a-~ _P~merintahan. 
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Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan 
oleh Gubemur untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan 

mem bayar seluruh pengeluaran daerah. 

Kebiiakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi
kon·vensi, aturan-aturan, dan praktik-pr aktik spesifik yang dipilih oleh 
suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan 
keuangan. 

.. 

Kemitraan adalah perjanjian antara dua fihak atau lebih yang mernpunyai 
komitmen untuk melak:sanakan kegiatan yang dikendalikan bersama 
dengan menggunakan aset dan atau hak usaha yang dimiliki. 

Kesalahan adalah penyajian akunjpos yang secara signifikan tidak sesuai 
dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode 
beiJalan atau periode sebelumnya. 

Kewa[tban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang 
penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar · sumber daya ekonomi 
pemcrintah. 

Konsolida.st adalah proses penggabungan antara akun-akun yang 
diselenggarakan oleh suattu entitas pelaporan dengan entitas pelaporan 
lainnya, entitas akuntansi dengan entitas akuntansi lainnya, dengan 
mengeliminasi akun-akun timbal halik agar dapat disajikan sebagai satu 
entitas ·pelaporan konsolid.asian. · ·· - --· -

!{onstrukst dalam pengerlaan adalah aset-a:;et tetap yang sedang dalam 
proses pembangunan. 

Korekst adalah tindakan pembctulan secara akuntansi agar akunjpos yang 
tersaji dalam laporan keuangari entitas menjadi sesuai dengan yang 
seharusnya. 

La.poran keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang 
merupakan gabungan ke:seluruhan laporan keuangan entitas pelaporan, 
atau entitas akuntansi, sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal. 

Masa m.a.n(aat adala.h: 

(a) Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan 
dan/ a tau pelayanan publik; at~u 

(b) Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset 
untuk aktivitas pcmerintahan danjatau pelayanan publik. 

Mata uang pelaporan adalah ni.ata uang rupiah yang digunakan dalam 

menyajikan laporan keuangan. 

Matertalttas adalah sU:atu kondisi jika tidak tersajikannya atau sa:tah saji 
suatu informasi akan mempengaruhi keputusan atau penilaian pe:ngguna 
yang dibuat atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada 
hakikat atau besarnya pos atau kesalahan yang dipertimbangkan dari 
keadaan khusus di mana kekurangan atau salah saji terjadi. 

Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi 
berdasarkan harga perolehan. 

···--- ---·---------- --------.. . -- --~-
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Metode ekuttas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai 
investasi awal berdasarkan harga perolehan. · Nilai investasi terse but 
kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan 
bersih/ ekuitas dari badan usaha penerima investasi (inve~.tee) yang terjadi 
sesudah perolehan awal investasi. 

!4etode Langsung adalah metode penyajian arus kas dimana 
pengelompokan utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto harus 
diungkapkan. 

Metode Ttdak Langsung adalah metode penyajian laporan arus kas 
dimana surplus atau defisit disesuaikan dengan transaksi-tra.nsaksi 
operasional nonkas, penangguhan (deferral) atau pengakuan (accrual) 
pt:nerimaan kas atau pembayaran yang lalujyang akan datang, serta unsur 
penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk kas yang berkaitan dengan 
aktivitas investasi dan pen.danaan. 

Nflai historis adalah jurnlah kas atau · ekuivalen kas yang 
dibayarkan/ dikeluarkan a tau nilai wajar berdasarkan pertim hangan 
tertentu untuk mendapatkan suatu. aset investasi pada saat perolchanny::L 

Mlai nominal adah.ih nilai yang tertera dalam surat berharga seperti nilai 
yang tertera dalam lembar saham dan obligasi. 

Ntlai pasar adalah jum).ah yang dapat diperoleh · dari penjualan suatu 
investasi dalam pasar yang aktif an tara pihak-pihak yang independen. 

Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir 
masa manfaat suatu aset setelah dikurangi tak~;iran biaya pelepasan. 

Nilai tercatat (carrying amount) aset adalah nilai buku aset, yang d:ihitung 
dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan. 

Nflai wg/ar adalah nilai tukar ase:,t atau penyelesaian kewajiban an tar fihak 
yang memahami dan berkeinginan·untuk melakukan transaksi wajar. 

Pembtayaan {financing) adalah setia.p penerimaan yang perlu dibayar 
kern bali dan/ a tau pengeluaran yang akan diterima kern bali, baik pada 
tahun anggaran bersangkutan maupun tahun··tahun anggaran berikutnya, 
yang dalam penganggaran pemerintah terutarna dirnaksudkan untuk 
menutup defisit atau mernanfaatkan surplus anggaran. 

Pendapatan·LO adalah hak pernerintah pusat/ daerah yang diakui ::;ebagai 
penambah ekuitas dalarn periode tahun anggaran yang bersangkutan dan 
tidak perlu dibayar kernbali. 

Pendapatan-LRAadalah sernua penerim8.an Rekening Kas Umum Daerah 
yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaraLn yang 
bersangkutan yang menjadi hak pernerintah, dan tidak perlu dibayar 
kembali oleh pemerintah. 

Pendapatan Transfer. adalah pendapatan berupa penerirnaan uang atau 
hak untuk mencrima uang oleh entitas pdaporan dari suatu entitas 
pelaporan lain yang diwajibkan oleh pe raturan perundang··undangan. 

Penertmaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara 
Umum Daerah . 

. ------·-- --·--· -------····-· ---·--·-. 
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Pengeluaran leas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara 
Vmum Daerah. 

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang 
dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang 
bersangkutan. 

Perhttungan Fthak Ketiga, selanjutnya disebut PFK, men1pakan utang 
pemerintah kepada· pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah 
sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan 
(PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), iuran Askes, Taspen, dan Taperum. 

Persedtaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan 
yang dimaksudkan untuk menduk:.mg kegiatan operasional pcmerintah, 
dan barang-ba.rang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan 
Jalam rangka pelayanan kepada inasyarakat. 

Perusahaan daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian 
modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah . 

.Ptutang transfer adalah hak suatu entitas pelaporan untuk menerima 
pembayaran dari entitas pelaporan lain sebagai akibat peraturan 
perundang-undangan. 

Pos adalah kumpulan akun sejenis yang ditampilkan pada lembar muka 
laporan keuangan. 

Pos luar btasa adalah pcndapatan luar biasa atau beban luar biasa yang 
terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi 
biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali 
atau pengaruh entitas bersangkutan. 

Rekentng Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpana.;:1 uang 
dae:;.-ah yang ditentukan oleh gubcrnur untuk menarnpung :~.eluruh 

penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank 
yang Jitetapkan. 

Saldo Anggaran Leb,ih adalah gunggungan saldo yang berasal dari 
akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun 
berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. 

Selisih kurs adalah selisih yang timbul kar ena penjabaran mata uang 
asing ke rupiah pada kurs yang berbeda. 

Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap 
dijabarkan menjadi kas serta bebas dari ri~;iko perubahan nilai yang 
signifikan. 

Stsa Lebth/Kurang Pembtayaan Anggaran (SiLPA/StKPA) aclalah selisih 
lebih/kurang antara realisasi penda patan-LRA dan belanja, serta 
penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN j APBD selama satu 
periode pelaporan. 

Surplus/defbtt-LO adala:1. selisih antara pendapatan-LO dan beban selama 
satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/ detisit dari kegiatan 
non operasional dan pos luar biasa. 

Surplus/detlsit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA 
dan belanja selama satu periode pe~aporan. 

-------·---·- ·--·-----·-----··- ·-- ·--
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Tanyqal pelaporan adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode 
pelaporan. 

Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas 
pelaporan dari/ kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan 
dan dana bagi hasil. 

' 
Tunggakan adalah juml.ah kewajiban terutang karena ketidakmampuan 
entitas membayar pokok utang dan/ a tau bunganya s·esuai jadwal. 

Uang muka kerja adalal:"L jumlal} yang diterima oleh kontraktor sebelum 
pekerjaan dilakukan daiarn rangka kontrak konsu·uksi. 

Untung/Rugt Pe'\Jualan Aset merupakan selisih antara nilai buku aset 
dengan harga jual aseL 

Utana transfer adalah 
melakukan pembayaran 
perundang-undangan. 

kewajiban suatu entitas pelaporan untuk 
kepada entitas lain sebagai akibat ket:entuan 

Wqjib Pqlak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, 
pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang me:mpunyai hak dan kewajiban 
perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-·undangan 
perpaj akan daerah. 

II. LINGKUNGAN AKUNTANSl PEMERINTAH DAEUAH 

Lingkungan operasional organisasi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 

berpengaruh t~rhadap kara~teristik tujuan akuntansi dan pelaporan 

keuangannya. 

Ciri-ciri penting lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota yang 

perlu dipertimbangkan dalam menetapkan tujuan akuntansi dan pelaporan 

keuangan adalah sebagai berikut: 

1. Ciri utama struktur Pemerintah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 

dan pelayanan yang diberikan: 

a. Bentuk umum Pemerintah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 
dan pemisahan kekuasaan; 

b. Sistem pemerintahan otonomi; 

c. Adanya pengaruh proses politik; 
.. 

d. Hubungan antara pembayaran pajak dengan pelayanan Pernerintah 
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota. 

2. Ciri keuangan Pemerintah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota yang 

penting bagi pengendalian : 

a. anggaran sebagai pernyataan kebijakan publik, target fiskal, dan 
se bagai alat pengendalian; 

b. investasi dalam aset yang tidak langsung menghasilkan pendapatan. 

Ill. PERANAN DAN TUJUAN PELAPORAN KEUANGAN 

1 . Peranan Pelaporan Keuangan 
·-·--~·---------··-- --· ---------·-·· --·· 
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1. Laporan keuangan. pemerintah daerah disusun untuk menyediakan 
informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh tra.nsaksi 
yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. 
Laporan keuangan pemerintah daerah terutama digunakan untuk 
membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran 
yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efesiensi dan 
efektivitas keuangan pemerintah daerah, dan membantu menentukan 
ketaatannya terhadap peraturan perundang·-undangan. 

2. Pemerintah daerah. mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya
upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelakBanaan 
pengelolaan keuangan daerah secara sistematis dan terstruktur pada 
suatu periode pelapora.n untuk kepentingan: 

(a) Akuntabilitas 
Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta 
pelaksanaan kebijakan yang telah dipercayakan kepada pemerintah 
daerah dalam m·encapai tujuan yang telah ditetapkan secara 
periodik. 

(b) Manajemen 
Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi 
pelaksanaan kegiatan suatu pemerintah daerah dalam periode 
pelaporan sehingga memudahkan fungsi pere~canaan, pengelolaan, 
dan pengcndalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuita:s dana 
pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat. 

(c) Transparansi 
M~mberikan infonnasi keuangan yang terbuka dan jujur k.epada 
masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki 
hak untuk men~;etahui secara terbuka dan menyeluruh atas 
pertanggungjawaban peme~intah daerah dalam pengelolaan sumber 
daya yang diperc:ayakan kepadanya dan ketaatannya terhadap 
peraturan perundang-undangan. 

(d) Keseimbangan Antargenerasi (inter-generational equity) 

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengetahui 
apakah penerimaa.n pemerintah daerah pada periode pelaporan 
cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan 
apakah generasi yang akan datang diasumsikan tidal<: aka.n ikut 
menanggung beban pengel\laran tersebut. 

(e) Evaluasi Kinerja .. 
Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama da.lam penggunaan 
sumber daya ekonomi yang dikelola pemcrintah untuk mencapai 
kinerja yang direncanakan. 

2. Tujuan Pelaporan Keuangan 

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai 
posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil 
operasi,dan perubahan ekuitas pelaporan yang bermanfaat bagi para 
pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi 
sum ber daya. 

--
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Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah 
untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan 
dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya 
yang dikelola, dengan: 

1) Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, 
kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah; 

2) Menyediakan informasi mengenai perubahan posh:.i sumber daya 
ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah; 

3) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan 
sumber daya ekonomi; 

4) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran 
yang ditetapkan; 

5) Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai 
aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya; 

6) Menyediakan informasi meng~nai potensi pemerintah daerah untuk 
membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan 

7) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan 
entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya~ 

Pelaporan keuangan juga rnenyajikan informasi ba.gi pengguna mengenai: 

1) lndikasi sumber d:1ya yang telah diperoleh dan digunakan sesuai 
dengan anggaran; dan 

2} lndikasi sumber daya yang diperoleh dan digunakan sesuai dengan 
ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan dalam APBD. 

IV. ENTITAS AKUNTANSI D~r ENTITAS PELAPORAN 

Entitas akuntansi merupakan urih pada pemerintahan yang mengelola 

anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan 

mcnyajikan laporar.. keuangan atas dasar akuntansi yang 

diselenggarakannya. 

Entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau 

lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang

undangan wajib menyajikan laporan keuangan yaitu pemerintah daerah dan 

sat'..lan organisasi di lingkungan pernerintah daerah atau organisasi lainnya, 

jika menurut peraturan pe:rundang-undangan satuan organisasi dimaksud 

wajib menyajikan laporan keuangan. 

Dalam penetapan entitcLS pelaporan, perlu dipertimbangkan syarat 

pengelolaan, pengendalian, dan penguasaan suatu enti tas pelaporan 

terhadap aset, yurisdiksi, tugas dan misi tertentu, dengan bentuk 

pertan~rungjawaban dan wewenang yang terpisah dari entitas pelaporan 

lainnya. 

V. DASAR HUKUM PELAPORAN KEUANGAN 

Pclaporan keuangan pernerintah daerah diselenggarakan berdasarkan 

peraturan perundang-unclangan yang mengatur keuangan daerah, antara 

lain : 
--·--------·----- ·-··. --- -· ··- ---- ........... --·--
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: 

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentnng Penetar- "' Undang

Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tenlang PcmbentL''~'m Daerah

Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jarnbi d : Riau sebagai 

Undang-Undang (Lemb3.I'an Negara Republik lndonc~; Tahun 1958 

Nomor 112 Tambahan L~mbaran Negara Nomor 1646); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik lndoncE-l:t Tahun 2003 Nomur 4 7, Tarnbahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia t~umor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 T,tl,: 111 ) ·04 Len tang Perben(L\haraan Negara 

(Lembaran Negara Republik lndone~ a Tahun 2004 Nomor 5, Tarnbahan 

Lembaran Negara Republik lndones~a Nomor 4355); 

4. Unda~g-Undang Nomor 15 Tahun 200·1 t.ent.ang Pemeriksaan Pengelolaan 

dan Tanggungjawab Keuang;:m' Nego ru (Lembaran Negara Re:publik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 6f~ Tambahan Lembaran Negara Republik , 
Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nom6r 32 Tah.un :~004 tentang Peme1·intahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik lndc mesi~ Tahun 2004 Nomor 125, Tarnbahan 

Lembaran Negara Republik Indone·~ia Nornc,r 4437) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir deng;m Undang:Undang Nomor 12 Tahun 

2008 tentang Perubahan KedL.ta AtG s Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nornor 59, Tambaha n L.err1baran Negara Republik Indonesia 

nomor 4844); 

6. Undang- Undang Nomor 33 Tah1 ..• n 2004 tent.ang Perirnbangan Keuangan 

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2\.,04 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ten tang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4578); 

8. Peraturan Pemerintah f\omor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bara.ng 

Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 20, Tambahan u::mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 

Tahun 2008, {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 

78, Tambahan Lembaran Negara Republik IndQnte~ia Nomor 4855); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 -te:ri~ang='Pelaporan Keuangan 

dan Kinerja Instansi Pt:merintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan· Lembaran Ne.gara Republik Indonesia 
Nomor 4614); . <···.:' ·)· 

.. ----··-- -··-- ·····-·--·--·-·-·-
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ten tang Standar Akuntans\ 

Pemerintahan (Lembara:n Negara Republik indonesia Tahun 2010 Nomor 

123, Tambahan Lembaran Negar,a Republik Indonesia Nomor 5165); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2008 

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah . 

VI. ASUMSI DASAR 

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah daerah 

adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu 

dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari: 

1. Kemandirian Entitas 
' 

Asumsi kemandirian entitas berarti bahwa setiap unit organisasi 

dianggap sebagai unit yang mandiri dan rnempunyai kewajiban untuk 

menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar 

unit instansi/SKPD pemerintah daerah dalam pelaporan keuangan.Salah 

satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewcnangan entitas 

untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya .dengan tanggungjawab 

penuh.Entitas bertanggungjawab atas pengelol?:an aset dan sumber daya 

dil~<;li .. neraca untuk kepentingan yurisdiksi ttfga~ pokoknya, termasuk 

atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumberdaya dimaksud, utang

piutang yang terjadi akibat keputusan entitas, serta terlaksana tidaknya 

program yang telah ditetapkan. 

2. Kesinambunga11 Entitas 

Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan 

berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, pemerintah daerah 

diasumsikan tidak berrnaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan 

dalam jangka pendek. 

3. Keterukuran Dalam Satuan Uang 

Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan 

yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan 

agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam 

akuntansi. Satuan uang yang digunakan adalah rupiah. 

VII. KARAKTERISTIK KUALITATIF LAPORAN KEtJANGAN 

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif 

yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat 

memenuhi tujuannya. Keempat, kar2.kteristik berikut ini rnerupakan 

prasyarat normatif yang diperlul<:an agar laporan keuangan pemerintah 

daerah dapat memenuhi kualitas yang d\kehendaki: 

---·--- -·--- -- --- - - . . ... 
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1. Relevan 

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang 

tennuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan 

membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa .lalu at.:=tu masa kini, dan 

memprediksi masa depan, sertH menegaskan atau mengoreksi hasil 

evaluasi mereka di · masa lalu. Dengan demikian, infonnasi laporan 

keuangan yang rekvan dapat dihubungkan dengan maksud 

penggunaannya. 

Informasi yang relevanyaitu : 

a. Memiliki manfaat umpan balik (feedback value), artinya bahwa 

laporan ke:uangan pemerintah daerah harus memuat informasi 

memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi 

ekspektasi mereka di masa lalu. 

b. Memiliki manfaat prediktif (predictive value), artinya bahwa laporan 

keuangan pemerintah daerah harus memuat informasi dapat 

membantu pengguna unt uk memprediksi masa yang akan datang 

berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini. 

c. Tepat waktu, artinya bahwa laporan keuangan harus disajikan tepat 

waktu sehingga dapat berpen garuh dan berguna dalam pengambilan 

keputusan. 

d. Lengkap, artinya bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus 

memuat informasi akuntansi keuangan pemerintah daerah selengkap 

mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat 

mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan . 
kendala yang ada. lnformasi yang melatar belakangi setiap butir 

informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan 

dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut 

dapat dicegah. 

2. Andal 

lnformasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang 

menyesatka.11 dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara 

jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin rdevan, tetapi jika 

hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan 

informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. 

lnformasi yang andal memenuhi karakteristik: 

a. Penyajian Jujur, artinya bahwa laporan keuangan pemerintah daerah 

harus informasi yang menggambarkan dengan jujur transaksi serta 

peristiwa lainnya yang seharusnya disaj ikan a tau yang secarc1 wajar 

dapat diharapkan .untuk disajikan. 
·-----·-----------------·:---·--· ·-----· -·· -··· ..... --
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b. Dapat Diverifikasi (verifiability), artinya bahwa laporan keuangan 
pemerintah daerah harus memuat informasi yang disajikan dapat 

diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak 

yang berbeda, hasilnya tetap menunjukk:in simpulan yang tidak 

berbeda jauh. 

c. Netralitas, a:rtinya bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus 

memuat informasi diarahkan pacta kebut uhan umum dan tidak 

berpihak pada kebutuhan pihak tertentu. 

3. Dapat Dibandlngkan 

lnformasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika 

dapat dibandingk~n dengan lap6ran keuangan periode sebelumnya atau 

laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan 

dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara 

internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan 

akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara 

eksternal dapat dilakukan bila e'1titas yang 

menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. -· 

diperbandingkan 

Al:>abila entitas pemerintah daerah menerapkan kebijakan akuntansi yang 

lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, 

perubahan kebijakan tersebut harus diungkapkan pada 

terjadinya perubahan. 

4. Dapat Dipahami 

peri ode 

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh 

pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan 

dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna 

diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan 

lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kernauan pengguna 

untu~ rnempelajari informasi yang d\maksud. 

VIII. KENDALA INFORMASI AKUNTANSI YANG Rl~LEVAN DAN ANDAL 
Kendala informasi akunt:tnsi dan laporan keuangan adalah setiap keadaan 

yang tidak memungkinkan ter\v ujudnya kondisi yang ideal dalam 

mewuj:uctkan informasi akuntansi dan laporan keuangan yang relevan dan 

andal akibat keterbatasan (limitations) atau karena alasan-alasan 

kepraktisan. Tiga hal yang menirnbulkan kendala dalam informasi 

akuntansi dan laporan keuangan pemerintah daerah, yaitu: 

1. Materialitas 

Walaupun idealnya mernuat segala informasi, laporan keuangan 

_____ _.E__~merint~ daerah ~~~ya ditt~ruskan mernuat informasi yang 
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memenuhi kriteria materialitas. Informasi dipandang material a.pabila 

kelalaian untuk me:ncanturnkan atau kesalahan dalam mencatat 

informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna 

yang diambil atas das.ar laporan keuangan. 

2. Pertimbangan Biaya dan Manfaat 

Manfaat yang dih~lsilkan informasi seharusnya melebihi biaya 

penyusunannya. Oleh karen a itu, laporan keuangan pemerin tah daerah 

tidak semestinya me::1yajikan segala informasi yang manfaatnya lebih 

kecii dari biaya penyusunannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan 

manfaat merupakan proses I?,ertimbangan yang substansial. Biaya itu 

juga tidak harus dipikul oleh pengguna informasi yang menikmati 

manfaat. Manfaat raungkin juga dinikmati olch pengguna lain 

disamping mereka yang menjadi tujuan informasi, mi.salnya 

penyediaan informasi lanjutan kepada kreditor mungkin akan 

mengurangi biaya yang dipikul oleh suatu entitas pelaporan. 

3. Keseimbangan Antal· Karakteristik Kualitatif 

Kescimbangan antar karakteristi kualitatif diperlukan untuk 

mencapai suatu keseimbangan yang tepnt di antara berbagai tujuan 

normatif yang diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan pemerintah 

daerah. Kepentingan relatif antar karakteristik dalam berbagai kasus 

berbeda, terutama ·an tara relevansi dan keandalan. Pen en tuan ~:ingkat 

kcpentingan antara dua karakteristik kualitatif tersebut merupakan 

masalah pertimbangan profesional. 

IX. PRINSIP AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN 

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan scbagai ketentuan 

yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam penyusunan :standar 

akuntansi, oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam 

melakukan kegiatannya, :serta oleh pengguna laporan keuangan dalam 

memahami laporan keuangan yang disajikan. 

Berikut ini adalah delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan 

pelaporan keuangan pemer:intah. daerah: 

1. Basis Akuntansi 

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah 

daerfu'1 adalah bir.sts leas untuk pengakuan pendapatan-LRA, belanja, 

transfer dan pembiayaa.n dalam Laporan R(:alisasi Anggaran dan basts 

akrucd untuk pengakuan pendapatan-LO, beban dan pos-pos luar biasa 

-- ---- ····-·-·---·-··-··· 
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dalam Laporan Operasional dan aset, kewajiban, dan ckuitas dalam 
' 

Neraca. 
Basis kas untuk La pore:? n Realisasi Anggat an berarti bsthwa pcndapatan

LRA diakui pacta saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau 

oleh entitas pelaporan dan belanja serta transfer diakui pada saat kas 

dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan . 

Penentuan sisa pembiayaan anggaran baik lebih ataupun kurang untuk 

setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan dan 

pengeluaran. 

Basis akrual untuk laporan operasional bahwa pendapatan-LO diakui 

pada saat hak untuk mernperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun 

kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas 

pemerintah daerah · dan beban diakui pacta saat kewajiban yang 

mengakibatkan penunman nila.i kekayaan bersih telah terpenuhi 

walaupun kas belum dikelu.arkan dari rekening Kas Umum Daerah atau 

entitas pemerintah daerah. Sedangkan untulc Neraca berarti bahwa aset, 

kewajiban, dan ekuitaH dana diakui dan di~atat. pada saat terjadinya 

transaksi, atau pada sa.at kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh 

pada keuangan pemerintah daerah, tanpa memperhatikan saat kas atau 

setara kas diterima atau dibayar. 

Entitas pelaporan yang menyajikan Laporan Kinerja Keuangan dan 

Laporan Perubahan Ekuitas, menyelenggarakan akuntansi dan penyajian 

laporan keuangan dengan menggunakan sepenuhnya basis akrual, baik 

dalam pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan, maupun dalam 

pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana.Namun dernikian, 

penyajian Laporan Realisasi Anggaran tetap berdasarkan basis kas. 

2. Prinslp NUai Historis 

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau 

sebesar nilai wajar dari imbalan (consideration) untuk memperokh aset 

tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan 

setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kevrajiban 

dimasa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah 

daerah. Nilai historis lebih dapat diandalkan dari pada penilaian yang lain 

karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat 

nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait. 

3. Prinslp Realiaaai 

Bagi pemerintah dae-rah, pendapatan yang tersedia yang telah 

diotorisasikan melalui anggaran pemerintah daerah selama suatu periode 
------· ··--·--------- ··-·--· 
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akuntansiakan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam 

periode tersebut. Prinsip layak temu biaya-pendapatan (matching-cost 

against revenue principle) dalam akuntansi pemerintah tidak mendapat 

penekanan sebagaimana dipra.ktikkan dalam akuntansi kornersial. 

4. Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk ForJm.al 

Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta 

peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa 

lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan 

realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. 1\pabila 

substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/ berbeda dengan 

aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas 

dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 

5. Prinsip Periodisitas 

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu 

dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat 

diukur dan posisi sumber daya yang dirnilikinya dapat ditentukan. 
' . -

Periode utama yang digunakan adalah semesteran dan tahunan. 

6. Prinsip Konsistensi 

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa 

dari periode ke periode oleh suatu ent itas P'~laporan (prinsip konsistensi 

internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari 

satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi 

yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru 

diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding 
' 

metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini 

diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 

7. Prinsip Pengungkapan Lenglaip 

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang 

dibutuhkan oleh pengguna. lnformasi yang dibutuhkan oleh pengguna 

la.poran keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (on the face) 

laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan. 

8. Prinsip Penyajian Wajar 

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, 

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, 

Laporan Arus Kas, L~poran Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan 

Kcuangan. 

·-·-------··--------·----·-----·--·---·-··--·- ·- .. ···-··-· ---· 
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Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat bagi penyusun 

laporan keuangan diper!ukan ketika menghadapi ketidakpastian pcristiwa 

dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan 

mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan mengguna.kan 

pertirnbangan sehat dalam penyusuna.n laporan keuangan. Pertimbangan 

sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan pr<3Lkiraan 

dalarn kondisi ketidakpastian sehingga aBet atau pendapatan tidak 

dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. 

Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak 

mcmperkenankan, misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi, 

sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah, atau 

sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampau tinggi, sehingga 

laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal. 

X. JENIS LAPORAN KEUANGAN 

Laporan keuangan pemerintah daerah tcrdiri dari laporan pelak~;anaan 

anggaran (budgetary reports ), .laporan finansial, · dan CaLK. Laporan 
.. 

pelaksanaan anggaran terdiri dari LRA dan Laporan Pen1 bah an SAL. 

Laporan finansial terdiri dari Neraca, LO, LPE, dan LAK. CaLK mentpakan 

laporan yang rnerinci atau menjelaskan lebih lanjut atas pos- pos l.aporan 

pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial dan merupakan l.aporan 

yang tidak terpisahkan dan laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan 

finansial. 

Dengan demikian laporan lteuangan pokok pem.erintah daerah terdir:i dari: 

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA); 

2. Laporan Perubahan Sald.o Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL); 

3. Neraca; 

4. Laporan Operasional (LO); 

5. Laporan Arus Kas (LAK); 

6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); 

7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). 

Laporan Keuangan SKPD 1:erdiri dari: 

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA); 

2. Neraca; 

3. Laporan Operasional (LO); 

4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); 

5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). 

XI. UNSUR LAPORAN KEUANGAN 

1. Laporan Realiaaai Anggaran (LRA) 
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Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan 

pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah, 

yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya 

dalam satu periode pelaporan. 

Unsur yang dicakcp secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran 

terdiri dari pendapatan··LRA, belanja, transfe:r, dan pembiayaan. Masing

masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut : · 

a. Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah 

atau oleh entitas pemerint?,.h daerah lainnya yang menambah Saldo 

Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan 

yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali 

oleh pemerintah daerah. 

b. Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah 

yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun 

anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembaya.rannya 

kembali oleh pemerintah daerah. 

c. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas 

pelaporan darijkepada entitas pelaporan lain, termasuk dana 

perimbangan dan dana bagi hasil. 

d. Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaanjp~ngeluaran yang 

tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu clibayar 

kernbali dan/atau akan diteri:na kembali, baik pada tahun anggaran 

bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam 

penganggaran pemerintah daerah tenltama dimaksudkan untuk 

menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan 

pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil 

divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk 

pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada 

entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah dacrah. 

2. Laporan Pe:rubahan Sal\do Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL) 

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi 

kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan 

dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 

3. Neraca 

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan 

mengenai aset, kew~jiban, dan ekui tas pada tanggal tertentu. Unsur 

yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. 

Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut: 

--------·--------------- ... ------. ------ ...... . 
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a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/ atau dimUiki 

oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan 

dari mana manfaat ekonomi dan/ atau sosial di masa depan 

diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun 

masyarakat, serta dapat diukur dalam ~atuan uang, termasuk sumber 

daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi 

masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena 

alasan sejarah dan budaya. 

Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah 

potensi aset terset:>ut untuk memberikan sumbangan, baik langsung 

maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah daerah, 

berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah 

daerah. 

Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan nonlancar. Suatu aset 

diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat 

direalisasikan atau d:imiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 

(dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat di --- .... __ 

masukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset 

nonlancar. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka 

pendek, piutang, dan persediaan. Aset nonlancar mencakup aset yang 

bcrsifat jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik 

langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah daerah 

atau yang digunakan masyarakat umum. Aset nonlancar 

diklasifikasikafl: menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana 

cadangan, dan aset lainnya. 

lnvestasi jangka panjang rnetupakan investasi yang diadakan dengan 

maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial 

dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. lnvestasi 

jangka panjang meliputi investasi nonpennanen dan permanen. 

lnvestasi nonperrnanen antara lain investasi dalam Surat Utang 

Negara, penyertaan modal dalam proyek pembangunan, dan investasi 

nonpermanen lainnya. lnvestasi permanen antara lain penyertaan 
.. 

modal pemerintah daerah dan investasi permanen lainnya. Aset tetap 

meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, 
. . 

irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam 

pengerjaan. 

~-·-··-··· .. -·--------·-- -------·-------------· 
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Aset nonlancar lainnya diklasiftkasikan sebagai aset lainnya. 

Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset kerja 

sama (kemitraan). 

b. KewaJiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang 

penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi 

pemerintah daerah. 

Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa pemerintah daerah 

mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya 

mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan 

datang. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan 

tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam 

konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena 

penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga 

keuangan, entit.as pemerintah lain, atau lembaga internasional. 

Kewajiban pemerintah daerah juga terjadi karena perikatan dengan 

pcgawa1 yang bekerja pada pemerintah daerah atau dengan pemberi 

jasa lainnya. Setiap kewajib.an dapat dipaksakan menurut hukum 

sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan 

perundang-undangan. 

Kcwajiban dikelompnkkan kedalam kewajiban jangka pendek dan 

kewajiban jangka panjang.Kewajiban jangka pendek men1pakan 

kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua 

belas bulan setelah tangg~l pelaporan. Kewajiban jangka panjang 

adalah kelompok kewajiban yang penyelc~saiannya dilakukan ::>etelah 

12 (dua belas) bulan Bejak tanggal pelaporan. 

c. Ekuttas adalah keka.yaan bersih pemerintahdaerah yang men.tpa.kan 

selisih antara aset dan kewajiban pemerintah dacrah pada tanggal 

laporan. Saldo ekuita.s di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada 

Laporan Perubahan E:kuitas. 

4. Laporan Operaalonal (1,0) 

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang 

menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah 

daerah untuk kegiata.n penyelenggaraan pemerintahan dalam satu 

peri ode pelaporan. 

U nsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri 

dari pendapata.n-LO, beban, transfer, dan pos-pos iuar biasa. Masing

masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut: 
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1. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui Bebagai 

penambah nilai kekayaan bersih. 

2. Beban adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui ::;ebagai 

pengurang nilai keka~raan bersih. 

3. Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang 

dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelapora.n lain, 

termasuk dana. perimbangan dan dana bagi hasil. 

4. Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa 

yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan 

operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di 

luar kendali atau pengan:h entitas bersangkutan. 

5. Laporan Arua Kaa (LAK) 

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan 

aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang 

menggambarkan saldo awal, peherimaan, pengeluaran, dan saldo akhir 

kas pemerintah daerah selama periode tertentu. 

Unsur yang dicakup .dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penenmaan 

dan pengeluaran kas, yang masing-rnasing dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

a. Penerimaan kas adalah semua aliran kas ·yang masuk ke Bendahara 

Umum Daerah. 

b. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara 

Urnum Daerah. 

6. Laporan Perubahan Ekuitaa (LPE) 

Laporan Perubahan l~kuitas menyajikan informasi kenaikan atau 

penurunan ekuitas . ta.hun pelaporan dibandingkan dengan tahun 

sebelumnya. 

7. Catatan ataa Laporan l{euangan (CaLK) 

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau nnc1an 

dari angka yang tertera dalam Laporan R1~alisasi Anggaran, Laporan 

Perubahan SAL, Laporan Operasional, Lapo ran Perubahan Ekuitas, 

Neraca, dan Laporan 1\.rus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga 

mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang diper gunakan 

oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang di haruskan dan 

dianjurkan untuk dJUngkapkan di dalam Standar Akuntansi 

Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk 

menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas 

------ ----- ·-----------·--- -------· 
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Laporan Keuangan mengungkapkan/ meny<~ikan/ menyediakan hal-hal 

sebagai berikut: 

1. Mengungkapkan informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan 

t.:ntitas Akuntansi; 

2. Menyajikan informasi tentang k ebijakan fiskaljkeuangan dan ekonomi 

makro; 

3. Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun 

pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam 

pencapaian target; 

4. Menyajikan informaEi tentang dasar penyusunan laporan keuangan 

dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas 

transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya; 

5. Menyajikan rincian dan penjels.san masing-masing pos yang diBajikan .. 
pada lembar muka laporan keuangan; 

6. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar 

Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka 

laporan keuangan;_ 

7. Menyediakan informasi lainny_a yang diperiukan untuk penyajian yang 

wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; 

XII. PENGAKUAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN 

Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya 

kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akunt.ansi 

sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, 

ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO, dan beban, 

sebagaimana akan termuat pacta laporan keuangan entitas pelaporan yang 

bersangkutan. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang 

terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau 

per;stiwa terkait. 

Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa 

untuk diakui yaitu: 

a. Terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan 

kejadian atau peristiw.a tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk 

ke dalam entitas pelaporan yang bersangkutan; 

b. Kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang 

dapat diukur atau dap'3.t diestimasi dengan andal. 

Dulam menentukan apaka.h suatu kejadian/peristiwa memenuhi 

pengakuan, perlu dipertimbangkan aspek materialitas. 

Kebij~kan Umum Akuntansi Pe~te~'in£;h·D;;~r~h· -
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a. Kemungkinan Besar Manfo.at Ekonomi Masa Depan Terjadi. 

Dalam kriteria pengakuan pendapat an, konsep kemungkinan besar 

manfaat ekonomi masa depan terjadi digunakan dalarn pengertian derajat 
' 

kepastian tinggi hahwa manfaat ekonomi n}asa depan yang berkaitan 

dengan pos atau kejadianjperistiwa tersebut akan mengalir dari atau 

keentitas pelaporan. Konsep · ini diperlukan dalam menghadapi 

ketidakpastian lingkungan operasional pemerintah daerah. Pen!skajian 

derajat kepastian yang melekat daiam arus manfaat ekonomi masa depan 

dilakukan atas dasar bukti yang dapat diperoleh pacta saat penyusunan 

laporan keuangan. 

b. Keandalan Pengukurallt 

Kriteria pengakuan pada umumnya didasarkan pada nilai uang akibat 

peristiwa atau kejadian yang dapat diandalkan pengukurannya.Namun 

ada kalanya pengakua.n didasarkan pacta hasil cstimasi yang layak. 

Apabila pengukuran bc:rdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak 

mungkin dilakukan, maka pengakuan transaksi clemikian cukup 

diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangari. 

Penundaan pengakuan suatu pos atau peristiwa dapat terjadi apabila 

kriteria pengakuan baru terpenuhi setelah terjadi atau tidak terjadi 

peristiwa atau keadaan lain dimasa mendatang. 

1. Pengakuan Aaet 

Aset diakui pada · saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh 

oleh pemerintah daerah dan ~empunyai nilai atau biaya yang dapat 

diukur dengan andal. Sejalan dengan penerapan basis akrual, aset dalam 

bentuk piutang atau beban dibayar dimuka diakui ketika hal( klaim 

untuk mendapatkan an1s kas masuk atau manfaat ekonomi lainnya dari 

entitas lain telah atau tetap masih terpenuhi, dan nilai klaim tersebut 

dapat diukur atau diestimasi. 

Aset dalam bentuk ka:; yang diperoleh pemerintah daerah antara lain 
' 

bersurnber dari pajak, bea rnasuk, c:ukai, penerimaan bukan pajak, 

retribusi, pungutan hasil pernanfaatan kekayaan negara, transfe:r, dan 

setoran lain-lain, serta penerimaan pembiayaan, seperti hasil pinjaman. 

Proses pemungutan setiap unsur penerirnaan tersebut sangat beragarn 

dan rnelibatkan banyak pihak atau instansi. Dengan demikian, titik 

pengakuan penerimaan kas oleh pernerintah daerah untuk mendapatkan 

pengakuan akuntansi mernerlukan pengaturan yang lebih rinci, termasuk 

pengaturan mengenai batasan waktu sejak uang diterima ~;ampai 

··~· .. - ... - ¥---·- ---------~-- ---· --
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penyetorannya ke Rek(:ning Kas Umum Daerah. Aset tidak dial<ui jika 

pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak 

mungkin diperoleh pemerintah daerah setelah periode akuntansi berjalan. 

2. Pengakuan Kewajlban 

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengduaran ~mmber 

daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan ke\X.rajiban yang ada 

sampa1 saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut 

mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andaL 

Sejalan dengan penerapan basis akrual, kewajiban diakui pada saat dana 

pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul. 

3. Pengakuan Pendapatan 

Pendapatan-LO diakui pada saat _timbulnya hak atas pendapatan terse but 

atau ada aliran masuk sumberdaya ekonomi. Pendapatan-LRA diakui 

pada saat kas diterima di Reket:ing Kas Umum Daerah atau oleh entitas 

pelaporan. 

4. Peng~kuan _Beban Dan Belanja 

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsum~:;i aset, 

atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dan 

belanja diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas 

Umum Daerah atau entitas pelaporan. 

Khusus pengeluaran melalui "bendahara pengeluaran pengakuannya 

terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut 

disahkan oleh PPK pada SKPD. · 

XIII. PENGUKURAN UNSUR L.APORAN KEUANGAN 
Penguh.-uran adalah prm~es penet apan nilai uang untuk mengakui dan 

memasukkan setiap pm; dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos 

dalam laporan keuangcLn menggunakan nilai perolehan historis. Aset 

dicatat sebesar pengeluaran/ penggunaan sumber daya ekonomi a tau 

sebesa.r nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset 

tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang 

digunakan pemerintah daerah untuk rnemenuhi kewajiban yang 

bersangkutan. 

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. 

Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi tcrlebih dahulu 

dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. 

--· ·-··~----·-- R-- '"'-••·-- •••••--··•• • '' ••oo -· 
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BAB I 

KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN LRA 

A. UMUM 

1. Definisi 

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum 

Negara/Daerah yang rnenambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode 

tahun anggaran ya.ng bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan 

tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. 

2. Klasifikasi 

Pendapatan LRA diklasifikasi b~rdasarkan sumbernya, secara. garis besar 

ada tiga kelompok pendapatan daerah yaitu: 

a. Pendapatan Asli Daerah (PAQ), 

b. Pendapatan Transfer, 

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. 

Dalam Bagan Akun Standar, Pendapatan diklasifikasikan !;ebagai 

berikut: 

~t::~t~:tlfil"" ·'11 t'"'""::'il-'-l!,:WIHim•\llimt~"'·-·~'~"···~··. ~il!.'L~, r;ar~a~'t&J;~ ~tilfJ~&8 • · . -· ~~l~i!-~i~J£l1~:~.~:;'(!& 

'4-. Ci --- -·-- ---·-l-·-··-··-

4.1.2 
) -. ---------r·- ------------ .. 

4.1 .3 I 

---!. .. 
4. 1.4 ! 

--· -----------~--------·--· ..... 
4.2 Pendapatan Transfer-LRA 

-----···- ·-~------- ----------- .. 

I 4.2.1 ! ;... ---- ... + 
\ 4.2.2 I 
,------· ------·--t--------·-
i 4.2.3 

i \ - .............. _ .. __ t' --------- .......... .. 
4.2.4 

----- - _______ .,. ____ ----·----- ··-··------·· .. . -

1 4 3 Lain-lain Pendapatan Daerah 

i . ~ang Sah-LRA ·------· ... ________ -------- ......... .. 
' 4.3.1. r--------- ---------------. 
1 4.3.2. 
..----------------- ··- ------ ··-··· ..••.. 

I 4.3.3. 
·----~---·· ····--·---.1..----·- . --·· ··- -· . ---

Pajak Daerah-LRA 
. . .... -···· ... 

Rctribusi Daerah-LTA 

Hasil Pengdolaan Kekayaan Da·~rah 
yang Dipisahkan-LRA 
Lain-l11in PAD yang Sah-LRA 

Pendapatan Transf~r Pemerintah Pusat 
-Dana Perimbangan - LRA - .. ~ ...... . 
Pcndapatan Transfer Pemerintah Pusat 
- Lainnya - LRA 

--· --· ..... 
Pendapatan Transfe1· Pemerintah 
Daerah Lainnya - LRA 

··-··· 
Bantuan Keuangan- LRA 

Pendapatan Hibah- LRA 

Dana Darurat- LRA 

Pcndapatan Lainnya - LRA 
.... ·-·. ···- --· . ······ 

Kalsifikasi Pendapatan-LRA berdasarkan kewenangan SKPD dan PPKD 

adalah sebagai berikut: 

.. ----- -·--- ·------------·- -· ... . ...... . 
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a. SKPD 

i4 ,_ 
\ 4.1. 
L ... _ . -···- -····· 

I 4 .1.1 
r·- ........ ------· ... . 
' 4.1.2 ' 

l~ ,;~~~]-~ •.••••••. ~ -••. 
1 4. 1.4 ' 

b. PPKD 

Pendapatan Transfer-LRA ·-· ---1-- ·-- ____ , ___ ---
4.2.1 

\ -. . ...... _ .. ----- .. 't·" ' . . "' ' .... 
I 4.2.2 

1·.2~3---- \~- -.... -... --
~- --· ____ .. _______ ··t---· ...... -- ------· ...... ' " 
I 4.2.4 
1
···- -------- ··- ------ - ------·-· ..... 
4.3 , Lain-lain Pc:ndapatan 

I ~Yang Sah' -LRA 
\

' ..... -------- ..................... _______ ' 

4.3.1. 
---- ------ ---------- ·- . -------- -- . 

1 4.3.2. 
r·- ....... _____ .... - .... l ............ . 
: 4.3.3. 
:.. . ·- --.----·---l -- --·--··' 

., .. ·······n··YI··· •v.>···; i .. i .. lYi., .•... ~ ...... ,,_., .. ,·· .. E... . .. ·\;;\· " 
._,,aJ:~~-i· 1.. ,,~(11:~ · , ; .. . . ~\~~·;''; ':;;, · • _ti.HiJ:"~~f 

--~~.iSI :J!ili!.:. , ::1'~-~k,,,_,,, ·' #.t1,11i~ .... t 

Pajak Daerah-LRA 
. - --·--·~ . . 

Retribusi Daerah-LTA 
. -- ... -- •··· ... -----------··-···-··· -·. 

Hasil Pengelolaan Kekayaan Da·~rah 

yang Dipisahkan-LRA 
Lain-lain PAD yang Sah-LRA 

,,~~ ;:~t~ ~ J.:~~'f:il Jmlmti'r.;;~r:~·,;~!rF·J~;;;~:~~ ·1~~;~~"
m!iiii•I·K:~,fJt.;!ill~ill~~~i;•!ill'-~t~&t!l~t,~~··i.~'i~""'.iili:!'r( 

Daerah 

Pendapata~ Transfer Pemerintah Pusat 
-Dana Petimbangan- LRA 

... ··-··-
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 
- Lainnya · LRA 

•···· ·-~ . -~ - . ··--·· .. ---
Pendapatan Transfer Pemerintah 
Daerah Lainnya- LRA 
Bantuan Keuangan- LRA 

. ·- .. ·-·-·. - ~ -· 
Pendnpatan Hibah · LRA 
Dana Darurat- LRA 
Pendapatan Lainnya - LRA 

Adapun klasifikasi pendapatan dapat dirinci berdasarkan objek 

pcndapatan, yaitu : 

a. PendapatanAsli Daerah 

l) Pajak Daerah dirinci menurut obyek pendapatan sesuai dengan 

undang-undang tentang pajak daerah. 

2} Retribusi Daerah dirinci menurut obyek pendapatan sesua1 

dengan undang-undang tentang retribusi' daerah. 

3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisa~kan dirinci 

menurut obyek pendapatan yang mencakup bagian laba atas 

penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian 

laba ata~ penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN 

dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik 

swasta atau kelompok usaha masyarakat. 

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dirinci menurut obyek 

pendapatan yang mencakup hasil penjualan kekayaan daerah 

yang tidak dip.sahkan, hasilpengelolaanasetlainnya, jasa giro, 

pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian 

daerah, penerirnaan komisi, potongan ataupun bentuk lain 

sebagai akibat dari ' penjualan dan/ atau pengadaan barang 

.. ···--·--·· - -~···-······------·-···-- ... 
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dan/ atau jasa oleh daerah, penerimaan keuntungan dari selisih 

nilai tukar rupiah terhadap maLa uang asing, pendapatan denda 

atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda 

pajak, pendapatan denda retribusi, pendapatan hasil eksekusi 

atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan 

fasilitas umum, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan 

pelatihan, pendapatan .. dari angsuran/ cicilan penjualan dan 

pendapatan dari basil pemanfaata.n kekayaan daerah serta 

pendapatan BLUD. 

b. Pendatapan Translrer 

1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan 

Terdiri dari Bagi basil pajak dan bukanpajak, dana alokasi umum, 

dana alokasi khusus dan dirinci menurut obyek penclapatan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya mcnurut objek 

pendapatan ditetapkan oleh pemerintah, seperti dana otonomi 

khusus, dana penyesuaian, dana BOS, .. tunjangan profesi guru, 

dana insentif daerah dan lain sejenisnya. 

3) Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya menurut objek 

pendapatan yang ditetapkan oleh pemerintah seperti pendapatan 

bagi hasillainnya dan lain sejenisnya. 

4) Kelompok bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi lainnya 

atau Pemerintah Kabupaten/Kota terdiri dari bantuan keuangan 

dari provinsi la.innya, bantuan keuangan dari kabupaten dan 

bantuan keuangan dari kota. 

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 

1) Kelompok pendapatan ~.hibah dirinciberasal dari Pcmerintah, 

Pemerintah Daerah lainnya, badanjlembagaj organisasi swasta 

dalam n.egeri, kelompo~ masyarakat./ perorangan dan lembaga 

luar negeri yang tidak mengikat. 

2) Kelompok dana darurat berasal dari pemerintah dalam rangka 

penanggulangan korbanjkerusakan akibat bencana alam. 

3) Pendapatan Lainnya berupa pendapatan sumbanganpihak ketiga 

dan lain sejenisnya. 

B. PENGAKUAN 

. ··--· ·-----------··--·--- -- ·····------··· ··--·-·-. 
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Pendapatan LRA menggunakan basis ka~ sehingga pendapatan LRA diakui 

pada saat: 

1. Diterima di rekening Kas Umum Daerah; atau 

2. Diterima oleh SKPD; atau 

3. Diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD. 

C. PENGUKURAN 

1. Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan a:;;·.as bruto, yaitu 

dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah 

netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). 

2. De:uam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) 

bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat 

dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka 

as~l.s bruto dapat dikecualikan. 

3. Pendapatan Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada 

tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia. 

D. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN 

Pendapatan LRA disajik.:m pada Laporan Realisasi Anggaran SKPD dan 

pada Laporan Realisasi A.nggaran Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota. 

Format Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebagaimana terlampir. 

Hal-hal yang harus diungkapkao dalam Catatan atas Laporan Keuangan 

terkait dengan pendapatan adalah: 

1. Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya 

tahun anggaran; 

2. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang 

bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus; 

3. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan 

daerah; 

4. lnformasi lainnya yang dianggap perlu. 

----··· --------------- ·------------- -·-------------- -·- .... --
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BAB II 

KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN LO 

A. UMUM 

1. Definisi 

Pendc..patan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai 

penambah ekuitas da1am periode tahun anggaran yang bersangkutan 

dan tidak perlu dibayar kembali. 

2 . Klasifikasi 

Pendapatan diklasifikasi berdasarkan sumbernya, secant garis be~;ar ada 

tiga kelompok pendapatan daerah yaitu: 

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO, 

b. Pendapatan Transfer-LO, 

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO, 

d. Surplus Non Operasionai-LO 

e. Pendapatan Luar Biasa-LO 

Dalam Bagan Akun Standar, Pendapatan diklasifikasikan ~;ebagai 

berikut: 

. - ~-

8.1. 
8.1.1. 
8.1.2. 

---~-~~Q~~w.n_~sli Daerah-LO 

- -------- ----r- -·--
8.1.3. I 

__________ j ____ ,.,- ----

~:i:~ · __ :_·-~----~~ii~:ri~~P~~~--r~;~nsrer-Lo 
: ~-~·:t· -------·t-· .. -.. ' t 1
'---- ----- -------------------

8.2.3. 

l_?)~~--~---·-=-1- .. :=~:-~-~= --: . ---i 8.3. Lain-lain Pend£1patan Daerah 
\- _ _____ yang Sah-LQ._ .. ____ _ __ _ 

f-~_:~~~------ -------------- ---
i ?..-~:~: .... -----+----- --- --- -

8.3.3 t- --- - -· ------ __ !! ____________________ -- ---- - --- -
\-t; :_c:~~--~=r~:r~~~ ~:C>~ 9perasional-L~ 
- 8.4.2. ' 
: I 
I - -- ---·---+·--·-·---------------

8.4.3. 1 -----__ -----_--f--__ -·------_--------_ -- -- . ___ · __ _ . .!!:.~------ Pendapa_~_I!_i;._\]a!_ __ ~iasa-LO 
1.. .. !!-5-___ !_: _____ , __ ·--- ---- ·--- - . ---- ·--·. -- -

. -:~~ :i§d Lw~~~::il~J~.t:tLhbit';!;;,:.:~ ~':. ~;;~~;;: ~1.~ 

Pajak Daerah 
Retribusi Daerah 
Hasil Pengelolaan Keka:vnun Dn~rah yang 
Dipisahkan 
Lai;1--lain PAD yangSah 

Pendapatan Tr!i'!Sfe __ r Pemcrintah Pum1t .. LO 
Pendapatan Transfer Pemcrintah Pusat 
Lain!l__>.:!l_-~0 ... _ .. _ _ __ 
Pendapatan Transfer Pemerintah Oaerah 
l..ain!lya~~q .... 
Bantuan Keua_I}gan.,..LO 

Pen<!~pa~n ~i_b~ll.:.l.() 
Dana Darurat-LO 
Pendapat~n ~!I1nya.·LO 

. ~- ··--···". 
Surp_ll!:~--~~nj':l_~al'! ~set Non Lancar--LO 
Surplus Penyelesaian I<ewajiban Jangka 
Panjf.t~g-~9 ......... . 
Surplua dari Kegiatan Non Operasional 
Lainny_n-[,9 ____________ . 

Pendapat.Jin L":lar J3_iasa-LO 

. ----··· ---· ___ .. ____ --
Bab I1 - Kebijakan Akuntansi Pemerintah Dacrah 29 



.-· 

Klasifikasi pendapatan-LO berdasarkan kewenangan SPKD dan PPKD 

adalah sebagai berikut : 

a. SKPD 

e 
D I K~lOU:lpok ~ Jenis 

l.~.!... -· -~nclapatan-LO __ ... 
:. 8. 1 ... ·- -~~~~a.P!J:~n-~li paerah-LO 

8.1.1. 
·-··· 

Paja!< _D_~er~.~LQ. ----- .. ------ .. ---------------- ..... 

8.1.2. Retrihusi Daerah-LO -- -- ---- ----~ ----~----- .. . .. - . -·-- ...... ··----- .. -· ·--- -
8.1.3. Hasil Pengelolfl.an Kekayaan Daerah yang 

i .... Dipisahkan-LO. 
; 8.1.4 Lain-lain PAD yang Sah-LO 

b. PPKD 

~ ::: l KelOimlpok l Jenis 

f 8. ; Penclapatan·LO 
\ .. 8.2:-- · Pendapatan Dana Periu~b~ngan/P~nclapatan 
, Transfer-LO 
r .. , ---------------·--- ······-···-·- --- -- -· . ·-·--·-···. ·- .. 
: 8.2.1. Bagi Hasil/DAU/DAK /Pendapatan Transfer 
I Pemerintah Pusat-LO 
r--8~2.2.-··-------- ·---·--·· 

Pel1.9~lp~~.I!J):.~~~!'. F~me ~.i11tah __ Lai11_1:1ya_~LO 
Pendnpatan Transfer Pemerintah Daerah 

------- -------------------- -------
8.2.3. 

.... Laint:Jya~I-9 ........ . 
8.2.4 . Ban_~~wn ~e~~n_gf:l:n-LO . --···- . ····· -··- ··---··--·-·-··-· ·-·· ··---· ..... .. 
~:~: ··---~~!!·lai!!_f~nd_!pa~_p~e_rah yang_!3a.}1-LO ...... ___ . _ ...... _ 
~-~· !.:. __ ·--- --· _________ . ....... . . P.e !l!!~lp~-~~!1.!1}.~~-i!:LO 
8.3.2 .. . Da.~~ P-~~~~:L.9 ·-· ·- ·- -· . -· ..... 
8.3.3.-' . Per.t9:HP~tan _4i~!l:ya-LO 

··-·· ------~--·-·--····--·· -·· ·-·· ... 

~:~ · . __ .§_~~TE~~~-~<?.!!9.Per~~~<:ll~al:LO 
8.4.1. 

. •··· ·- ... ·-··· 

SurpJI:\.~_P<:.!"'jE~J~':l. As_et Non La.nccl\r .. !--0 
Surplus Penyelesaian Kewajiban ,langka 
Pan.j1,1ng-LO ... 

·-··--·· ·- -··---··--·-··-·--····--··· 
8.4.2. 

8.4.3. 

··-·------

Surplus duri Kc&ialun Non Opernsional 
Laint:J.y~·LO ..... 

. ~:.~· _ ---~~..!!~~tan Lua!:_!!~a.~--~0 
8.5.l. 

--- .. . - ·-·· .... -· . 
Pendapatan L.\la~ Bias.a-LO 

. --- -·-· ,._ .... -· -·· . -- ... 

Adapun klasifikasi pt!ndapatan-LO dapat dirinci berdasarkan objek 

pendapatan, yaitu : 

a. Pendapatan Asli Daerah 

1) Pajak Daerah dirinci menurut obyek pendapatan sesuai dengan 

peraturan ·perundang-undangan ten tang pajak daerah. 

2) Retribusi Daerah dirinci menurut obyek pendapatan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan tentang retribusi daerah. 

3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci 

menurut obyek pendapatan yang mencakup bagian laba atas 

penyertaan modal pada perusahaan rnilik daerah/BUMD, bagian 

laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negaraj BUMN 

dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik 
' 

swasta atau kelompok usaha masyarakat. · 

4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dirinci menurut obyek 

pendapatan yang mencakup hasil penjualan kekayaan daerah 

------------------------------·- ~--- . .... . .. --··. ·- .. ··--
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yang tidak dipisahkan, hasil penjualan aset la .. nnya, jasa giro, 

pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ga.nti kerugian 

daerah, penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain 

sebagai akibat dari penjualan dan/ a tau pengadaan barang 

dan/ atau jasa oleh daerah, penerima.an keuntungan dari selisih 

nilai tukar rupiah terhadap mata uang a.sing, pendapatan denda 

atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda 

pajak, pendapatan denda retribusi, pendapatan hasil eksekusi 

atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan 

fasilitas umum, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan 

pelatihan, pendapatan dari angsuranjcicilan pcnjuala n dan 

pendapatan dari hasil pemanfaatan kekayaan daerah serta 

pendapatan BLUD. 

b. Pendapatan Transf<:r 

1) Bagi hasil pajak dan bukan pajak dirinci menurut obyek 

pendapatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

2) Dana alokasi khusus dirinci menurut obyek pendapatan menurut 
' 

- bidailg yang ditetapkan ol.eh pemerintah. 

3) Pendapatan Transfer Pemerintah Lainnya menurut objek 

pendapatan ditetapkan oleh pemerintah, seperti Dana 

Penyesuaian, Dana 80S dan lain sejenisnya. 

4) Kelompok bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi lainnya 

atau Pemerintab Kabupaten/Kota terdiri dari bantuan keuangan 

dari provinsi lainnya, bantuan keuangan dari kabupaten dan 

bantuan keuangan dari kota. 

c. Lain-lain Pendapatun Daeraf1 Yang Sah 

1) Kelompok pendapatan hibah merupakan pendapatan pemerintah 

dalam bentuk uangjbarang atau jasa dari pemerintah lainnya, pe 

rusahaan negara/ daerah, masyarakat dan organisasi 

kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta 

tidak secara terus-menerus dan dirinci berasal dari Pemerintah, 

Pemerintah Daerah lainnya, badan/lembagajorganisasi swasta 

dalam ncgeri, kelompok masyarakat/ perorangan dan lembaga luar 

negeri yang tidak mengikat. 

2) Kelompok dana darurat berasal dari pemerintah dalam rangka 

penangguiangan korban/kerusakan akibat bencana alam. 

3} Pendapatan Lainnya. 

------·- ---·- --------- ··------------------- --····-·· --·-·--·- . --------·-· -
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d. Surplus Non Operasional 

Pendapatan Non Operasional dirinci antara lain Surplus penjualan 

aset non lancar, ~:;urplus penyelesaian kewajiban jangka panjang, 

surplus dari kegiatan non operasional lainnya. 

e. Pendapatan luar biasa 

Pendapatan luar biasa dirinci menurut pendapatan pos luar biasa . 

B. PENGAKUAN 

Pendapatan LO diakui pada saat 

1. Timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan earned; 

a tau 

2. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonorni 

baik sudah diterima pernbayaran secara tunai (realized). 

Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang

undangan, diakui pada saa.t timbulnya hak untuk menagih pendapatan. 

Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang 

telah selesai diberikan berdasfirkan peraturan perundang-undangan, 

diakui pada saat tirnbulnya hak -untuk. menagih imbalan. Pendapalan LO 

yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang tclah diterima oleh 

pemerintah daerah taripa terlebih dahulu adanya penagihan. Pengakuan 

Pendapatan-LO ini dapat terjadi pada SKPD dan PPKD. 

Pengakuan Pendapatan LO pada SKPD. 

Pendapatan Asli Daerah 

Merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan 

Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. 

Pendapatan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu 

PAD Melalui Penetapan, dan PAD Tanpa Penetapan. 

(a) PAD Melalui Penetapan 

Pendapatan tersebut diakui ketika telah terbit Surat Ketetapa.n (SK) 

atas pendapatan terkait. 

(b) PAD Tanpa Penetapan 

Pendapatan tersebut diakui ketika pihak terkait telah melakukan 

pernbayaran, baik m·~lalui bendaharawan penerirnaan SKPD maupun 

langsung ke rekening Kas Umurn Daerah . 

Pendapatan-pendapatan tersebut dapat dikelompokkan kedalam kategori 

se bagai beriku t : 

----------------------- ------ ·----- --······-----·-·· . 
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a. Pendapatan Pajak Type A. 

Type ini merupakan kelompo~ pendapat.an pajak yang didahului dengan 

penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah) atau Dokumen 

lain yang dipersamakan, untuk dilakukan pembayaran oleh wajib pajak 

yang bersangkutan. F'endapatan pajak yang termasuk dalam kelompok 

pendapatan type A ini ada1ah Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan 

Bangunan. Pendapatan tersebut diakui ketika telah dite:rbitkan 

penetapan berupa Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah) atau 

Dokumen lain yang dipersam~~an, atas pendapatan terkait. 

b. Pendapatan Pajak Type B. 

Type ini merupakan kelompok pendapatan pajak yt1llf..'. ''ld~thului dengan 

perhitungan sendiri oleh wajib pajak (self assessment) · .• m dilanjutkan 

dengan pembayaran oleh wajib pajak berda~;arkan l·q·hJt.unt.;d 11 terse but. 

Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajal'. yHng dibayar 

apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar unLuk l·.('mudian 

dilakuka.n penetapan.Dan apabila pada saat pemeribd.an ditemukan 

kurang bayar maka akan diterbitkan Surat Kctetapa'. Kurang Bayar 

(SKP-Daerah-KB) yang akan dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO. 

Sedangkan apabila dalam pemeriksaan ditemukan le Jih bayar pajak 

maka akan diterbitkan Surat Keletapan Lebih Bayar (SKP-Daerah-LB) 

yang akan dijadikan pengurang pendapatan LO. 

Pendapatan pajak yang terma·suk dalam kelompok pendapatan pajak 

type B adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak 

Penerangan Jalan, Pajak Mineral L~ukan Logam dan Bs.tuan, Pajak 

Sarung Burung Walet, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ( 

BPHTB). Pendapatan-pendapatan te:rsebut diakui ketika telah diterbitkan 

penetapan berupa Surat Ketetapan (SK) atau dokumen lain yang sejenis 

atas pcndapatan terkait. 

c. Pendapatan Pajak Type C. 

Type ini merupakan kelompok pendapatan pajak yang pembayarannya 

dilakukan di muka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama 

beberapa periode ke depan. 

Pendapatan pajak Type C ini adalah Pajak Reklame.Pendapatan tersebut 

diakui ketika periode yang bersangkutan telah dilalui, sesuai dengan 

SKP- Daerah terkait. 

d. Pendapatan Retribusi Type A. 

Untuk pendapatan retribusi type A, pembayaran diterima untuk 

memenuhi kewajiban di periode berjalan. 
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Pendapatan retribusi yang termasuk type A. adalah Retribusi Pengujian 

Kendaraan Bermotor, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, 

Retribusi Pelayanan Tera Ulang, Retribusi Pengendalian Menara 

Telekomunikasi, Retribusi Pelayanan Pasar (Khusus Kios), Retribusi lzin 

Gangguan, dan Retribusi lzin Trayek Pendapatan-pendapatan ini diakui 

ketika pembayaran telah diterima, baik melalui bendahara penenmaan 

SKPD maupun langsung ke rekening Kas Umum Daerah. 

c. Pendapatan Retribusi Type B. 

Pembayaran retribusi ini dilakukan bersamaan atau setelah Surat 

Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-Daerah) terbit. 

Pendapatan retribusi type 8 adalah Retribusi Pelayanan Kesehatan, 

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Penggantian 

Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil, Retribusi Parkir ditepi Jalan 

Umum, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Biaya Penggantian Cetak 

Peta; Retribusi Penyediaan dan I atau Penyedotan Kakus, Retribusi 

Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat 

Khusus Parkir, Retri·.)usi Rumah Potong Hewan, Retribusi Tempat 

Rekreasi dan Olah Haga dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha 

Daerah, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izi.n U saha 

Perikanan. Pendapata.n-pendapatan tersebut diakui ketika telah 

diterbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-Daerah) atas 

pendapatan terkait. 

f. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. 

Pendapatan ini dilakukan berdasarkan Hasil RUPS I Dokumen yang 

dipersamakan. 

Pendapatar. ini · meliputi bagian laba dari penyertaan modal pada 

BUMD/BUMN/Swasta. Pendapatan diakui berdasarkan Hasil RUPS 

atau Dokumen lain yang dipersamakan. 

g. Lain-lain PAD yang Sah Type A. 

Type ini merupakan kelompok Lain-lain PAD yang Sah yang didlahului 

dengar. penerbitan Surat Ketetapan (SK) atau dokumen yang 

dipersamakan atas pendapatan terkait. 

Lain-lain PAD yang Sah type A adalah Hasil Penjualan Aset Daerah yang 
' Tidak Dipisahkan, Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Pendapatan Denda 

atas Keterlambatan Pelaksanaan Kegiatan, Denda Pajak dan Denda 

Retribusi, Eksekusi atas J~minan Pekerjaan, Angsuran/ Cicilan 

Penjualan dan lain-lain PAD yang Sah sejenjs lainnya. Penclapat.an 

tersebut diakui ketika telah diterbitkan Sura.t Ketetapan (SK) I Dokumen 

yang dipersamakan atas pendapatan terkait. 

- -------------~--------··--··-- .. ·-·· .. -·- -
Bab IJ - Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah 34 



h. Lain-lain PAD yang Sah Type B. 

Type ini merupakan.kelompok Lain-lain PAD yang Sah tanpa penetapan. 

Lain-lain PAD yang Sah type- 8 adalah penerimaan jasa giro, bunga 

deposito, pendapatan dari pengembalian, dan pendapatan lainnya yang 

sejenis. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika pihak terkait 

telah melakukan pembayaran, baik melalui bendahara penerimaan SKPD 

maupun langsung ke rekening Kas Umum Daerah. 

Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), pendapatan diakui 

dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur 

Badan Layanan Umum Daerah. 

Pengakuan Pendapatan LO pada PPKD 

( 1) Pendapatan Transfer 

Pemerintah Pusat akan mengeluarkan ketetapan mengenai jumlah dana 

transfer yang akan diterima oleh Pemerintah Daerah. Namun demikian 

ketetapan pemerintah belum dapat dijadikan dasar pengakuan 

pendapatan LO,. mengingat kepastian pendapatan tergantung pada 

persyaratan-persyarata.n sesuai. peraturan _ .Pe~ndangan penyaluran 
. ... .. . 

alokasi tersebut. Untuk itu pengakuan pendapatan transfer dil:akukan 

bersamaan dengan dit•erimanya kas pada Rekening Kas Umum Daerah. 

Kecuali jika terjadi kurang salur, maka pendapatan transfer diakui pada 

saut terbitnya peraturan mengenai penetapan alokasi. 

(2) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah 

Merupakan kelompok pendapatan lain yang tidak termasuk dalam 

kategori pendapatan sebelumnY,a. 

Lain-Lain Pendapatan .Daerah yang Sah pada PPKD, antara lain meliputi 

Pendapatan Hibah, Bs.gi Hasil Pajak dari Propinsi, Dana Penye~;uaian, 

Bantulln Keuangan. dari da~rah lainnya, Bantuan Keuanga.n dari 

Propinsi. Naskah Perjanjian Hibah , penetapan alokasi atau surat 

keputusan yang ditand.atangani bclum dapat dijadikan dasar pengakuan 

pendapatan LO mengingat adanya proses dan persyaratan untuk 

realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah tersebut. Pengakuan 

pendapatan LO saat diterima di kas daerah. 

(3) Pendapatan Non Opera.sional 

Pendapatan Non Operasional mencakup antara lain Surplus Penjualan 

Aset Non lancar, Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang, 

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya. Pendapatan Non 

Operasional diakui ketika dC?.kumen sumber berupa Berita Acara 

Kegiatarl (misal: Berita Acara Penjualan untuk mengakui Surplus 

Penjualan Aset Nonlancar) telah diterima. 
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(4) Pendapatan Luar Biasa 

Pendapatan Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban 

luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan 

merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan 

berada di luar kendali atau pengaruh entit.as bersangkutan. 

Pendapatan Pos Luar Biasa diakui ketika dokumen surnber I dokurnen 

yang dipersarnak~n dit,~rirna. 

C. PENGUKURAN 

1. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan 

membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya 

(setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). 

2. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) 

bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat 

diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas 

bruto dapat dikecualikan. 
.. 

3. Pendapatan Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada 

tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indo11esia. 

D. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN 

Pendapatan Laporan Operasional (LO) disajikan pacta L.aporan 

Operasional (LO) SKPD) dan Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten 

Lima Puluh Kota sebagaimana Format Laporan Operasional (LO) tcrlarnpir. 

Pendapatan-LO disajikan berdasarkan jen~s pendapatan dalam Laporan 

Operasional dan rinciannya lebih lanjut disajikan dalam Catatan atas 

Laporan Keuangan. 

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan a tas Laporan 

Keuangan terkait dengah pendapatan adalah: 

1. Penerimaan pendapatan tahun ·· berkenaan setelah tanggal berakhirnya 

tah un anggaran; 

2. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pela.poran yang 

bersangkutan terjadj hal-hal yang bersifat khusus; 

3. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan 

daerah; 

4. lnfonnasi lainnya yang dianggap perlu. 

·-·---- -·-· -------·----·--·--· ····-··-· -· .. ··-·-·---··-·------ --·· 
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BABIII 

KEBIJAKAN AKUNTANSI BELANJA 

A. UMUM 

1. Delinisi 

Belanja merupakan semua pet?-_geluaran Bendahara Umum Daerah yang 

mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalarn periode tahun an.ggaran 

bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh 

pemerintah. 

2. K.lasifikasi 

Belanja diklasifikasi menurut klasifikasi ekonomi Uenis bdanja), 

organisasi, dan fungsi. 

a. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan 
pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi 
·ekonomi untuk pemerintah daerah meliputi belanja operasi, belanja 
modal, dan belanja tak terduga. 

b. Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran tintuk kegiatan schari
hari pemerintah daerah yang membcri manfaat jangka pendek. Belanja 
operasi meliputi antara lain ·belanja pcga.wai, belanja barang, bunga, 
subsidi, hibah, dan bantuan sosial. 

c. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untul< perolehan aset 
tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode 
akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja lanah, belanja 
peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, 
irigasi & jaringan, belanja aset tetap lainnya, dan belanja a set lainnya. 

d. Belanja tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan 
yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti 

penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan pengeluara.n tidak 
terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka 
penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah. 

e. Klasifikasi menurut organisasi yaitu klasifikasi berdasarkan unit 
organisasi pengguna anggaran. Klasifikas1 belanja menurut organisasi 
di pemerintah daerah antara lain belanja Sekretariat Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Sekretariat Daerah Kabupaten, 
dinas dan lembaga teknis daerah kabupaten. 

f. Klasifikasi menurut fungsi adalah klasif1kasi yang didasarkan pada 
fungsi-fungsi utama pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan 
kepada masyarakat. 

Berikut adalah klasifikasi belanja dalam format APBD menurut 
Permendagri Nomor 13 Tahun 2006: 
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KodeAkun Belanja Kcwenan, 
5.1 Belanja Tidak Langsung ·-· 

ian_~ 

5.1.1 Belanja Pegawa1 
1-----· 

SKPD 
-

5.1.2 Belanja Bunga PPKD 
-

5.1.3 Belanja S•Jbsidi PPKC 
·----·--

5.1.4 Belanja Hibah PPKC 

r-s-.1.5 
-- f---··-·-·----· 

Belanja Bantuan Sosial PPKD 
1-· 

5.1.6 Belanja B&.gi Hasil Kepada ProvinsijKabupatenjKota dan PPKD 
Pemerintahan t esa 

5.1.7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/ 
Kota Dan Pemerintahan Desa 

5.1.8 B~lanja Tidak To:rduga 

5.2 Belanja Langsung 

5.2.1 Belanja Pegawai .. 

5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 

5.2.3. 1 Belanja Modal 

PPK 

PPK D 

SKP 

SKP 

SKP 
----

D 

D 

D 

Berikut adalah klasifikasi belanja dalam LRA menurut PSAP Nornor 02 
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan kewenangan atas 
belanja tersebut: 

--
Belanja Kewenangan 

5.1 Bela~jaOperasi 

5. l.l. Bel~jaPegawai ·-· .. SKPD 

5.1.2. BelanjaBarang SKPD 
-------- -

5.1.3. Bung. I PPKD 

~-
Subsidi PPKD 

. 
Hibah (Uang, barangdanJasa)*) PPKD/SKPD 

. Bantt anSosial (uangdanbarang)*) PPKD/SKPD 

. Belan.ia Modal 

5.2.1. Belanja Tanah SKPD 

5.2.2. Belanja Peralatan dan Mesi!1 SKPD 

5.2.3. Belanja Gedung dan Bangunan SKPD ___ , ___ 
5.2.4. Belanja Jalan, lrigasi, danJaringan SKPD 

- -
5.2.5. Belanja Aset Tetap Lainnya SKPD 
---- ------

Belanja Aset Lainnya SKPD 
---

Belanja Tak Terduga PPICD 

L:_3_ .. Belanja Tak Terduga 
-

PPKD 
----

.. ) Hibah dan bantuan sosial berupa uang merupakan kewenangan PPKD, 
sedangkan hibah barang dan jasa serta bantuan sosial berupa barang 
mcrupakan kewenangan SKPD. 

B. PENGAKUAN 

Menurut PSAP Nomor 02 tentang akuntansi belanja dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, belanja diakui pada saat: 

1. Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh 
transaksi di SKPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitive 
oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di SKPD 
dan PPKD. 
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2. Khusus pengeluaran melalui- bendahara pengeluaran pengakuannya 

terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran t<:::rscbut 

disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasioleh PPK-SKPD. 

3. Koreksi atas pengeluaran belanja (Penerimaan Kembali Belanja) yang 
terjadi pada periode pengeluaran belanja, dibukukan sebagai 
pengurangan belanja pacta periode yang sama. Apabi:.a diterirna pacta 
periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja d.ibukukan dalam 
pendapatan Lain-lain. 

4. Dalam hal badan !ayanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada 
peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum. 

C. PENGUKURAN 

Belanja diukur berdasarkan jumlah pengeluaran kas yang keluar dari 

Rekening Kas Umum Da.erah dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran 

berdasarkan azas bruto. 

D. PENILAIAN 

Belanja dinilai sebesar nilai tercatat dan disajikan pada laporan realisasi 

anggaran berdasarkan belanja langsung dan tidaklangsung. 

E. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN 

Belanja disajikan padc:1 Laporan Realisasi Anggaran (LRA) SKPD dan 

Laporan Realisasi Anggar:an (LRA) Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, 
.. 

sc bagaimana Format LRA terlampir. 

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja, antara lain: 

1. Rincian belanja per SKPD. 

2. Penjelasan atas unsur-unsur belanja yang disajikan dalam laporan 

keuangan lembar muka. 

3. Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja 

daerah. 

4. Infonnasi lainnya yang dianggap perlu. 
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BABIV 

KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN 

A. UMUM 

1. Definisi 

Behan adalah penurunan manfaat ekonorni atau potensi jasa dalam 

periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa 

pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. 

Sedangkanbeban adalah kewajiban pemerintah yang diakui ~;ebagai 

pengurang nilai kekayaan bersih. 

Ada beberapa perbedaan antar~ Beban dan Belanja, yaitu: 

- · .:· , . :;_ ~ :~ ~ · \ ~ ~ ·~;;;:~f·??}:N'D:·:n·~,~) 
Di:ukur dan diakui dengan basis 
akuntansi alaual 

Merupakan unsur pembentuk 
Laporan Operasional (LO) 

Menggunakan Kode Akun 9 

2. Klasifikasi 

Diukur dan diakui dengan ba:sis 
akuntansi kas 

Merupakan unsur pembentuk 
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 

Menggunakan Kode Akun 5 
I 

Beban dan belanja diklasifikasi menurut Klasifikasi ekonomi untuk 

peme~·intah daerah terdiri dari beban pegawai; beban barang, beban 

bunga, beban subsidj, beban hibah, beban bantuan sosial, beban 

penyusutan aset tet.ap/ amortisasi, be ban transfer, dan be ban lainnya. 

Berikut adalah klasifikasi beban dan kewenangan atas beban terse but: 

. . ....... --.... _......... .. ·----------.... ......... .... .. .. . . .......... _ ................ _, 
1.3. I Behan Bunga PPKD : 
1..:~.:-·-----L=-- Beb~~S~~~idi ........ - . - ... :. _-. --~P~D ... 

\ 9. 1.5. ' Behan Hibah PPKD&SKPD 

~
. -···--·-·-·-·->-·-----··-·-- - ....... -........ .. .. ....... -· .... ....... ...... ...... ... . ........... -·-···------···· 

1.6. ; Behan Bantuan Sosial PPKD ·------- --· ···- . ~ -~ -·- -- -·· __ ,. ____ --··-··--··-··· ---···-· .. . . -··-·····-~··· - .. ·····----~--

9.1.7. B\!han Penyusutan dan Amortisasi SKPD 

~:I- 1---~ ~~i~~r ~:i~~~~~ · :·:=:·_--~-~:. ~:=~~--:=·:=·~ ·· · -- : ·~--~~~~ ~-- j 

~~--~-· ___ j~eban :::~~~~~~~ ~:::.!~~~~;~~~~- _ -;~~::- j 

\ 9.2.3. 1 Behan Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah PPKD \ 

L_______ \ Daerah -~~n~Y.~. __ .. _____ . _ . ______________________ .... .. _ __ .... .... .. . ·-· J 
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,__ -aellan Tr~~~~:r __ sa~~~~-~K.~uan~~~ ~~1?.~:~ .. : · __ 
Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya 

t--:--::-::-----+------~ ·-·--· ...... ·--.. - .... . ......... _ .. 
9.2.6. J Beban Tran~fer Dana Otonomi Khusus 
9.3~-----: ~t N~~ .. C•pe-;:asional· · ·· - -· · r :lT------;----Defisit'Pe~juaian Aset N~n Lancar ······ .... -··· 

I ~:~:!~ ::~r~;~~~B:~~~:~~~~o~~t~~~~;~~~- ···--
~ Beban Luar Hiasa 

9.4T.-- · Beba-~ Luar Bia~a 
L--·-·--- -----·-·---·--·-- ·-

PPKD 
·---··· ······- -~ 

PPKD 
PPKD 

PPKD 

PPKD 

.. I 

... 

I 
--i 

i 
-·??i<o- .... 1 

.. I 

PPKD 

B. PENGAKUAN 

------~ ...... 

Menurut PSAP Nomor 12 tentang akuntan.si beban dalam Peraturan 

Pcmerintah Nomor 71 Tahun 2010, beban diakui pada saat: 

1. Timbulnya kewajiban 

Saat timbulnya kewajiban adalah saat te1jadinya peralihan hak dari 

pihak lain ke pernerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum 

daer8h. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik seperti 

yang tertulis di atas: 

2. Terjadinya konsumsi a:;et 

Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain 

yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/ a tau konsum:;i aset 

nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah. 

3. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi a tau potensi jasa 

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada 

saat penurunan nilai aset sehubungan dengan p<~nggunaan aset 

bersangkutanfberlalunya waktu. Contohnya adalah penyusutan atau 

arnonisasi. 

Dalam rangka pencatatan atas pengakuan beban menggunakan dua 

pendekatan yaitu: 

1. Metode pendekatan Beban 

Dimana setiap pembelian barang dan jasa akan diakui/ dicatat sebagai 

beban jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan 

atau konsumsi segera mungkip. · 

2. Metode pend~katan Ase:t 

Dimana setiap pezr.belian barang dan jasa akan diakui/dicatat :;ebagai 

persediaan jika pembelian . barang dan jasa itu dimaksud untuk 

digunakan dalarn satu periode anggaran atau untuk sifatnya berjaga

Jaga. 
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... ·· 

C. PENGUKURAN 

Behan diukur dan dicatat sehesar hehan yang terjadi selama periode 

pelaporan, yaitu hesaran timhulnya kewajihan, hesaran tet:iadinya 

konsumsi aset dan hesaran terjadinya penurunan manfaat ekonorni atau 

potensial jasa. 

D. PENILAIAN 

Behan dinilai sebesar akumulasi beba:1 yang terjadi selama satu periode 

pelaporan dan dlsajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi 

ekonomi (line item). 

E. PENY AJIAN DAN PENGUNGKAPAN 

8eban disajikan pada LaLporan Operasional (LO) SKPD dan pada Laporan 

Operasional (LO) Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagaimana 

Format LO terlampir. 

Hal-h~! .. Y.~g. harus diungkapkan dalam Catat~n .9:tas aporan Keuangan 

terkait qengan beban adalah: 

1. Rincianbeban per SKPD. 

2. Penjelasan atas · unsur-unsur heban yang disajikan dalam Japoran 

keuangan lembar muka. 

3. Infor.masilainnya yang dianggap perlu. 

Bab N- KebijakanAkuntansiPemerintah Daerah 42 



BABV 

KEBIJAKAN AKUNTANSI TH.ANSFER 

A. UMUM 

1. Definisi 

a. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas 
pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana 
perimbangan dan dana bagi hasil. 

b. Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelapora.n lain, 
misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemuintah pusat dan 
dana bagi hasH dari pemerintah provinsi. 

c. Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke 
entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh 
pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah. 

2. Klasifikasi 

Transfer dikategorikan berdasarkan sumbernya kejactiaannya dan 

diklasifikasikan antara lain: 

e.. Transfer Pemerintah Pusat- Dana Perimbangan. 
b. Transfer Pemerintah Pusat ·- Lainnya. 
c. Transfer Pemerintah Provinsi. 
d. Transfer/Bagi hasil ke Desaj,Nagari. 
e. Transfer/Bantuan Keuangari: 

Dalam hagan akun standar Transfer diklasifikasikan sebagai berikut: 

I.aporan Laporan 
Realisasi 

Uraian Anggaran Operasional 

(LRA) 
(LO) 

PendaEatan Transfer --
Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimhangan XXX XXX 

· Dana Bag! Hasil Pajak XXX 

~ 
XXX 

Dana Bag! hasil Sumb·~r da:ta Alam XXX XXX 

Dana Alokasi \./mum X.. XX XXX 

Dana Alokasi Khusus xx.x XXX -·---
Transfer Pemerintah Pusat l..a.inn:ta XXX X>:x - ··-

Dana Otonomi Khusus XX. X x:>:x 
Dana Pen:iesuaian XXX X}: X 

Transfer Pemerintah Provinsi XXX X..': X ·---
PendaEatan Bagi Hasil Pajak XX..''< XXX 

I--· .. 
~endaeatan Bagi Hasil Lainn:ta XXX XXX 

Be ban Transfer XXX 

_· Behan Transfer Bag! hasil Pajak XXX 

Behan Transft:r Bagi hasil_Penc!apatan Lainnya X.:< X ----Beban Transfer Bantuan Keuangan Ke Pemerintah lainnya XXX 

Behan Transfer Bantuan Keuangan Ke De saL Nagari XXX 

Behan Transfer Keuangan Lainn:ta x.xx 
Trunsfer/Ba~i Hasil ke Kab/Kota atau Ke Desa/Nagari XXX ·-

Bagi Hasil Pajak XXX ----
Bagi Hasil Retrihusi XXX ----Bagi Hasil PendaEatan Lainn:ta XXX -- ----------

TransferLBantuan Keuangan XXX 
Bantuan Keuangan Ke Pemerintah lainnya 

---r---------
XXX - -----

Bantuan Keuangan Lainnva_ XXX ··------------

----- --- ·-- ··------------------ ---· ......... --- ·----
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B. PENGAKUAN 

P~mcrintah Pusat akan mengeluarkan ketetapan (PMK/Peraturan Menteri 

Keuangan/Peraturan Pemerintah) mengenai jumlah dana transfer yang 

akan diterirna oleh Pemerintah · Daerah. Namun demikian ketetapan 

pemerihtah belum dap.:Lt dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO, 

mengingat kepastian pendapatan tergantung pada persyaratan-persyaratan 

sesuai peraturan perundangan penyaluran alokasi tersebut. Karena itu, 

maka pengakuan transfer masuk adaiah : 

1. Pada Laporan Realis~t.si Anggaran (LRA), Transfer diakui pad a saat 

diterima di rekening Kas Umui'I;l Daerah 

2. Pad a Laporan Operasional (LO} Transfer cliakui bersamaan dengan 

diterimanya kas pada Rekening Kas Umum Daerah, kecuali jika terjadi 

kurang salur, maka pendapatan transfer diakui pada saat terbitnya 

peraturan mengenai penetapan alokasi. 

Transfer keluar diakui pada saat diterbitkannya Surat Keputusan 

Bupati/Peraturan Bupat.i maka timbul adanya kewajiban Pemerintah 

Daerah. 

C. PENGUKURAN 

1. Transfer masuk diukur dan dicatat bcrdasarkan jumlah uang yang 

diterima di Rekening Kas Umum Daerah. 

2. Transfer keluar diukur dan dicatat berdasarkan pengeluaran kas yang 

keluar dari Rekening Kas Umum Daerah. 

D. PENILAIAN 

Trasnfer masuk dinilai sebagai berikut: 

1. Transfer masuk dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan 

membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya 

(sctelah dikompensasikan dengan pengeluaran). 

2. Transfer masuk dalam bentuk Hibah dalam mata uang asing diukur dan 

dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank 

Indonesia. 

3. Transfer keluar dinilai sebesar akumulasi transfer keluar yang terjadi 

selama satu periode pelaporali. ·dan disajikan pacta laporan operasional 

sesuai dengan klasifika.si ekonomi (line item). 

---· - ·-----·-------··-
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E. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN 

Transfer disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran lLRA) dan Laporan 

Operasional (LO) Pemerin tah Kab,upaten Lima Puluh Kota. 

Hal hal yang harus diungkapkan dalarn Catatan atas Laporan Keuangan 

terkait dengan transfer rnasuk adalah: 

a. Penerimaan transfer rnasuk tahun berkenaan setelah tanggal 

berakhimya tahun anggaran; 

b. Penjelasan mengenai transfer rnasuk yang pada tahun pelaporan yang 

bersangkutan teijadi. hal-hal yang bersifat khusus; 

c. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapa~hya target penerimaan transfer 

rnasuk daerah; 

d. lnforrnasi lainnya yang dianggap perlu. 

1. Hal-hal yang harus diungkapkan dalarn Catatan atas Laporan Keuangan 

terkait dengan transfer keluar adalah: 

a. Tcansfer keluar harus dirinci; 

b. Penjelasan atas un:,ur-unsur transfer keluar yang disajikan dalarn 

laporan keuangan lembar rnuka; 

c. Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi transfer 

keluar; 

d. lnforrnasi lainnya yang dianggap perlu. 

2. Hal-hal yang perlu diungkapkan seh'...lbungan dengan transfer, antara 

lain: 

a. Penerirnaan dan pengeluaran transfer tahun berkenRan :setelah 

tanggal berakhimya tahun an~garan; 

b. Penjelasan sebab-sebab tidak terealisasinya target tm.nsfer masuk dan 

transfer keluar; 

c. Inforrnasi lainnya yang diangggap perlu. 

---·· ' .. --- --· ·-----------------···---- .... -- -·- •...... 
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BAB VI 

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN 

A. UMUM 

1. Oetinisi 

Berdasarkan Peraturan PemerintahanNomor 71 Tahun 2010 PSAP 

Nomor 02 Paragraf 50, pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi 

keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang 

perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran 

pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau 

memanfaatkan surplus. anggaran. 

Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan 

hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain 

digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian 

pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah. 

2. Klas"ifikasi 

Pembiayaan diklasifikasi kedalam 2 (dua) bagian, yaitu penenmaan 

pembiayaan dan pengeluaran p~mbiayaan. Pos-pos pembiayaan menurut 

PSAP Berbasis Akrual Hornor 02, dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Penerimaan Pembiayaan 

Pe,nerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas 

Umum Daerah antara lain berasal clari penerimaan pinjaman, 

penjualan obligasi pemcrintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, 

penerimaan kembali pinjam:-'ln yang diberikan kepada fihak ketiga, 

penjualan investasi permaneii lainnya, dan pencairan dana cadang~n. 

b. Pengeluaran Pembiayaan 

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas 

Umum Negara/Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak 

ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kcmbali pokok 

pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pemben.tukan 

dana cadangan. 

B. PENGAKUAN 

1. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada f~ekening Kas 

Umum Negara/Daerah. 

·---·-· -·--··--···----------~--~·--····· --·· ..... . 
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2. Pengeluaran pembiaya.an diakui pacta saat. dikeluarkan dari Rekening 

Kas Umum NegarajDaerah. 

C. PENGUKURAN 

Pcngukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan 

nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan dit,:rima oleh nilai 

sekarang kas yang d\keluarkan atau yang akan dikeluarkan. 

Pcmbiayaan yang diukur dengan mata uang a:;ing dikonvcrsi ke mata uang 

rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengan Bank Indonesia) pada tanggal 

transaksi pembiayaan. 

D. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN 

Pcnerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan pemerintah daerah 

disajikan dalam laporan realisasi anggaran (LRA) Pemerintah Daerah. 

Dalam pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan terkait 

dengan pembiayaan, harus diungkapkan hal-ha~ sebagai berikut: 

1. Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan setelah 

tanggal berakhirnya tahun anggaran; 

2. Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan I pcmberian 

pinjaman, pembentukanjpencairan dana cadangan, penjualan aset 

daerah yang dipisahkan, penyertaan modal Pemerintah Dacrah; 

3. Informasi lainnya yang diangggap perlu. 

-.- ·-·--· ------------------·-------· ----- .... ·-·· -··. ···-------
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BAB VII 

KEBIJAKAN AKUNTANSI KAS DAN SETAR.l\ KAS 

A. UMUM 

1. Definisi 

Kas didefinisikan sebagai uang tu · 1~u d'-m saldo simpan. •n di bank yang 

setiap saat dapat digunakan un tuk mcmbiayai kegi 1t~1.11 pemerintah 

daerah yang sangat likuid y<~ng s i.ap dijubarkanj dicairkan rnenjadi kas 

serta be bas dari risiko perubal k,n ntlai yang signifikan. 

Kas juga meliputi seluruh Uang '1. mg Harm:; Dipertanggungjawabkan 
' . . 

(UYHD) yang wajib dipertanggtu 1gjawabkan dan dilaporkan dalam 

neraca. Saldo simpanan di ban1.c yang setiap saat dapat ditarik atau 

digunakan untuk rnelakukan pe.,nbaynmtL 

Dalam pengertian kas ini jllga tcrmasuk setara kas. Setara kas 

didefinisikan sebagai investn~·;i jangka pendek yang sangat likuid yang 

siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang 

signifikan. 

Setara kas pada pem(:rintah daerah d1tujukan untuk mernenuhi 

kebutuhan kas jangka pcndek ;1 ·au untuk tujuan lainnya. Untuk 

memenuhi persyaratan s·~tara ka· , inv~stasi jangka pendek ha.rus segera 

dapat diubah menjadi k:.s dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada 

risiko perubahan nilai yang signifikan. Suatu investasi disebut setara kas 

kalau investasi dimaksud mcmpunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 

( tiga) bulan dari tanggal perolehannya. 

2. Klasifikasi 

Kas dan setara kas 9ac'.a p:.!merintah daerah mencakup kas yang 

dikuasai, dikelola dan dibawah tang{;ung jawab bendaha.ra umum daerah 

(BUD) dan kas yang dikuashi, dike!ola dan di bawah tanggung jawab 

selain bendahara umum daerah, mis3.lnya bendahara pengeluaran. Kas 

dan setara kas yting yang dikuasai dan dibawah tanggung jawab 

bendahara umum daerah terdiri dari 

a. Sa\do Rekening Ka~; Daerah, yaitu saldo re~ening-rekening pacta bank 
.. . . 

yang ditentukan oleh kepa~a ~acrah un~Uk .. ;:piertampung penenmaan 

dan pengeluaran. 
,I,· 
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b. Setara Kas, an tara lain berupa surat utang negara (SUN) J nh\1Q!4~) n!:ln 

deposito kurang dari 3 bulan, yang dikdola oleh bendahara umum 

daerah. 

~~ll~~=~~j_!{~~~;:~s Da;;,;;; 
------ -~------------······-·- -· -·

..... ····---- ---- .... _ 
..... ---------- .... 

Kas di Bendahara 
I- Penerirnaan I ... -- ------. ·--·-----·-

i 
I 
I 

\ 

Kas eli Bendahara 

---···---~J:en~~,l~an 

I 

\ ---~~--- =-=~~~-]=~=---- -=--1-------------t Kas __ ~i J?.l:-UD 
\------- ..... ----·-- --- .. 

\ Pajak di SKPD yang Belum 
Disetor 

. 1. . ----·· --· ............ -- .. 

Uang_T_i_!ip~-- _ _ _ 
Kas Tunai BLUD 
Kas di Bank BLUD 

I , .. ---·-·· ------ ---·-······ 

1------·--- .. -·----·-

... , Pajak_J:'/~·~S..!?~~u~ _ _Disetor :B. l-UI:? __ . 
____________ .... Uar1:g}~}!~!3: Pa~ie~_RSU[)f§lJ.J_Q_ · 

\ 
1---·-··-···-·----·----
i Setara Kas 
I 
! -r. -·- .......... . 

Deposiw (kurang dari 
-· ;3. ~_u_~~l) 

Surat Utang Negara I 
Obligasi (kurang dari 

·-------··-··· _ .L~.l?.-~-~~lL_ 

B. PENGUKURAN 

I Uat:l_gJ}~iP~ .. :r?!-.Y-P 
\ Deposito (kurang dari 3 bulan) 

. . ------"':'·----· - . . 

Surat Utang Negara /Obligasi 
(kurang dari 3 bulan) 

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan ~•ebesar 

nilai rupiahnya.Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi 

menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentnl pada \:anggal 

neraca. 

C. PENY AJIAN DAN PENGUNGKAPAN 

Saldo kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus 

Kas. 

Pengungkapan kas dan setat·a kas dalam Catatan atas Laporan Keuangan 

(CALK) sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut: 

1. Rincian kas dan setara kas; 

2. Kebijakan manajemen setara kas; dan 

3. lnfonnasi lainnya yang dianggap penting. 
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BAB VIII 

KEBIJAKAN AKUNTANSI PIUTANG 

A. UMUM 

1. Definisi 

Piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari 

entitas lain termasuk wajib pajak/ bayar atas kegiatan yang dilaksanakan 

oleh pemerintah. Hal ini senada dengan. berbagai teori yang 

mcngungkapkan bahwa piutang adalah manfaat masa de:pan yang diakui 

pada saat ini. 

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang 

kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang 

dari seseorang danfatau korporasi danjatau entitas lain.Nilai penyisihan 

piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap 

akhir periode anggaran sesuai perkernbangan kualitas piutang. 

Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan · piutang tak tertagih 

dihitung berdasarkan kualitas ·umur piutang, karakteristik piutang, dan 

diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi 

dari debitornya. Mekanisme perhitungan dan penyisihan saldo piutang 

yang mungkin tidak dapat ditagih, merupakan upaya untuk menilai 

kualitas piutang. 

2. Klasifikasi 

Piutang dilihat dari sisi peristiFa yang menyebabkan timbulnya piutang 

dibagi atas: 

a. Pungutan 

Piutang yang timbul dari peristiwa pungutan, terdiri atas: 

1. Piutang Pajak baerah; 

2. Piutang Retdbusi; 

3. Piutang Pendapatan Asli Daerah Lainnya. 

b. Perikatan 

Piutang yang timbul dari peristiwa perikatan, terdiri a1:as: 

1) Pemberian Pinjaman; 

2) Penjualan; 

3) Kemitraan; 

4) Pemberian fasilitas. 

·-----··-----·---------·4--------·---- ...... ··-·-···········. 
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c. Transfer antar Pemerintahan 

Piutang yang tirnbul dari peristiwa transfer antar pemerintahan, terdiri 

atas: 

1) Piutang Dana Bagi Hadl; 

2) Piutang Dana Alokasi Umum; 

3) Piutang Dana Alokasi Khusus; 

4) Piutang Transfer Lainnya; 

5) Piutang Bagi Hasil Dari Provinsi; 

6) P\utang Transfer An tar Daerah; 

7) Piutang Kelebihan Transfer. 

d. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 

Piutang yang timbul dari peristiwa tur.tutan ganti kerugian daerah, 

terdiri atas: 

1) Piutang yang timbul akibat 1\.tntutan Ganti Kerugian Daerah 

terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara; ' .. 

2) Piutang yang timbul akibat Tuntutan -- Ganti Kerugian Daerah 

terhadap Bendaha.ra. 

Piutang diklasifikasikajl sebagai berikut: 

;) ~~:' ··l;4. ~: -~ ·--~;,..;;:.~ . . ···~ 
~·:,,~r:-J-.;~~~'-1· ".. : ... 
~~~:.~l<>\~ ~~:;~··.~~.:·:. : .. .; . 
Piutang i . 
E~_d':lp?.-tan _j __ Ptutang Pajak Daerah 

! Pi~t;~g l~etribusi 
I -- ---·----r ----- ·--

! Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 
I ,. - --- ---·----1- ----------- . .. --

; Piutang Lain-lain PAD yang Sah 
. -·-------·-"--·---~ ------

i Piutang Transfer Pemerintah Pusat 
---·-------1--------- -

\ Piutang Transfer Pemerintah Lainnya 
-- ---------·-i- ··-------·-· ------

! Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya 
t·-- ------ ---------t-·----·- -· . --- ... . -. . --.. -·---·--- ...... 
I 1 Piutang Pendapatan Lainnya 
~---------+---------- .. ----- ___ ,_ ------ __ , __ ..... __ , ___ - --
1 PLi'-:'tang i Bagian Lancar Tagihan J angkn Panjang 
: .. runQy~--------- .. ~--------------- ---- ·-- ·------
1 I Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada 

I Entitas Lainnya 
. -------- - ... -- ...... ·----- ·- --l-. -- --- - --- ....... -. -----

1 

i Uang Muka 

--- ···-- ------ ------------· ---- .... ·········-· --- . 
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B. PENGAKUAN 

Piutang diakui saat tirnbul klairn/ hak untuk menagih uang a tau manfaat 

ekonomi lainnya kepada entitas lain. 

Piutang dapat diakui ketika: 

1. Diterbitkan surat ketetapan/ dokumen yang sah; atau 

2. Telah diterbitkan surc.t penag'ihan dan telah dilaksanakan penagihan; 

a tau 

3. Belum dilunasi sampai dengan,akhir periode pelaporan. 

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang 

timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian 

fasilitasjjasa, diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, 

apabila memenuhi kriteria: 

1. Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan 

kewajiban secara jelas; 

2. Jumlah piutang dapat diukur~ 

3. Tela~ diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; 

4. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan. 

Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam d:[hit.ung 

berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan hasil sumber daya 

alam yang menjadi hak daerah yang belum ditransfer. Nilai definitif jumlah 

yang menjadi hak daerah pada umumnya ditetapkan menjelang 

berakhirnya suatu tahun anggaran. Apabila alokasi definitif menurut Surat 

Keputusan Menteri Keuangan telah ditetapkan, tetapi masih ada hak 

daerah yang belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran, 

maka jumlah terse but dicatat sebagai piutang DBH· oleh pcmerintah daerah 

yang bersangkutan. 

Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui apabila akhir tahun anggaran 

masih ada jumlah yang belum ditransfer, yaitu merupakan perbedaaan 

antara total alokasi DAU menurut Peraturan Presiden dengan n:alisasi 

pembayarannya dalam ~;atu tahtin anggaran. Perbedaan tersebut dapat . . 

dicatat sebagai hak tagih atau piutang oleh Pemerintah Daerah yang 

bersangkutan, apabila Pemerintah Pusat mengakuinya serta menerbitkan 

suatu dokumen yang sah untuk itu. 

Piutang Dana Alokasi Khusus (OAK) diakui pada saat Pemerintah Daerah 

telah mcngirim klaim pe1nbayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah 

Pusat dan telah ditetaplc.an jumlah difinitifnya, tetapi Pcmerintah Pusat 

.. --------------·· -----~-----······- --·· ... 
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belum melakukan pembayaran. Jumlah piutang y!:mg d;a.l-cu~ old. 

Pemerintah Daerah adalah sebesar jurnlah klaim yang belum ditransfer 

olch Pemerintah Pusat. 

Piutang transfer lainnya diakui apabila: 

1. Dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampa1 

dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh 

pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau 

piutang bagi daerah~ 

2. Dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat 

penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat 

persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya 

oleh Pemerintah Pusat 

Piutang Bagi Hasil dari provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak 

dan hasil sumber daya alam yang menjadi bagian daerah yang belum 

dibayar. Apabila alokasi definitif telah ditetapkan dengan Surat Keputusan 

Gubemur Kepala Dacrah, tetapi masih ada hakdaerah yang belum dibayar 

sarnpa~ dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah yang belum dibayar 

tersebut dicatat sebagai hak untuk menagih (piutang) bagi daerah 

Transfer antar daerah te:rjadi jika terdapat perjanjian antar daerah atau 

peraturan yang mengakibatkan adanya transfer antar daerah. Piutang 

transfer antar daer~h dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang 

bersangkutan yang menjadi hakjbagian daerah yang belum dibayar. 

Apabila jumlah/nilai definitif menurut Surat Keputusan yang menjadi hak 

daerah belum dibayar sampai dengan akhir periode laporan, maka jumlah 

yang belum dibayar tersebut dapat diakui sebagai hak tagih bagi 

pemerintah daerah. 

Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada 

kelebihan transfer. Apabila terdapat kelebi.han transfer, maka wajib 

mengembalikan kelebihan transfer yang telah cliterima tersebut. 

Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP /TGR, harus 

didukung dengan bukti SK Pe111bebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang 

dipersamakan, yang menunjukkan bahwa !)enyelesaian atas TP /TGR 

dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK 

Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan 

surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi 
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tanggung jawab seseorang dan_ bersedia mengganti ker:..tg!a.n tcrscbut. 

Apabila penydesaian TP jTGR terse but dilaksanakan melalui jalur 

pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat 

ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang. 

C. PENGUKURAN 

Pengukuran piutang pendapatan adalah sebagai berikut: 

l. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal 

pe1aporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat 

ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau 

2. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi ~ampai dengan tanggal 

pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh 

Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding;atau 

3. disajikan sebesar nilai yang . belum dilunasi sampai dengan tanggal 

pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan 

dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi. 

Piutang pendapatan diakui setelah diterbitkan -~urat tagihan dan dicatat 

sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan. Setiap tagihan oleh 

pemerintah wajib ada keputusan, maka jumlah piutang yang menjadi hak 

pemerintah daerah adalah sebesar nilai yang tercantum dalam keputusan 

atas penagihan yang bersangkutan. 

Pengukuran atas peristiwa-peri~tiwa yang menimbulkan piutang yang 

berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut: 

1 . Pemberian pinjaman 

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan 

dari kas daerah dan/ a tau apabila berupa barang/ jasa harus dinilai 

dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/ jasa terse but. 

Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban 

bungar denda, commitment fee dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, 

maka pada akhir periode pelaporan harus cliakui adanya bunga, denda, 

commitment fee dan/ a.tau biaya lainnya pada periode berjalan yang 

terutang (belum dibaya.r) pada akhir periode pelaporan. 

2. Penjualan 

Piutang dari penjualan diakuf sebesar nilai sesuai naskah peqanJlan 

penjualan yang terutang (belum dibayar) pnda akhir periode pelaporan. 

Apabila dalam petjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, 

maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya. 
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3. Kemitraan 

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang 

dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan. 

4. Pemberian fasilitasjjasa 

Piutang yang tin:tbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah 

diberikan oleh pemer:intah pada akhir periode pelaporan, dikurangi 

dengan pembayaran atau uang 'muka yang telah diterima. 

Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut: 

1. Dana Bagi Hasil clisajikan sebesar nilai yang belum diterima sampru 

dengru~ tanggal pela.poran dari setiap tagihan yang ditetapkan 

berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku; 

2. Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal 
' 

terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat; 

3. Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan 

disetujui oleh Pemerintah Pusat. 

Pengul_(uran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan 

di atas, dilakukan sebagai berikut: 

1. Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam 

tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke 

depan berdasarkan surat ketentuan penyele~;aian yang telah ditetapkan; 

2. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 

12 bulan berikutnya. 

Pengukuran Berikutnya {Subsequent Measurement) Terhadap Pengakuan 

Awal 

Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi 

tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila 

terjadi kondisi yang mernungkinkan penghapusan piutang maka masmg

masing jenis piutang discuikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan. 

Pemberhentian Pengakuan 

Pembe.rhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal 

dengan dua cara yaitu: penghapustagihan (write-off) dan 

penghapusbukuan (write down). Penghapusbukuan piutang adalah 

kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan 

akuntansi untuk pengnlihan pencatatan dari intrakomptabel menjadi 

ek..c:;trakomptabel agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai d.engan 

--. -··-~-- --------·-·-»•··- . ··- ---- . - -· 
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net realizable ualue-nya. Tujuan hapus buku adalah rnenampilkan aset 

yang lebih realistis da:.1 ekuitas yang lebih tepat. Penghapusbukuan 

piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang. 

Pcnerimaan Tunai atas Piutang yang Telah Dihapushukukan 
' 

Suatu piutang yang telah dihapusbukukan, jika diterima 

pembayarannya, maka penenmaan tersebut dicatat sebagai 

penerimaan kas pacta pe:riode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan 

penerimaan pendapatan atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, 

tergantung dari jenis piutang. 

D. PENILAIAN 

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net 

realizable value). 

Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal 

piutang dengan penyisihan piutang. 

Penggolongan kualitas piutang merupakan salah satu dasar untuk 

menen~kal! besaran tarif penyi~ihan piutang. P.enilaian kualitas piutang 

dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan 

perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. 

Kualitas piutang didasarkan pacta kondisi piutang pacta tar: ggal pelaporan. 

Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah 

kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) 

dengan klasifikasi sebagai berikut: 

1. Kualitas Piutang Lancar; 

2. Kualitas Piutang Kurang Lancar; 

3. Kualitas Piutang Diragukan; 

4. Kualitas Piutang Macet. 

Penggolongan Kualitas Piutang, dilakukan dengan ketentuan: 

1. Kualitas lancar, dengan kriteria: 

a. Umur piutang kurang dari 1' tahun; dan/ a tau 

b. Wajib Pajak/ Retribusi/ Lainnya rr~enyetujui hasil pemeriksaan; 
danjatau 

c. Wajib Pajak/ Retribusi/ Lainnya kooperatif; dan/ a tau 

d. Wajib Pajak/ Retribusi/ Laianya tidak mengajukan kebaatan/ 
banding. 

2. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria: 

a. Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; clanjatau 

b. Wajib Pajak/ Retribusi/ Lainnya kurang kooperatif dalam 
pemeriksaan; dan/ atau 

-- ····- ····-·---- -- -. -------- ------------------- .•. -·· .. -
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c. Wajib Pajak/ Retribusi/ Lainnva menyetujui sebo.g;an lu:toll 

pemeriksaan; dan/ atau 

d. Wajib Pajak/ Retribusi/ Lainnya mengajukan keberatan/banding. 

3. Kualitas Diragukan, dengan kriteria: 

a. Umur piutang 3 sarnpai dengan 5 tahun; dan/ atau 

b. Wajib Pajak/ Retribusi/ Lainnya tidak kooperatif; dan/ atau 

c. Wajib Pajaki Retribusi/ Lainnya tidak menyetujui seluruh hasil 
pemeriksaan; dan/ a tau 

d. Wajib Pajak/ Retribusi/ Lainnya mengalarni kesulitan likuiclitas. 

4. Kualitas Macet, dengan knteria: 

a. Umur piutang diatas 5 tahun; dan/ a tau 

b. Wajib Pajak/ Retribusi/ Lainnya tidak ditemukan; dan/ a tau 

c. Wajib Pajak/ Retribusi/ Lainnya bangkrut/meninggal dunia; danjatau 

d. Wajib Pajak/ Retribusi/ Lainnya mengalarni musibah (force majeure). 

Besamya penyisihan piutang tidak tertagih pada setiap akhir tahun 

ditentukan sebagai berikut: 

No. 

1. 

2. 

3. 

4. 

Kualitas Piutang 

Lancar 

Kurang Lancar 

Diragukan 

Macet 

Tak~ix:l!UJ~\.\l~.fing Tak Tertagih 

0,5% 

10% 

50% 

100% 

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih, ditetapkan sebesar: 

1. Kualitas Lancar sebesar 0,5%; 

2. Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari piutang 

kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai 

barang sitaan Oika ada); 

3. Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari piutang 

dengan kualitas diragukan set~lah dikurangi dengan ni lai agunan a tau 

nilai barang sitaan Uika ada); dan 

4. Kualitas Macet 100% (seratus yerseratus) dari piutang dengan kualitas 

macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan 

Uika ada). 

Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun barn 

dibebankan. Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada 

akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka 

dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas 
piutangnya. 

------------ ----·--··--· .. 

Bab VIll- Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah 57 



.' 

Khusus untuk penyisihan piutang tak tertagih pada piutnng bun6a clan 

piutang denda dana bergulir, mengacu pada kcbijakan akuntansi lnvestasi 

Non Permanen- Dana Bergulir. 

E. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN 

Piutang disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar dalam Neraca 

Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota. 

Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi 

mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan Atas 

Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa: 

1. Kebijakan akuntansi yang digunakan dal9.m penilaian, pengakuan 

dan pengukuran piutang; 

2. Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat 

ko le ktibilitasnya; 

3. Penjelasan atas penyelesaian pi-utang; 

4. Jaminan atau sita jaminan jika ada. Khusus untuk tuntutan ganti 

rugijtuntutan perbendaharaan juga harus diungkapkan piutang 

yang masih dalam proses penyelesaian. baik melalui cara damai 

maupun pengadilan. 

Penghapusbukuan piutan.g harus diungkapkan secara cukup dalam 

Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu . 
diungkapkan misalnya jenia piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor 

dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan 

penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu. 

Sedangkan untuk penghapusan piutang, diatur dengan Peraturan Bupati 

terscndiri. 
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BABIX 

KEBIJAKP.N AKUNTANSI PERSEDIAAN 

A. UMUM 
, 

1. Definisi 

Persediaan adalah aset lancar dalam b€ntuk barang atau perlengkapan 

yang dimaksudkan untuk mendukung kegia.tan operasional pemerintah 

daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijualdan/ a tau 

diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. 

2. Klasifikasi 

Persediaan merupakan aset yang berupa: 

a. Barang atau perlengkapan(~upplies} yang digunakan dalam rangka 

kegiatan operasional pemerintah daerah, misalnya barang pakai habis 

seperti alat tulis ka.ntor, barang tak habis pakai seperti komponen 

peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas. 

b. Bahan atau perlengkapan (supplies) yang akan digunakan dalarn 

proses produksi, misalnya bahan baku pembuatan a~at- alat penanian, 

bahan baku pembuatan benih. 

c. Barangdalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau 

diserahkan kepada masyarakat, misalnya adalah alat-alatpertanian 

setengah jadi, benih ya.ng belum cukup umur. 

d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada 

masyarak.at dalam rangka kegiatan pemerintahan, misalnya adalah 

hewan dan bibit tanaman, untuk dijua.l atau diserahkan kepada 

masyarakat. 

Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalarn 

neraca, tetapi diungk.apkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 

B. PENGAKUAN 

1 . PengakuanPersediaan ..... 

Persediaan diakui : 

(a) Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh 

pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat 

diukur dengan andal, 

(b) Pada saat . diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau 

kepenguasaannya berpindah .. 

-----
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2. Pengakuan Beban Persediaan 

Pengakuan beban persediaan ,mcnggunakan pendekatan beban, setiap 

pembelian persediaan akan larigsung dicatnt sebagai beban pers.ediaan. 

Pendekatan beban digunakan untuk persediaan-persediaan yang 

maksud penggunaannya untuk waktu yang segera/ tidak dimaksudkan 

untuk sepanjang satu periode. Contohnya aclalah persediaan ATK. 

Kh11sus untuk persedilaan obat-obatan pad.a Rumah Sakit. Puskesmas 

dan Gudang Farrnasi menggunakan pendekatan aset. 

3. Selisih Persediaan 

Jika terjadi selisih persediaan antara catatan persediaan menurut 

bendahara barangfpengurus barang atau catatan persediaan menurut 

fungsi akuntansi dengan hasil stock opname. Selisih persediaan dapat 

disel;mbkan karena persedie..an hilang, usang, kadaluarsa, atau ru~mk. 

Jika selisih persediaan dipertimbangkan :sebagai suatu jumlah yang 

normal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebaga.i beban. 

Jika_ selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang 

abnormal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai kerugian 

daerah. 

C. PENGUKURAN 

Persediaan disajikan sebesar: 

L Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan 

persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya 

penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan 

pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang 

serupa mengurangi biaya perol~han. 

2. Harga pokok produksi apabila diperoleh dcngan memproduksi ~>endiri. 

Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait 

dengan perscdiaan yang diproduksi dan biaya tidaklangsung yang 

dialokasikan secara sistematis. 

3. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan caralainnya scperti donasi. 

Harga/nilai wajar persediaan melipuli nilai tukar asset atau penyclcsaian 

kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan rnelakukan 

transaksi wajar (ann length tran.sp.ction). 

Persediaan he wan dan tanaman yang dikem bangbiakkan dinilai d.engan 

mcnggunakan nilai wajar. 
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Persediaan dinilai dengan menggunakan FIFO (First In First Out - Metode 

Masuk Pertama Keluar Pertama). 

D. SISTEM PENCATATAN PERSEDIAAN 

Persediaan dicatat den&an metode periodik. 

Dalam metode periodik, fungsi aku,ntansi tidak langsung mengkinika.n nilai 

persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah persediaan akhir diketahui 

dengan melakukan perhitungan fisik (stock opname) pada akhir pcriode. 

Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan 

nilai persediaan. Metode ini dapat digunakan untuk persediaan yang 

sifatnya sebagai pendukung kegiatan SKPD, contohnya adalah pensediaan 

ATK di sekretariat SKPD. Dalam metode ini, pengukuran pemakaian 

persediaan dihitung ber·:iasarkan inventarisasi fisik, yaitu denga:n cara 

saldo awa persediaan clitambah perr..belian atau perolehan pers.ediaan 

dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai 

dengan metode penilaian yang digunakan. 

Kecuali untuk untuk persediaan obat-obatan pada Rumah Sakit. 

Puskesmas dan Gudang Farmasi sistem pencatatannya menggunakan 

metode perpectual .. 

E. PENY AJIAN 

Persediaan disajikan sebagai bagian dari aset lancar dalam Neraca 

Pemeri1;1tah Daerah Kabuuaten Lima Puluh Kota. 

F. PENGUNGKAPAN 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah mengungkapkan: 

1. Kebijakan akuntansi yang diglinakan dalam pengukuran persediaan; 

2. Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan 

yang digunakan : dalam pelayanan masyarakat, barang atau 

perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang 

disiinpan untuk dijual atau diserahkan kepa9a masyarakat, dan barang 

yang masih dalam proses produksi yang dirnaks.udkan untuk dijual atau 

diserahkan kepada masyarakat; dan 

3. Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak a tau usang. 
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BABX 

KEBIJAKAN AKUNTANSI INVESTASI 

A. UMUM 

l. Definisi 

lnvestasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh 

manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dap royalti, atau manfaat 

sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah 

dalarn rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi merupakan 

instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk 

memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam 

jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk 

investasi jangka pendek dalam raagka manajemen kas. 

2. Klasifikasi 

Investasi dikategorisasi berdasarkan jangka waktunya, yaitu investasi 

jangka pendek dan investasi jangka panjg,ng. Pos-pos investasi menurut 

PSAP Berbasis Akrual Nomor 09 tentang Investasi antara lain: 

a. Investasi Jangka Pendek 

Investasi jangka. pendek · merupakan investasi yang memiliki 

karakteristik dapat segera diperjualbelikan/ dicairkan dalam waktu 3 

bulan sampai dengan 12 bulan. lnvestasi jangka pendek biasanya 

digunakan untuk tujuan manajemen kas dimana pemerintah daerah 

dapat menjual inveBtasi tersebut jika muncul lcebutuhan akan kas. 

lnvestasi jangka pendek biasanya berisilco rendah. lnvestasi .Jangka 

Pendek berbeda den.gan Kas dan Setara Kas. Suatu investasi masuk 

klasifikasi Kas dan Setara Kas jika investasi dimaksud mempunyai 

masa jatuh tempo kurang dari 3 bulan da:ri t.anggal perolehannya. 

b. lnvestasi Jangka Panjang 

lnvestasi jangka panjang merupakan investasi yang penca1rannya 

memiliki jangka waJctu lebih dari 12 bulan. Investasi jangka panjang 

dibagi menurut sifatnya, yaitu: 

1. lnvestasi Jangka Panjang Nonpermanen 

Investasi jangka panjang nonpermanen merupakan investasi jangka 

panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak 

berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali. 

2. Investasi \.Tangka Panjang Permanen 
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lnvestasi jangka panjang -permanen merupakan investasi jangk~ 
panjang yang dirnaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan 

'atau tidak untuk diperjuaibelikan atau ditarik kembali. 

Dalam Bagan Akun ~)tandar, investasi diklasifikasikan sebagai berikut: 

Investasi Jangka 
\ Pendek 

lnvestasi dalam Saham 
t-- ·-------······--------------------- ... -------------····-·--·-··-

llnves~Cl,~_i qal_~m Q~po~i!.o .. _ 
I Investasi dalam SUN 
,__. ·-···--------- ···----- --- - -. ----------····-·· ---------·-. 
! lnvestasi dalam SBI 
!J~~e-siasi J~ia.~ sF>N. - --:~--- ·- ---
~ --· -·----- ----------- ---· . - ----·- --- -··--- ____ , ...... . 

1 :Jnvesta~i .Jangka :f.>~r::tc:l~k._?._l-.YD 
:
1
_ --·--- ___ ---------~!_nv~~!~~~- ~~~gka -~~r:t~e.~- Le~:~~11ya _ _ .. _ . 
lnvestasi Jangka __ iJnve.~!~_s_i_ ~~E?-da ~~-d~~ y_~-~£l?.:)~ili~ ~egar?-

\ Pa.njang Non Unves~~~JJ~~p_a_da J3.?-gc.tl1_~~-~'l_a }\1ili_k Daerah 
I Permanen \)nves!~~~- ~~p_ada~~·cic:tn_l!_s~f1~- Milik Swasta 

\ p~:::t:;} ~~j:, ~~::;:~;P~inbangunan 
'\ \.Panaf)e.rgul~r .. __ 

[_peposit() .Jangka f>~njang 
l ~nvestasi Non Perrl?:aner: LaiJ!nya 
: Penyertaan Modal Kepada BUMN i lr..vestasi Jangka 

! Panjang Permanen 
I 

r··- .. . . ....... - .............. . 

~ __ Penyertaan f\_1odal Kepad8: __ 1:3:UMD 
'Penyertaan Modal Kepada Badan Usaha Milik 
i Swasta 

. -----· ___ _:_Inves~a~~ Per;nanet:l_ Lainnya . 

B. PENGAKUAN 

lnvestasi diakui sa.a.t terdapat pengeluaran kas atau aset lainnya yang 

dapat memenuhi kriteria sebagai berikut: 

1. Memungkinkan pemerintah daerah memperoleh· manfaat ekonomik dan 

manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan; atau 

2. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara 

memada.i/ andal (reliable). 

C. PENGUKURAN 

Pengukuran investasi berbeda- beda berdasarkan jenis investasinya. Berikut 

ini akan dijabarkan pengukuran investasi untuk masing-masing jenis. 

1. Pengukuran investasi jangka pendek: 

a. lnvestasi dalam· bentuk surat berharga: 

1) Apabila terdapat nilai biaya p~rolehannya, maka dicatat sebesar 
biaya perolehan yang di dalamnya mencakup harga investasi, 
komisi, jasa bank, dan biaya lainnya. 
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2) Apabila tidak terdapat biaya perotehannya, mak8 dir~t~t ,~PhP.~nr 
nilai wajar atau harga pasarnya. 

b. lnvestasi dalam bentuk non· saham dicatat sebesar nilai nominalnya, 
misalnya deposito be:rjangka waktu 6 bulan. 

2. Pengukuran investasi j.angka panjang: 

a. Investasi pennanen dicatat scbesar biaya perolehannya meliputi harga 

transaksi investasi berkenaan ditambah biaya lain yang timbul dalam 

rangka perolehan imrestasi berkenaan. 

b. Investasi nonpennanen: 

1) investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, 

dinilai sebesar nilai perolehannya. 

2) investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan 

yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat 

direalisasikan. 

3} penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah 

daerah (seperti proyek PIR} dinilai sebesar biaya pembangunan 

termasuk biaya ya.ng dikeluarkan untuk perencanaan dan bia.ya lain 

yang dikeluarkan dalam rangka penyeks.aian .proyek sampai proyek 

·--terse but diserahkan ke pihak ketiga. 

3. Pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disr:::rtakan 

sel>agai investasi pemerintah daerah, dinilai sebesar biaya perolehan, 

atau nilai wajar investasi terse but jika harga perolehannya tidak ada. 

4. Pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing harus 

dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah 

bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi. 

D. METODE PENILAIAN INVESTASI · 

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode yaitu: 

1. Metode biaya 

Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metodc: biaya 

akan dicatat sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui 

sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya 

investasi pada badan usaha/ badan hukum yang terkait. 

2. Metode ekuitas 

lnvestasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metodc ekuitas, 

dicatat sebesar biaya perolehan investasi awal dan ditambah atau 
' ' 

dikurangi bagian laba atau rugi sebe~;ar persentasi kcpcmilikan 

pemerintah daerah setdah tanggal perolehan. 
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3. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan 

lnvestasi pemerintah daerah yang dinilai ct~~ngan menggunakan metode 

nilai bersih yang dapat direalisasikan akan dicatat sebesar nilai realisasi 

yang akan diperoleh di akhir masa investasi. Metode nilai bcrsih yang 

dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan 

dilepas/ dijual dalam jangka waktu de kat. 

Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria 

sebagai berikut: 

a. Kepemilikan kurang da.ri 20% menggunakan metode biaya. 

b. Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20o/tl tetapi 

memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas. 

c. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas. 

d. Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih 

yang direalisasikan. 
. . 

lnvestasi non permanen dalam bentuk dana bergulir dinilai sebesar nilai 
oP• - ••- '' ' 

bersih -yang dapat direalh;asikan (Net Realizable Value.) 

Penyisihan investasi non permanen dana bergulir yang k~mungkinan tidak 

tertagih diprediksi berda:;arkan pengalaman masa lalu dengan melakukan 

analisa terhadap saldo-saldo investasi non permanen dana berguhr yang 

masih beredar (outstandi·:1g). 

Penyisihan investasi non permanen dana bergulir diperhitungkan dan 

dibukukan dalam periode yang ~ama dengan periode timbulnya investasi 

non permanen dana bergulir. 

Penyisihan investasi non permanen dana bergulir yang tidak tertagih 

dilakukan berdasarkan umur ·investasi non permanen dana bergulir 

dimulai sejak jatuh tempo. 

Be::;arnya persentase penyisihan investasi non perma.nen dana bergulir 

yang tidak tertagih adalah se bagai beriku t : 

NO Uraian Persentase penyisihan berdasarkru 
1 s/d 3 >3 s/ d 5 >5 s/d 10 
Tahun Tahun Tahun 

l. lnvestasi Non 25% 50% 75% 
Perman en Dana 
Bergulir I 

'--------- -- L 

~~--1 
ahun \ 

0% I 
__ j 
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Penyisihan investasi non permanen dana bergulir d\ l~er::1r::1 rii~njikn.n 

sebagai unsur pengurang dari investasi non pcrmanen da.na bcrgulir yang 

bersangkutan. 

E. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN 

Investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar, 

sedangkan investasi jangka panja11:g disajikan sebagai bagian dari Investasi 

Jangka Panjang yang kemudian dibagi ke dalam Investasi Nonpermanen 

dan lnvestasi Permanen. Berikut adalah contoh penyajian investasi jangka 

pendek dan investasi jangka panjang dalam Neraca Pemerintah Daerah. 

Pengungkapan investasi dalam Catatan alas Laporan Keuangan sekurang

kurangnyamengungkapkan hal-hal sebag:1i berikut: 

l. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi; 

2. Jenis-jenis investasi, investasi l?ermanen dan nonpermanen; 

3. Perubahan harga pasar baik irivestasi jangka pendek maupun investasi 

jangka panjang; 

4. Penurunan nilai investasi yahg signifikan dan penyebab pcnunman 

terse but; 

5. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya. 

6. Perubahan pos investaBi. 
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BABXI 

KEBI.JAKAN AKUNTANSI ASET TETAP DAN PE~"YUSUTAN 

A. UMUM 

1. Definisi 

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih 

dari 12 (dua belas bulan) bul~n untuk digunakan, atau dimak::;udkan 

untuk digunakan,dalarn kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan 

oleh rnasyarakat umum. 

2. Klasifikasi 

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesarnaan dalarn sifat atau 

fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah 

sebagai berikut: 

a.Tanah 

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang 

diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan opcrasional 

pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. 

b. Peralatan dan Mesin 

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, 

alat. elektonik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya 

signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam 

kondisi siap pakai. 

c. Gedung dan Bangunan 

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan banguna:n yang 

diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional 

pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. 

d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan 

Jalan, irigasi, dan ja1ingan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang 

dibangun oleh peme-rintah daerah serta dimiliki dan/ a tau dilkuasai 

oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. 

e. Aset Tetap Lainnya 

Aset tetap lainnyal mcncakup aset tetap yang tidak dapat 

dikelompokkan ke dulam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh 

dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan 

dalam kondisi siap dipakai. 

f. Konstruksi Dalam Pengerjaan 

-----
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Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset teb;tp yang ncdangdalam 

proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan 

belumselesai seluruhnya. 

B. PENGAKUAN 

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat dipcroleh 

dan nilainya dapat diukur dengan handal. Pengakuan aset tetap andal bila 

aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kcpemilikannya dan atau 

pad a saat penguasaannya bcrpindah. 

Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum 

clikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, 

seperti pembelian tanah yang masih harus cliselesaikan proses jual beli 

(akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap 

tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas 

aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan 

penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya. 

Untuk _ dapat. diakui seb.agai aset tetap harus .dipenuhi kriteria ~:•ebagai 

berikut': 

1. aerwujud; 

2. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan; 

3. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal; 

4. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; 

5. Diperoleh atau dibangun dengan· maksud untuk digunakan; 

6. Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ ongkos untuk 
dipelihara; dan 

7. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk 
pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset 
tetap. 

Pengeluaran belanja barang yang tidak mcmenuhi kriteria aset tetap di atas 

akan dipcrlakukan sebagai persediaan. 

Pengakuan aset tetap adalah sebagai berikut : 
' 1. Tanah 

Tanah diakui sebagai aset tetap apabila memenuhi kriteria berikut: 

1) berwujud; 

2) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; 

3) biaya perolehan aset dapat diukur secara andal; 

4) tidak dimaksudkan untuk dijual; 

5) diperoleh dengan maksud untuk digunakan. 
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Berdasarkan hal tersebut, apabila salah satu kriterio tidaL tcqJcnuhi 

maka tanah tersebut tidak dapat diakui sebagai a:,ct tet.ap milik 

pemerintah. 

2. Perala tan dan Mesin 

Peralatan dan Mesin diakui sebagai aset tetap apabila mernenuhi 

kriteria berikut: 

1) berwujud; 

2) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, 

3) biaya perolehan aset dapat diukur secar·a andal, 

4) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entita~ .• 

5) diperoleh atau dibuat dengan maksud untuk digunakan. 

Pengakuan peralatan dan mesin dapat dilakukan apabila tcrdapat 

bukti bahwa hak/kepemilikan telah berpindah, dalam hal m1 rTLsalnya 

ditandai dengan berita acar~ serah terima pekerjaan, dan untuk 

kendaraan bermotor dilengkapi dengan bukti kepemilikan kendaraan. 

3. Gedung dan Banguna.n 

Gedung dan Bangunan diakui sebagai aset .tetap apabila mern.enuhi 

kriteria berikut: 

1) betwujud; 

2) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, 

3) biaya perolehan as.et dapat diukur secara andal, 

4) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kondisi normal entitas, 

5) diperoleh atau dibangun &ngan maksud untuk digunakan. 

6) Men.1pakan objek pemeliharaan atau memerlukan biayaj ongkos 

untuk dipelihara. 

Gedung dan Bangunan diakui pada saat gedung dan bangunan telah 

diterima a tau diGera:1kan hak kepemilika.nnya dan/ a tau pada saat 

penguasaannya berpindah secara hukum rnisalnya akte jual beli atau 

Berita Acara Serah Terima serta telah siap clipakai. 

Perolehan Gedung dan Bangunan dapat melalui pembelian, 

pembangunan, a tau tukar menukar, dan lainnya. Perolehan melalui 

pcmbelian dapat dilakukan dengan pcmbelian tunai dan angsuran 

dalam belanja modal. Perolehan melalui pembangunan dapal dilakukan 

dengan membangun sendiri (swakelola) dan melalui kontrak k.onstruksi. 

4. Jalan, lrigasi dan Jaringan 

Untuk dapat diakui sebagai Jalan, lrigasi, dan Jaringan, rnaka harus 

memenuhi kriteria berikut: 
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1) berwujud; 

2) .mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas)bulan; 

3) biaya perolehannya dapat diukur secara handal; 

4) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kondisi normal entita~;; 

5) diperoleh dengan maksud untuk digunakan. 

6) Merupakan . objek pemcliharaan a tau memerlukan biaya/ ongkos 

untuk dipelihara. 

Jalan, irigasi, dan jaringan diakui pada saat jalan, irigasi, clan jc=tringan 

telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/ a tau pada saat 

penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai. 

5. Aset Tetap Lainnya 

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap lainnya, maka harus memenuhi 

kriteria berikut: 

1) berwujud; 

2) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas)bulan; 

3) biaya perolehannya dapat 'diukur secara handal; 

4) . tidq.l< dimaksudkan untuk dijual dalam kondisi normal entita~;; 

5) diperoleh dengan maksud untuk digunakan. 

Aset Tetap Lainnya diakui pada saat Aset Tetap Lainnya telah d[terima 

atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat 

penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai. 

6. Konstrukai Dalam Pe:ngerjaan 

Suatu benda berwujud harus diakui sebagai KDP jika: 

1) besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang 

berkaitan dengan a :;et t.ersebut akan dip<:-roleh; 

2) biaya perolehan ase-t tersebut dapat diukur dengan handal; 

3) aset tersebut masih dalam proses penger:iaan. 

Apabila dalam konstruksi aset tetap pembangunan fisik proyek belum 

dilaksanakan, namun biaya-biaya yang dapat diatribusikan langsung ke 

dalam pembangunan proyek telah dikeluarkan, maka biaya-biaya 

tersebut harus diakui sebagai KDP aset yang bersangkutan. 

Suatu KDP akan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika 

konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan sesuai Berita Acara 

Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) dan konstruksi tersebut telah dapat 

memberikan manfaatjjasa sesuai tujuan perolehan. 
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C Pl~NGUKURAN ASET TETAP 

A:;ct tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila pcnilaian aset tctap 

dcngan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai 

asel tetap didasarkan pacta nilai wajar pacta saat perolchan . 

Dal2m keadaan suatu aset yang dikonstruksijdibangun sendiri, suatu 

pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari 

transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan 

baku, tenagakerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi. 

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun ctengan cara swakelola melipu ti 

biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung, 

termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlcngkapan, tenaga 

listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang tcrjadi berkenaan 

dengan pembangunan aset tetap tersebut. 

Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset terscbut adalah 

sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut cliperoleh. 

Pengukuran aset tetap harus memperhatikan kebijakan tentang ketentuan 

nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. 

1. Tanah 

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. !3iaya perolche:m 

mencakup harga pembelian atau biaya pcmbebasan tcJ.nah, biaya 

yang dikeluarkan dalam rangka m~~mpcroleh hak seperti biava 

pengurusan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, 

dan biaya lainnya yang dikeluarkan sarnpai tanah tersebut siap pakai, 

antara lain biaya apraisal dan honor timjpanitia pengadaan. 

Biaya yang timbul atas penyelesaian sengketa tanah, seperti biaya 

pengadilan dan pengacara tidak dikapitalisasi sebagai biaya perolehan 

tanah. 

Aset tetap tanah disajikan dalam neraca sesuai dengan biaya perolehan 

atau sebe~ar nilai wajar pacta saat tanah tersebut diperolch dan tid<lk 

disusutkan. 

2. Pcralatan dan Me~1in 

Peralatan dan Mesin dinilai dengan biaya perolehan utau nilai waJar 

pada saat aset tetap terscbut diperoleh. Biaya perolehan peralatan dan 

mesin mcnggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan 

untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut :;ampai siap pakai. 
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Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, 

biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan, untuk memperoleh dan mempersiapkan :;ampm 

peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. 

Nilai satuan minimum perolehan peralatan dan mes\n adalah 

Rp.300.000,00 Denga.n demikian jika biaya perolehan pcralatan dan 

mesin kurang dari Rp.300.000,00 maka peralatan dan mcsin tnsebut 

/tidak dapat diakui· dan ciisajikan sebagai aset tetap, namun dicatat 

b . d' ;::;:. ~~~ 1..<-..,...ho., 1<... . se a gat perse 1aan. F- - _ 

------- --------., 

- J 

Pengeluaran belanja untuk pemeliharaan Peralatan dan Mesin yang \ 

sifatnya tidak rutin dan memberikan manfaat lebih dari satu periode 

akuntansi dikapitalisasi sebagai aset tetap Peralatan dan Mestn jika 

nilai belanja pemeliharan tersebut minimal Rp.lO.OOO.OOO,

/ unit/ tahun. 

Peralatan dan Mesin disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap 

te:rsebut termasuk nilai yang dikapitalisir dan dilakukan penyusutan. 

3. Gedung dan Ba.ngunan. 

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan 

gedung dan bangunar: meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk 

memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Bia.ya ini 

antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, tennasuk 

biaya pengurusan 1MB, notaris, dan pajak. Apabila penilaian Gedung 

dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak 

memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai 

wajar I taksiran pada saat peroler.an. 

Biaya perolehan Gedung dan Bangunan yang dibangun dengan cara 

swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan 

biaya tidak langsung termasuk biaya pcn:!ncanaan dan pengawasan, 

p<.:rlengkapan, tenaga listrik, s,ewa peralatan, dan semua biaya lainnya 

yang terjadi berkenaan derigan pembangunan aset teta.p tersebut 

seperti pengurusan 1MB, notaris, dan pajak. Sementara itu, Gedung 

dan Bangunan yang dibangun melalui kontrak konstruksi, biaya 

perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, 

biaya perizinan, jasa konsultan dan pajak. 

Gedung dan Bangunan yang diperoleh dari sumbangan (donasi) 

dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. 
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Pengeluaran belanja untuk pemeliharaan Gerlung d~•n bonguna.n yw1~ 

sifatnya t~da!: rutin clan memberikan manfaat lebih dari satu periode 

akuntansi dikapitalisasi sebagai aset tetap Gedung dan bangunan jika 

nilai belanja pemeliharan t.ersebut minimal Rp.lO.OOO.c~oo,.. 

Gedung dan Bangunan disajikan berdasarkan biaya perolehan aset 

tetap tcrsebut dan dilakukan penyusutan. 

4. Jalan, Irigaai dan Jaringan 

Jalan, irigasi, dan jaringan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya 

perolehan jalan, irigasi, dan jaringan melip~ti seluruh biaya yang 

dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampm siap 

pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstrul<si dan 

biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan 

tersebut siap p~kai. 

Biaya perolehan untuk jalan, . irigasi dan jaringan yang diperoleh 

melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan biaya 

perlZman, Jasa konsultan, biaya pengosongan, pajak, 1wntrak 

konstruksi, dan pembongkaran. Biaya perolehan untuk jalan, Irigasi 

dan Jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung 

dan tidak langsung, yang terdiri dari meliputi biaya bahan baku, 

tenaga kezja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, 

biaya perizinan, biaya pengosongan, pajak dan pembongkaran. 

Jalan, Irigasi dan Ja1ringan yang diperoleh dari sumbangan (donasi) 

dicatat sebesar nilai wajar paqa saat perolehan. 

Untuk Jalan, Irigasi, dan Jaringan, tidak ada kebijakan mengenai nilai 

satuan minimum kapitalisasi, sehingga berapa pun nilai perolehan 
- . 

Jalan, Irigasi, dan Jadngan dikapitalisasi. Jalan, Irigasi, dan Jaringan 

disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebtJt dan 

dilakukan penyusutar· .. 

...,. ~engeluaran belanja untuk pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan 

yang sifatnya tidak rutin, menambah kapasitas dan memberikan 

manfaat lebih dari satu periode akuntansi. dikapitalisasi sebagai aset 

tetap Jalan, Irigasi; dan Jaringan • ./ 

5. Aset Tetap Lainnya 

Aset Tetap Lainnya dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan 

Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi 
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pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawa:mn, pajak, 

serta biaya perizinan. 

Aset Tetap Lainnya clisajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap 

terse but. 

6. Konstruksi Dala.m Pengerjaan ( KDP ) 

KDP dicatat dengan biaya perolehan. Pengukuran biaya perolehan 

dipengaruhi oleh metode yang digunakan dalam proses kon struksi 

aset tetap tersebut, yait:u secara swakelola atau secara kontrak 

konstruksi. 

Apabila konstruksi aset tetap tersebut dilakukan dengan swc:1kelola, 

maka biaya-biaya yang dapat diperhitungkan sebagai biaya perolehan 

adalah seluruh biaya langsung dan tidak langsung yang dikeluarkan 

untuk KDP tersebut. Biaya konstruksi secara swakelola diukur 

berdasarkan jumlah uang yang telah dibayct.rkan dan tidak 

memperhitungkan · jumlah uang yangmasih 

menyelesaikan pekerjaan. 

diperlukan untuk 

Apabila kontruksi dikerjakan oleh kontraktor melalui suatu kontrak 

konstruksi, maka komponen nilai perolehan KDP tersebut meliputi: 

( 1) Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan 
dengan tingkat penyelesaian pekerjaan; 

(2) Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor 
sehubungan dengan pckerjaan yang telah diterima tetapi belum 
dibayar pada tan;~gal pelaporan. 

Jika konstruksi dibiayai dari- pinjaman rnaka biaya pinJaman yang 

timbul selama masa kor.struksi dikapitalisasi dan menambah biaya 

konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasikan dan 

ditetapkan secara andal. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan 

biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pmJaman yang 

digunakan untuk membiayai konstruksi. 

Apabila kegiatan pc:mbangunan konstnlksi dihentikan sementara 

karena kondisi force majeur, maka biaya pinjaman tidak dikapitalisasi 

sebagai aset, tetapi dicatat sebagai biaya bunga pada periode yang 

bersangkutan, dan apabila disebabkan oleh hal-hal yang tidak bersifat 

force majeur, maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa 

pernberhentian seme-ntara pembangunan konstruksi dikapitalisasi 

se b~gai aset. 
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D. PENYUSUTAN 

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset teta.p yang 

dapat disusutkan (depreciable ¢.ssets) selama masa manfaat aset yang 

bersangkutan. 

Nilai penyusutan untuk masing-:masing periode diakui sebagai pengurang 

nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan 

operasional. 

Metode penyusutan dipergunakan adalah Metode garis lurus (straight line 

method) 

Perhitungan metode gari:; lurus digunakan dengan menggunakan formula 

sebagai berikut : 

Niiai yang dapat disusutka·ri 
Penyusutan per Periode == 

Masa manfaat 

Nilai yang dapat disusutkan : 

1. Nilai yang dapat disusutkan pertamakali merupakan nilai buku per 31 

Desember 2013 untuk aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 

Desember 2013. 

2. Nilai buku sebagaimana dimaksud point 1 diatas merupakan nilai yang 

tercatat dalam pembukuan. 

3. Untuk aset tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2013, nilai yang 

dapat disusutkan merupakan nilai perolehan. 

4. Dalam hal nilai perolehan sebagaimana dimaksud pada point ::~ tidak 

diketahui, digunakan nilai wajar yang merupakan nilai estimasi. 

Ma.sa manfaat untuk setiap aset tetap adalah sebagai berikut: 
---- ------ ··--

Kode 
Rekening 

fli 3 
--~_I 3 2 

1 3 2 01 
1 3 2 02 
1 3 2 03 

-

-----------

ASETTET 
Perala tan 
Alat-Alat I 
Alat-Alat I 

Uraian 
Masa 

Manfaat 
(Tahun) 

. I 
AP ---·------·······----·---·-·."·-.. ···-----·--·---· 

-- ---· ..... 

dan Mesin 
---- -···~-- ------- ··-·- . 

~esar Darat 
-----------··-- -·-· ... ··-······-··- - _, 10 
ksar Apung ! 8 1 

Alat-alat E lan~~'--··----~~---~- __ -····_· ___ ·:.--=~-~~~~-~=-~--~-=J --_-_·: ~-?·:=-~~~-i 
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": 

~--:e~~~~~----··· ........... ~rman .... ·------~---~ ..... ··--· __ _ 

: I --------
__ !_l_} __ lf-~ 04 Alat Angk~tan _I?~~~~-~~~mot()_x:_ ______ ........ __ .. , 

Mas a 
Manfaat 
(Tahun) 

7 

1 I 3 2 05 Alat Angkutan Berat Tak Bermotor · 
-----~-- -- ---·- ... --·· ···---·--·- ..... -······· .......... . 

-~J_} __ 2 06 Alat An~k·~tApu~~t~e.~motor . _ 
.. $ 2 07 Alat Angkut Ap~~.!t!~ .J?erll1_()_~~_r: 
1 ' 3 2 08 Alat Angkut I?.~r:r~_9_!~:_!-J~ara _____ --···-·----

I 
I 

2 
10 
3 
20 

.. 

! 1 3 2 09 Alat Bengkel Bermesin \-1- 3 2 I 10 Alat Bengkel Tak·B~~~e~in 
r- ······---···--- ···- . ---· .• -I 

10 
5 

i 1 3 2 11 Alat Ukur [_l_ ---··-···----·-···-
I 

J ... --------- -------------------~ 

3 Alat Pengolah~~-~~E!~n~~~ ... ________ .. ______ .. 

5 
4 

\ 1 
'1 __ t· __ · Penyimpan _!'ertaman 

t ~ ·!-~ H Z~~;=~~o~t~:~~ ~ : -~ ~ 
r~ -------------------·-· ........ ------------------- ··------ -,}_++ 2 17 Meja Dan_ Ku~~~-~~rj_~LJ~apat ~ej~~~~---·------

!~-- ~ t% ~ ~~ ~~:~ ~~~~nikasi ·-·-·- -· ·- . ------· ·-- . -
~----r--f-· -------- .. ----------------- .. -----------------------< -

1:

1 3 2 20 Peralatan Pemancar 1 

( 2.-- 2 21 Alat Kedol~ter~-- ______ -~=--·· --· -~ =~:·.==~-~~~~~--=~:- r -
1 3 2 22 Alat Kesehatan 5 

---- - -------····- .... ··------------------···· -- .. ·····--···- ------1 

i 1 3 2 23 Unit-Unit Laboratorium ! 8 I r . _______________ i ________________ - ·--1 
~ 1 3 . 2 24 Alat Perag3./Praktek Seko}~~---- ___ 1i .. _____ 1~ .... _____ · 

1 3 2 25 Unit Alat Laboratorium K.imia Nuklir 15 -- +--· . --------------·------·-··- .j .... -------- .. 

3 Alat Pemeliharaan Tanarnan/ Alat 4 

5 
5 
4 
··--

5 
5 

. . '- . ~ 

-. 

5 
-~---- ···-··i 
10 
-----

i 

5 
-·--·1 

.... I 

1 3 2 26 Alat Laboratorium Fisika Nuklir I i 15 

l Elektronika \ i 
--- ----·----------- --------------------··------·-r···--··. -----·- -· ----··1 

1 3 2 27 Alat Proteksi Radiasi I Proteksi \ 10 1 

\ ___ ..__ Lingkunga~. _____________ ___ .... ______________________ -l .. ....... . ! 

I 1 3f 28 Radiation A plication and Non Destructive \ 10 
!. __ _ __ _ f--· Testing_La~or_?.:~~r:y__@~TAMJ... --------u·--------·-··-· ! 

' !_ L~ .. 2 \ 29 \ Alat Lab_?ratc:_>ri':l_~L~~g~~l1ga~_}~i~~P ....... _ _ i 7 
: 1 \ 3 2 1 30 Peralatan Laboratorium Hidrodinamika 15 
I ----j------ -------------·- ----- ...• --------------------·--·-····- ·r ...... 

\ -i-r ~ ~ ~~ -~:~::a~!n N~-;-s;~]at~ A pi ______ -----------···· \ 10 

t --1 -------------·------·.-·· ------ ··_·· ... -- ··-····-- ... 
~-- -~- 2 33 Alat Keaman~.ci~--~~T~i_?dun~~l1 _ 

I 1 l1 3 3 Gedung dan Bangt.i'nan 
~----- --------------····· ... ------ ···-····-·- ·------------------ .,.. 

... 

3 
5 

...... -··· .... 

~ T~~P.at K~~l~~-. _____ .. _ 50 
···- . 

g Tempat Tinggal 
--~---------------- --- --------·-----~------- ------ ···--- ·- •'j' 

3 3 02 Ban gun an Ged u 
- -·· ·-·-·- 50 
J 3ll 01 Bangunarl Ged~ 

3 3 03 Bangunan Mena 
.. :---- ----· 

3 3 04 Bangunan Ber8e _ I 

a 
arah 

··- ·------ ... ·-·· .. 1. 40 
50 

. -1 

i• 
~-
1 

r 
I 
1-
! 
I 
' 
1 

~ 

L 

3 3 

+~ 
3 
3 
3 -r.:-
3 3 -+--- -

·3 3 

=u-- 3 

05 Tugu Peringat_~J 
06 Candi ----
07 Monumen/Ban 
08 Tugu Peringata 
09 _ Tugu }i~k-Kon1 
10 Rambu-Rambu 

-----·· 
11 Rambu-Rambu 

I 
t· .. ··- - ··--··- -

--· .. -----· .......................... r· 

~~1:1?. !?~rsej_ar~!l __ 
Lain 
ol(~~sti 

50 
50 
50 
50 
50 

-- --- . - ... -· --~---- . -- -- L - ?.q 
alu Lintas Udara I 50 

---·-··---------- --- ---- ----~-----·-· -----·-· ·----- --' ! • 
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r-----·---.-----··--. ···-··---------·-··-
! 

Kode 

j 
Rekening Uraian 

Masa 
Manfaat 
(Tahun) 

--------r••·• .. • ·-•P·---.. ·------·-· ··4-•- •-~ .,, • .,_,,...,. __ ,.,.,._, __ 

l 1 1 3 4 I Jalan, Irigasi, dan Jaringan 
\. 1 3 ~ 01 Jalan---= · ---·--·---------- ·-

1 3 , 4 02 Jembatan 
---1-- ·- . ·····- .. ····· ··-· 

\-~-+~ 4 03 Bangunan Air _ltj_g~-~~ .. _ 
' 1 1 3 4 04 Ban gun an Air Pasang SunJ t \-II 3 ~~'!_ 05 __ r-~angun~~-i~ ··~~~~ ·····-·· ··· · 

1 \ 3 4 06 Bangunan Pengaman Sungai dan 
' I ' 

\-dJ\4- 07 ~':,';,~a;e~~!~~~~~~:be~Ai~d8.n 
1 i _ t-3" Air Tanah 

\hi : 1 ~~ ~::::-~~-R~i~~:="ku 
1 
1 

3 4 10 Bangunan Air ________________ ·--· ... ---··-···· 
3 4 11 lnstalasi Air ~~.12.~-~/~~_r_!3ers~~--

1 3 4 12 lnstalasi Air Kotor ·- - ·------------ ·-··· -·- -· ·-·· -----------------------

1 3 4 13 Instalasi Peng9.!~~an _ _;s~pa}1 __ --·----·-··· ..... . 
: 1 3 4 14 Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan 
r ---- ····--------·-··.- ...... ----- --·-·-···--·--·- . ···-
1 1 3 4 15 Instalasi Pembangkit Listrik 
·-. r-- ----·-. ·--··-····------·- ·- .. 

, 1 3 4 16 Instalasi Gardu Listrik 
~----- ---·---·-----··-· ..... . 

·~ +. -~ +: ~ ~ i~::~::~-r~;ah(ii~~ 

'"''1 

I 
' 

. _i, 

10 
50 
50 
50 

.. 

25 
10 

- ... .... 

30 

40 
---· ····- -· 

40 
··-·········· 

40 
. ---·-- .... 

30 
-·-···· 

30 
--------- -

10 ... 
10 
-- -· 

40 
40 
30 

30 

ITPT~ 19_ Instalasi~~n\!ll!Ila~- - ·· · ·• [ 20 

~+i-} : ~~ ~:~:: i:~:t~Ln~-~- -· -... - . .. ... . ; !~ 
---f--·-·· . . ..... -··· ···-·····- ....... - . . ............ ··--··-···· ······ .. --l ...... --····· ...... . 

I 

··-· 
' 

1 3 4 22 Jaringan Telepon . \ 20 . --------·· ···-···---------··---T ·-···-·· -···-·-· -·· ·····-
1 3 4 23 Jaringan Gas 1 30 

---······· --···-·-··-··· ·--· . ········ .... ·- ...................... - ...... L 

Penyusutan dilakukan t:erhadap Aset Tetap berupa : 

a. Peralatan dan Mesin ; 

b. Gedung dan Bangunan ; 

c. Jalan, Irigasi dan Jaringan. 

Penyu-:.utan tidak dilakukan terhadap: 

a. Aset Tctap yang dinyatakan hilang berclasarkan dokumen sumber 

yang sah dan telah dijustifikasi oleh lnspektorat atas usulan 

pengguna barang; 

b. Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan tidak dapat diperbaik\ serta 

tidak dapat dioperasionalkan, yang telah diusulkan kepada pengelola 

barang untuk dilakukan penghapusan. 

c. Aset Tetap yang telah habis masa manfaatnya namu11 masih dapat 

digunakan, diungkap dalam Catalan atas Laporan Keuangan. 
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Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan 

terhadap aset tetap baik berupa overhaul dan renovasi disajikan pada 

tabel berikut : 

URAIAN JENlS 

Alat Besar 

--------------.---------------~ 

Persentase 
Rencivasi/ Restorasi/ 
Overhaul dari Nilai 
Perolehan (Diluar 

Penyusutan) 

Penambahan 
Mas a 

Manfaat 
(Tahun) 

---------\-------------------

AJat Besar Darat Overhaul >O'V, s.d. 30% ~t-- -=-1 ~-==--
\ >30% s.d 45% 3 . 

\ £ >4~i% s.d 65% ·-=-=--5 -= 
Alat Besar Apung 

Alat Bantu 

Ala t Angku tan 
Alat Angkutan Darat 
Bennotor 

------
Alat Angkutan Darat Tak 
Bennotor 

Overhaul 

Overhaul 

Overhaul 

Overhaul 

>Ol1o s.d. 30% 

>30% s.d 45% 

>4S% s.d 65% 

>OC'/o s.d. 30% 

>30% s.d 45% 

>45% s.d 65% 

>0% s.d. 25% 

-
>25% s.d 50% 

>50% s.d 75% 

>75'Yo s.d.100% 
>0% S.d. 25% 

>25% s.d 50% 

>50% s.d 75% 
> 7 scyo s.d.l 00% 

---
1 

-------
2 

4 

1 

2 
4 

---
---
---

1 

---
2 
-----

3 
---

4 
-----

0 

---
1 

----
1 

---
1 

-----·---
---

>0% s.d. 25% 2 Alat Angkutan Apung I Overhaul I --
Bennotor ---

>25% s.d 50% 3 
---------

>50% s.d 75% 4 
~ ------

>75% s.d.lOO% ------~---__j 

Alat Angkutan Apung Tak Renovasi >0% s.d. 25% --~- 1 
Bermotor L----· ---·· -->2S0-V<,-s-.d-50~o-~ -----1-~--

: >50% s.d 75% 1 
f.--- -------

>75% s.d.IOO% 2 
--------------t------+------ -------

1- ---
Alz.t Angkutan Bermotor 
Udara 

r--.-

Overhaul >0% s.d. 25% 3 

----E ! ! >25% s.d 50% --·-
. >50% s.d 75% 9 

>75%s.d.l00% 12 ___ _ 

6 

Ala t Bengkel dan Alat Ukur 
- -··-

Alat Bengkel Bennesin Overhaul >0% s.d. 25% 

>25'Yo s.d 50% 
1 >50'Yo s.d 75% T 3 

1 

2 

. >75% s.d.lOO% 1 4 __ _ 
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r---·---
f-.----

Alat Bengkel Tak ber Mesin 
-· >2~5% s.d 50% 0 

R~novasi [ ~Q% sd 25% _ ~~-'!::::-1 

~ 
- >51)% s.d 75% 1 --

>75% s.d.lOO% ___ l ___ _ 

kur O~erhaul >0'% s.d. 25% 1 ---

1 >2!i% s.d 50% --~- 2 -= 
>50% s.d 75% 2 

-+--------
>75% s.d.lOO% 3 

----

\ Alat Pertanian ·--+1-------1----------+----------
Alat Pengolahan Overhaul >0% s.d. 20% 1 ---

>21% s.d 40% 2 
f-.--------------------4-------~--------------~-----------

>51% s.d 75% 5 - _______ , __ 

>0% s.d. 25% 
---+--- () 

Alat Kantor dan Rumah 
TangJ?.;a 

Alat Kantor I Over.'taul \ >2~·_% s.d 50% -f· ____ _2 __ ·_-=--= 
1 >50'% s.d 75% 2 

f-.-------------+-\-----+--->-75'Yo s.d.lOO% --=- 3 -~~= 

Alat Rumah Tangga - Overhaul >0% s.d. 25% l--0-----

Alat Studio, Komunikasi dan 

>25% s.d 50% 
>50% s.d 75% 

' >75'Yo s:d.lOO% 

Overhaul >0% s.d. 25% 

--------

--+---·-----~---·---

1- Pemancar l----
Aiat Studio >25% s.d 50% I 1 

I I >50% s.d 75% -E~-2-~== 
>75% s.d.lOO% 3 

- -------

Alat Komunikasi Overhau: 
- -1---- --

1 >0% s.d. 25% . ~---- -
1 
-

2 
- -----

>25% s.d 50% [___ I I >SO'Yo s.d 75% 
>75% s.d.lOO% 

~----------------------------4------------~-

Peralatan Pemancar Overhaul >0% S.d. 25% 
>25% s.d 50% 

+------~~----
>50% s.d 75% 

3 --
-----

2 -
3 
-~ --. 
4 
-
5 

----
>75% s.d.lOO% 

f-.-------------------+------4---- ------1·----
---

2 ;-::;~:':;" Komunikasi I OvedUlull >0% s.d. 25% ----------

f- ±~~:Yo s.d'50%__ 5 ___ _ 
>50% s.d 75% 7 

----0-

______ +------+- >75% s.d.lOO% 9 

Alat Kedokteran & KeschatLn ---------
- ----- ----·--

1 Alal Kedokteran Overhaul 1--- >0°~, s.d. 25% __ _Q__ __ _ 
>2StYo s.d 50':Yo 1 --- - ---------
>50'.10 s.d 75% 2 r >75%s.d.lOO%, --~--- 3 -~= 

t Alat Kesehatan Urn urn--± Overhaul . __ >0% s.d. 25%. t___: _o -::::= 
>25% s.d 50% 1 ----- ·---·------
>50% s.d 75"1'1 _____ _1_ ___ -' 

l__ . _ • __ L >75°/.!..s.d.lOO% _3 ___ _ 

---
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--Alat laboratorium ----
--

Unit Alat laboratorium Overhaul >0% S.d. 25% 2 
>25% s.d 50% 

~-------
3 --

>50% s.d 75% 4 - -------
>75% s.d.lOO% 4 --

-· -·----------
Unit Alat laboratorium Kimia Overhaul >0% s.d .. 25% 3 
Nuklir ------------

>2:)% s.d 50% 5 --
>50% s.d 75% 7 ----- ---------

r---- >75% s.d.lOO% 8 - ----------
- -------

Alat Laboratorium Fisika Overhaul >0% s.d. 25% 3 ----
>2S% s.d 50% 5 --------
>50% s.d 75% 

t., Proteksi radiasi I 

7 
>75% s.d.lOO% 

--
8 --

------
Overhaul >0% s.d. 25% 2 

_l!~teksi Lingkungan ---------
>2!5% s.d 50% 4 ---------·-
>50% s.d 75% 5 

1-· 
>75% s.d.lOO% 

---
5 ------

·----
Radiation Application & Non Overhaul >0% s.d. 25% 2 
Dest~uctive Testing laboratory -· ---

>2:5% s.d 50% 4 
I >50% s.d 75% 5 ----------

>75% s.d.lOO% 5 -----------· 

------
Alat laboratorium Lingkungan Overhaul >0% S.d. 25% 1 
Hid up - ------···-

>2!5% s.d 50% 2 ----
>50% s.d 75% 3 

··-
>75% s.d.lOO% 4 

··-

··-
Peralatan La.boratorium Overhaul >0% S.d. 25% 3 
H idrodinamica - --

>2:5% s.d 50% 5 ·-
>50% s.d 75% 7 - ·- -r--------

>75% s.d.lOO% 8 
Alat laboratorium Overhaul >0% S.d. 25% 2 
Standarisasi Kalibrasi & I . lnstrumentasi 

>2!5% s.d 50% +-----4- ----~ ~----- ··--· --·-----···--------------

- >50% s.d 75% 5 --------
>75% s.d.lOO%, 5 ------

--
Alat Persenjataan 

. 
----

SenjataApi Overhaul >0% S.d. 25% 1 ------
>2!5% s.d 50% 2 ----------
>50% s.d 75% 3 --

>75% s.d.lOO% 4 

Persenjataan Non Senjata Api Renovasi >O'Vo s.d. 25% 0 
>2!5%, s.d 50% 0 
>50% s.d 75% 1 

>75% s.d.lOO% 1 ------

Senjata Sinar Overhaul >0()/o s.d. 25% 0 
>2!5% s.d 50% 0 

- ~l% s.d 75% 0 ·-
--- _% s.d.lOO% --

1 
- 2 -~ c--· 

'-----
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I Alat Khusus Kepolisian . Overhaul >0% s.d. 25% ___ r·~-~~-:=c: ~-~~ 
~- >2!5% s.d 50'Yc> I 1 --~---------- ------- --
I --

>50% s.d 75% 2 -------
l >75% s.d.lOO% 2 -------··-
I - ··---

Komputer ·-----
Komputer Unit Overhaul >0% s.d. 25% 1 

>25% s.d 50% 1 - ---... >50% s.d 75% 2 ·-----·--
f-

>75% s.d.lOO% ------ 2 --
--

Pera)atan Komputer Overhaul >0% S.d. 25% 1 
>2!5% s.d 50% 

--!-·-------
1 - ----

>50% s.d 75% 2 ,------ ·--
>75% s.d.lOO% 2 --t---· --

- --
Ala t Eksplorasi --
Alat Eksplorasi Topografi Overhaul >0% s.d. 25% 1 - ··--

>2~)% s.d 50% 2 
1- ·-r-------

>50% s.d 75% 2 --
>75% s.d.lOO% 3 ----

·--
Alat Eksplorasi Geofisika Overhaul >0% s.d. 25% 2 --------

>2!)% s.d 50% 4 
>50% s.d 75% 

t--·--·------
5 --------

>75% s.a.lOO'Yo 5 --
f----- --

Alat PenEeboran ---
Alat Pengeboran Mesin Overhaul >O'Yo s.d. 25% 2 

>2:i% s.d 5oo/;;--
--------

.. 4 
t---· -·---

>50% s.d 75% 6 --
>75% s.d.lOO% 7 

f--- ···--

1--· ·---·--~ Alat Pengeboran Non Mesin _ ' Renovasi >O'Yc, s.d. 25% I 0 ·- ----------
r-------- >2~i% s.d 50% 1 

- >50% s.d 75% ______ 1 _____ 
>75% s.d.lOO% 2 -·- --. ________ _J 

1-· . -------·---
Alat Produksi Pengolahan dan 
Pemurnian 

·------·-
Sumur >0% S.d. 25% Renovasi 0 

>2~i% s.d 50% 
--1---------

1 --
>50% s.d 75% 1 --
>75% s.d.lOO% 2 --

------
Produksi Renovasi >0% S.d. 25% 0 

>2~i% s.d 50% l 
··-1--------

>50% s.d 75% l ----··-
>75% s.d.lOO% 2 

··---

Pengolahan dan Pemurnian Overhaul >O'Yo S.d. 25% 
·---

3 
·--

>2~i% s.d 50% 5 
··--·--

>50% s.d 75% 7 
>75% s.d.lOO% 

. 1---------·-
8 

~lat Bantu Explorasi ---------
. ·-1--·-----·-Alat Bantu Explorasi Overhaul >O'Yo s.d. 25% 2 

1--------
>25% s.d 50% 4 - -
>50% s.d 75% 6 1-------->75% s.d.lOO% - ____ ?___ ______ 

Alat Bantu Produksi Overhaul >0% s.d. 25% 
---

2 -----
>25% s.d 50% 4 ---
>50% s.d 75% 6 ··--

>75% s.d.lOO% 7 --'----·------
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t= 
Alat Sar 

1 Alat Peraga 
Alat Peraga Pelatihan dan 
Percontohan 

Overhaul 

--

-----1-----------

·. ~~~,,-_ +--- 0 
- -+------1 -

_ ___;__~ . _---+----- 1 ---
--+-- __ 2 - --

>O'Yo s.d. 25% 2 

>50% s.d 75% ---5·--
" I _ >2~1'/o s.d SO% ,-~---4--·--

t= ] >75%s.ct.too%Es =-
Peralatan Proses I F'roduksi ----1 

Unit Peralatan Proses I 
Produksi 

Overhaul >0% s.d. 25% 
---

2 

---

t=- ! ! >25% s.d 50% >50~~7o~S~.d~7~5~~~0---+l----~ 
~r-~-----4--~~ 

3 -
4 ----

>75'% s.d.lOO% 4 --
--
---

1 
1 Ra_mbu-rambu 

Rambu-rambu Lalu lintas Overhaul >0% s.d. 25% 
Darat 

>25% s.d 50% 2 --+---------
>50% s.d 75% 3 --+-------

>75% s.d .. lOO% 4 ·-------
·------

Rambu-rambu Lalu lintas Overhaul >0% s.d. 25% 1 
~clara 
~-:.:..._-_-_-_-_-_-_-_·-_-_-__ -_-_-_-_-~ :;~~::~~~~ i -;~:= 

~--- >75'Yo s.d.lOO% -~--4-~= 

~bu-rambu Lalu lintas \ Overhaul I >0% s.d. 25% i 1 --

\ t________ I I >25% §,d 50% _ __1 ~= 
_ _ >50% s.d 75% 2 

1-----------------+-------+-->..:....7.:::.5% s.d.lOO% 2 -------
f>erala.tan Olah Raga I I J=... ---
Peralatan Olah Raga Renovasi >O~o s.d. 25% 

>25°/o s.d 50% 
l 
1 ---

>50% s.d 75% 2 ----
~ 1------------------+------t-1-->_7~5.;._% S,d.lOO% --

\ Bangunan Gedung _ . =t· j___=---=== 
Bangunan Gedung Tempat Renovasi >0% s.d. 25% 
Kerja r - ---l---·--------

>25'% s.d 50% 

5 

>50'Yo s.d 75% -----
>75% s.d.lOO% ' - l --r 
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k- l - I ----~ Bangunan Gedung Tempat j Renovasi >0% s.d. 30% 5 
Tinggal ------

>30% s.d 45% 10 

~=------------:---_--+1-----+-~ -->-45% s.d 65% - --15; 
Monumen 
Candi/ Tugu Peringatail I 
Prasasti 

Bangunan Menara 
Bangunan Men.ara 
~erambuan 

Renovasi l 

I 
--j 

Renovasi l 

>0% S.d. 30% 

>30% s.d 45% 
>4!)% s.d 65% 

>0% S.d. 30% 

>30% s.d 45% 

------
5 

I ______ _____.j 

10 ---
15 ---

------
---~-----

5 

t---10 ----
----~--------~--

~ >4!5% s.d 65% -~-----15 __ _ 

I Tugu Titik Ko:1.t.o Renovast -----)o/ d 
4

5% __ lQ_ __ _ _ 11 Pr•sasti . >Oo/, •. d. 30% -]- --~-5 -=--= 
da batas >31_"'-.5 · 15 ~u I Tan >4!;% s.d 65% ----

··---
Jalan dan Jembatan ----
Jalan Renovasi >0'% S.d. 30% 2 -----

5 -----
10 

>30% s.d 60% ---+----------r--
>60% s.d 100% ---

1 Jernbatan --!-Renovasi 1 >0% s.d. 30% -~----
>30% s.d 45% 10 

.- _ >4~)% s.d 65% r----1~'1_ __ =:] 

~gunan Air - --~-=~==-~-~=~ 
Bangunan Air Irigasi Renovasi >Q% s.~5% ___________ -~-- _ --~ 

>5% s.d 10% 5 I- --·--·----·- -
> 10% s.d 20% ___ J~l ______ J 

f--=--
B<mgunan Pengairan Pasang 
Surut 

1--
Bangunan Pengembangan 
Rawa dan Polder 

Bangunan Pengaman 
SungaijPantai & 
Penanggulangan Bencana 
alam 

Renovasi 
>0% S.d. 5% -~~ ~ 2 ~= 
>5% s.d 10% 5 

> 10% s.d 20% 10 

Renovasi >0% s.d. 5% I 1 

>5% s.d 10% 3 
> 10% s.d 20% 5 

Renovasi >0% S.d. 5% 1 

1 J >5'Yo s.d 10% I 2 
I I > 1 o% s.d 2o% ____ _L~~= 

~.m~nan Pengembangan I Renovasi >0% s.d. 5% -r-------~----
Sumber air dan Tanah 

t= I >5'% s.d 10% ~ __ 2 __ _ 

-· ~% s.d 20% -~----3--~= 
Bangunan Air Bersih/ Air 
Baku 

Renovasi >0% S.d. 30% 5 

>30~/o s.d 45% 10 __ _ I >45% s.d 65% 15 

Bangunan Air Kotor Renovasi >0% s.d. 30% 5 ~= 
t >30% s.d 45%) 10 ___ _ 

>45% s.d 65% 15 ___ __J 
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7nstalasi ----ru 
-r---------

lnstalasi Air Ber!'lih/ Air. baku Renovasi >0% s.d. 30% 2 __ _ 

~ 
>30% s.d 45% 7 

___ _ >4!)% s.d 65% l 0 __ _ 

Renova 
----

>0'% S.d. 30% 2 ·---·--
>~0% s.rl 4S% 7 ---

I 
~ - --- -

lnstalasi Pengelolahan 
Sampah 

lnstalasi Pengolahan Bahan 
Bangunan 

Renovasi 

Renovasi 

>45% s.d 65% 10 ---

>0% s.d. 30% ~ 

>3<i% s.d 45% 2_ ___ 
>4~;% s.d 65%. 5 

·---
>0% s.d. 30% 1 

---
>~()Ofr, "' n 4S0/o 3 

I 
-------

>4~i% s.d 65% 5 
f-- ----- -·- ·-

---
---

>O<Vo s.d. 30% 5 ---------lnstalasi Pembangkit Listrik Renovasi 
>30% s.d 45% 1.0 -------
>4~i% s.d 65% 15 ------------------------1--------r-

---·----

-->->~-~~-~lc-o5-~d-d !~;;, ·J------lS-0-:~~-== 
--- ___ t=----+-_-_-_-_->~~·% s.d 65% ==-15 ~=-= 

_ Instalasi gardu Listrik 

. 0"1. s d 30% _ Renovast > · 0 • ·-- ·1 
t;talasi Pertahanan >30%"s.d 45J~. 5 ··--

. >45% s.d 65°L--t---------·-+- -

fstalasi gas Renovasi >0% s.d. 30% · -r-··-:5__ __ 
· >30% s.d 45% 10 

>45% s.d 65% 15 

Instalasi Pengaman I Renova~ __ >O~Io s.d. 30% ---

t----------------+-----=I·---+-->30% s.d 45% 1 • 

>45% s.d 65% 

1 -·--
1 

·--
3 ----

----
lnstalasi Lain Renovasi >0% s.d. 30% 1 ·--[i · >30% s.d 45% )__ ___ ! _____ _ 

·· >45% s.d 65% 3 - --------
Jaringan _ _ ______ _ 

_ Jaringan air Minum _ Overhaul >0% s.d. 30% 2 __ _ 
>30% s.d 45<Yo 7 

\ ~ r---· >45% s.d 65% ~---10-~=---=-
I Jaringan Listrik I Overhaul I >0% s.d. 30% ·-F--~--~== 
f.- >30% s.d45% _ _J.Q_ ___ _ 

>45% s.d 65% 15 egan TeleEon I Overhaul I >0% s.d. 30% ~ 2 ·= 
>30% s.d 45% 5 ------
>45% s.d 65% 10 

~ ~-Janngan Gas Overhaul >0% s.d. 30% ~_2 ___ _ 
. >30% s.d 45% _ 7 __ 

>45% s.d 65% 10 

\ Alat Musik Modem/Band I Ouerhaurj >0% s.d. 25% __ 1 ___ =._-= 
· >25'% s.d 50% 1 

---
1---.,-----t-1 --:>:-:50::-::'?'o s.d 75% ----~-----

f-- >75% s.d 100% 2 __ _ 

I ---
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ASET TETAP DALAM 
RENOVASI 
Peralatan dan Mesin dalam Overhaul 
renovasi 

Gedung dan bangunan dalam Renovasi 
Renovasi 

Jaringan lrigasi dan Jaringan Renovasi 
dalam Renovasi ;o~~rhaul 

'---· 

E. HAL-HAL KHUSUS TERKAIT ASET TETAP 

1. Pertukaran Aset Tetap. 

>0% S.d. 100% 

>0% S.d. 30% 

>30% s.d 45% 
>4!5% s.d 65% 

>0% S.d. 100% 

--

-----
----· 

-
-

·--

-----

2 

5 

10 
15 

5 

Pertukaran atau tukar menukar adalah pengalihan aset tetap dari suatu 

entitas kepada entitas lainsesuai ketentuan peraturan yang berlaku. 

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran 

sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos 

semacam itu diukur herdasaf.kan nilai wajar aset yang diperolehyaitu 

nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dile'pas sctelah disesuaikan 

dengan jumlah setiap kas atau setara ka.s dan kewajiban lain yang 

ditransfer I diserahkan. 

Ada beberapa alasc:m yang menyebabkan pemerintah dacrah perlu 

mclakukan pertukaran, yaitu: 

- Adanya aset tetap berupa tanah dan/ a tau bangunan yang lokasinya 

tidak sesuai dengan tata ruang/ tata kota; 

- Adanya aset tetap yang tidak dimanfaatkan secara optimal; 

- Upaya penyatuan aset tetap yang lokasinya terpencar; 

- Pelaksanaan rencanat strategis pemcrintah; 

- Adanya aset tetap selain tanah dan/atau bangunan yang sudah usang; 

- Tidak tersedia dananya untuk pengadaan baru. 

Suatu aset tetap hasil pertukaran dapat diakui apabila kepenguasaan 

atas aset telah berpiudah dan nilai perolehan aset basil pertukaran 

tersebut dapat diukur dengan andal yang dituangkan dalam Berita 

Acara Serah Terima (BAST). Berdasarkan BAST tersebut, pengguna . 
barang menerbitkan :3urat Keputusan (SK) Penghapusan terhadap aset 

yang diserahkan. Berdasarkan BAST dan SK Penghapusan, 

pengelolajpengguna barang mengeliminasi aset tersebut dari neraca 

maupun dari daftar barang dan membukukan aset tetap pengganti. 
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Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatuaset yang 

serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilaiwajar yang 

serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukarandengan 

kepemilikan aset yang serupa. Dalarn keadaan tersebut tidak 

adakeuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset 

yangbaru diperoleh dieatat se~esar nilai tercatat (carrying amount) atas 

aset yang dilepas. 

2. Penghentian dan Pclepa.san 

Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan ataub:tla aset 

secara pennanen dihentikan penggunaannya dan tidak adamanfaat 

ekonomi masa yang akan datang. 

Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus 

dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan 

Keuangan. 

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah 

tidak memenuhi definisi aset tetap dan hmus dipindahkan ke pos aset 

lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. 

Pelepasan aset tetap diliP-gkungan pemerintah daerah disebut sebagai 

pemindah tanganan, dan dilakukan dengan cara: 

a. dijual; 

b. dipertukarkan; 

c. dihibahkan; atau 

d. dijadikan penyertaan modal daerah. 

3. Perolehan Secara Gabungan 

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperolehsccara 

gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut 

berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang 

bersangkutan. 

4. Perolehan Aset Tetap dari Donasi. 

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat ~;ebesar 

nilai wajar pada saat perolehan.Perolehan aset tetap dari donasi diakui 

sebagai pendapatan operasional. 

F. PENY AJIAN DAN PENGUNGKAPAN 

Aset tetap disajikan sebagai bagian dari aset pada Neraca SKPD dan Neraca 

Pemerintah Daerah. 
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Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset 

tetap sebagai berikut: 

1. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai 

te rca tat( carrying amount); 

2. Kebijakan Akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Aset 

Tetap. 

3. Rekonsiliasi jumlah tercatat pacta awal dan akhir periode yang 

menunjukkan: 

a) Penambahan; 

b) Pelepasan; 

c) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada; 

d) Mutasi aset tetap lainnya. 

4. Informasi penyusut.an, meliputi: 

a) Nilai penyusutan; 

b) Metode penyusutan yang digunakan; 

c) M..asa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; 

d) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir 

periode; 

5. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan: 

a) Eksistensi dan bata8an hak milik atas aset tetap; 

b) Kebijakan akuntansi unt1:1k kapitalisasi yang berkaitan dengan 

asettetap; 

c) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap clalam konstruksi; 

d) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap. 

6. Aset bersejarah diungkapkan secara rind, antara lain nama,Jenls, 

kondisi dan lokasi aset dimaksud. 
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BAB XII 

KEBIJAKAN AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN 

A. UMUM 

1. Definisi 

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam 

proses pembangunan. 

2. Klasifikasi 

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup perala:tan dan mesin, gedung 

dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta asset tetap lainnya yang 

proses perolehannya dan/ atau pembangunannya membutuhkan suatu 

periode waktu tertentu dan . .belum selesai pada saat akhir tahun 

anggaran. 

Perolehan melalui ko:ntrak konstruksi pada umumnya memerlukan 

suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut biasanya 

kurang atau lebih dari satu periode akuntansi ... 

Perolehan asset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) 

atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi. 

B. PENGAKUAN KONSTRUK:Sl DALAM PENGERJAAN 

Suatu aset berwujud ha1us diakui sebagai Konstruksi Dalam Peng·,erjaan 

jika: 

1. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang 

berkaitan dengan asset tersebut akan diperoleh; 

2. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secar::1. andal; dan 

3. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan. 

Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan 

digunakan untuk oper3.sional pemerintah atau dirnanfaatkan oleh 

masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan 

dalam asset tetap. Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pm; asset 

tetap yang bersangkutan jika memenuhi kriteria sebagai berikut: 

1. Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan 

2. Dapat memberikan manfaatjjasa sesuai dengan tujuan perolehan. 

Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke asset tetap yang 

bersangkutan (peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi, 
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dan janngan; asset tetap lainnya) setelah pekerjaan konstruksi tersebut 

dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya. 

C. PENGUKURAN 

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolchan. 

Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi: 

1. Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi; 

2. Biaya yang dapat diatribusikan pacta kegiata11 pada umumnya dan dapat 

dialokasikan kekonstruksi tersebut; dan 

3. Biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruk:;i yang 

bersangkutan. 

Biaya-biaya yang berhubungan l~J;lgsung dengan suatu kegiatan konBtruksi 

antara lain meliputi: 

1. Biaya pekerja lapangan termas.uk peny~lia; 

2. Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi; 

3. Biaya pemindahan. sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan 

kelokasi pelaksanaan konstruksi; 

4. I3iaya penyewaan sarana dan peralatan; 

5. Biaya. rancangan dan bantuan tekniB yang secara langsung 

berhubungan dengan konstruksi. 

Biaya-b:aya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada 

umumnya dan dapat dialokasikan kekonstruksi tertentu meliputi: 

1 . Asuransi; 

2. Biaya ranc2.ngan dan bantuan teknis yang tidak secanct langsung 

berhubungan dengan konstruksi tertentu; 

3. Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasikan untuk kegiatan kon~;t.ruksi 

yang bersangkutan seperti biaya inspeksi. 

Biaya semacam itu dialokasikan dengan menggunakan metode yang 

sistematis dan rasional dan diterapkan secara konsisten pada semua biaya 

yang mempunyai karakt eristik yang sama. Metode alokasi biaya yang 

digunakan adalah metod~~ rata-rata tertimbang atas dasar proporsi biaya 

langsung. 

Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak 

konstruksi meliputi: 
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1. Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan 

tingkat penyelesaian pekerjaan; 

2. Kewajiban yang masih harus diba.yar kepada kontraktor berbubung 
' dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal 

pelaporan; 

3. Pernbayaran klairn kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan 

dengan pelaksanaan kontrak konstruksi. 

Kontraktor meliputi kont:raktor utama dan kontraktor lainnya. Pembayaran 

atas kpntrak konstruk~:i pada umumnya dilakukan secara bertahap 

(termin) berdasarkan tingkat penyelesaian yang ditetapkan dalam kontrak 

konstruksi. Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai penambah 

nilai Konstruksi Dalarn Pengerjaan. 

Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul 

selruna masa konstru~si dikapitalisasi dan menambahbiaya konsttuksi, 

sepanJang biaya tersebut dapat diidenrifikasikan dan ditetapkan secara 

andal. 

Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainr.ya yang timbul 

sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai 

konst!Uksi. 

Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah 

biaya bunga yang dibayardan yang masih hanls dibayar pada periode yang 

bcrsangkutan. 

Apab!la pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang 

diperoleh dala.!n suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang 

bersangkutan dialokasikan kemasing-masing konstruksi dengan metode 

rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi. 

Apabila kegiatan pembangunan. ~onstruksi dihentikan semen tara tidak 

disehabkan oleh hal-hal yang bersifat force majeur maka biaya pinjaman 

yang dibayarkan selarnamasa pemberhentian sementara pembangunan 

konstruksi dikapitalisasi. 

Pemberhentian sementara pekerjaan kontrak konstruksi dapat terjadi 

karena beberapa hal seperti kondisi force majeur atau adanya campur 

tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang karena berbag.ai hal. 

Jika pemberhentian ters·ebut. dikarenakan aclany acampur tangan dari 

pemberi kerja atau pihak yang berwenang, biaya pinjaman selama 
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pemberhentian sementara dikapitalisasi. Sebaliknya jika pemberhentian 

sementara karena kondisi force majeur, biaya pinjaman tidak dikapitalisasi 

tetapi dicatat sebagai biaya bunga pacta periode yang bersangkutan. 

Kontrak konstruksi ya::1g mencakup beberapa jenis pekerjaan1 yang 

penyelesaiannya jatuh pacta waktu yang berbeda-beda, maka Jems 

pekerjaan yang sudah · sdesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya 

pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam 

proses pengerJaan. 

Suatu kontrak konstruksi dapat mencakup beberapa jenis aset yang 

masing-masing dapat d:iidentifikasi. Jika jenis-jenis pekerjaan tersebut 

diselesaikan pada titik waktu yang berlainan maka biaya pinjaman yang 

dikapitalisasi hanya biaya pinjaman untuk bagian kontrak konstruksi atau 

jenis pekerjaan yang belum selesai. Bagian pekerjaan yang telah 

diselesaikan tidak diperhitungkan lagi sebagai biaya pinjaman. 

D. PENY AJIAN DAN PENGUNGKAPAN 

Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan sebagai bagian dari asset tetap. 

Dalam 'Neraca SKPD dan Neraca Pemerintah Daerah. 

Suatu entitas haius mengungkapkan informasi mengenai Kon:struksi 

Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi: 

1. Rincian kontrak kcmstruksi dalam pengerjaan berikut IL.ingkat 

pcnyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya; 

2. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pendanaannya; 

3. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan dan yang masih haru::> dibayar; 

4. Uang muka kerja yang diberikan; 

5. Retensi. 

--
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BAB XIII 

KEBIJAKAN AKUNTANSI DANA CADANGAN 

A. UMUM 

1. Detinisi 

Mengacu pada PSAP 01 Paragraf 8, dana cadangan merupakan dana 

yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana 

relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. 

Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya. Pembentukan 

dana cadangan ini harus didasarkan perencanaan yang matang, 

sehingga jelas tujuan dan pengalokasiannya. 

Untuk pembentukan dana cadangan harus ditetapkan dalam peraturan 

daerah yang didalamnya mencakup: 

a. Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan; 

b. Program dan kegiatan ya:1g akan dibiayai dari dana cadangan; 

c. Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan 

dan ditransfer ke rekening dana cadangan dalam bentuk rekening 

tersendiri; 

d. Sumber dana cadangan; dan 

e. Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan. 

2. Klasifikasi 

Dana cadangan masuk kedalam bagian dari aset. Dana cadangant dapat 

diklasifikasikan atau dirinci lagi menuntt tujuan pembentukannya 

sebagaimana contoh dibawah ini: 
~ .. • ~ • l • 

• . . ';. . ' t· '<.4 ' • • • ,. 

. . , . . . ' ~ ,.·· ~ . . 

• '1" ._' _. ) .. ~~ ~-- I ,.. . ._.,,,,.,·: 'I,, ·• . · .. ;:i 
.. ~ ~-t<;}·· ··.··~j,'f ~l 

I[Q_~~~~ad~an \ ~:~: ~-:d:~s;~-~~:~:~~~:~-~~EJ~-~t~~--- _____ _ 
------------~----. ------- _g _________ ------- ---- _____ g ____________________ g_ .... 

1-- ---~-----------;-~:~: 2:~!~-~~-t~~ ~i~~;~~~~~~p~nl:da -
f--- -----------------;------- __________ !S ___ - --· ---- _y __ ---~:!g ______ --------------
1 · \ Dana Cadangan Penyelenggaraan Pekan Olahraga 
L ... ----------------------iJ!8.:~5onal (pO~) __ _ 
! · Dst .... 

B. PENGAKUAN 

Pembentukan dana cadangan ini akan dianggarkan dalarn pcngcluaran 

pembiayaan, sedangkan pencairannya akan dianggarkan pada penerimaan 

pembiayaan. Untuk penggunaannya dianggarkan dalam program kegiatan 

yang sudahtercantum di dalam peraturan daerah. 
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Dana cadangan diakui ~;aat terjadi pemindahan dana dari Rekeni ng Kas 

Daerah ke Rekening dana cadang;ln. Proses pt~mindahan ini harus melalui 

proses penatausahaan yang menggunakan melcanisme LS. 

C. PENGUKURAN 

1. Pembentukan Dana Cadangan 

Pembentukan dana cadangan diakui ketika PPKD telah mcnyetujui 

SP2D-LS terkait pembentukan dana cadangan diukur sebesar nilai 

nominal. 

2. Hasil Pengelolaan Dana Cadan9an 

Penerimaan hasil atas pengelolaan dana cadangan misa·\nya berupa jasa 

girojbunga diperiakukan sebagai penambah dana cadangan atau 

dikapitalisasi ke dana cadangan. Hasil pengelolaan tersebut dicatat 

sebagai Pendapatan-LRA dalam pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah 

yang Sah-Jasa Giro I Bunga dana cadangan. Hasil pengelolaan hasi.l dana 

cadangan diukur sebesar nilai nominal. 

3. Pencairan Dana Cadangan 

Apabila dana cadangan telah memenuhi pagu anggaran maka BUD akan 

membuat surat perintah pemindahan buku dari Rekening dana 

cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah untuk pencairan dana 

cadangan. Pencairan .dana cadangan diukur ~;ebesar nilai nominal. 

D. PENYA,JIAN DAN PENGUNGKAPAN 

Dm1a cadangan disajikan pada Necara Pemcrintah Daerah scbagai ASET. 

Pengungkapan dana cadangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan 

(CaLK), sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagc:.i berikut: 

1. Dasar hukum (peraturan daerah) pembcntukaan dana cadangan; 

2. Tujuan pembentukan dana cadangan; 

3. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan; 

4. Be saran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan 

dan ditransfer ke rekening dana cadangan; 

5. Sumber dana cadangan:: dan 

6. Tahun anggaran pelaks~maan dan pencairan dana cadangan. 
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BAB XIV 
'· 

KEBIJAKAH AKUNTANSI ASET LAINNYA 

A. UMUM 

1. Definisi 

Mengacu pada Buletin Teknis SAP 02 tentang Penyus1man Neraca Awal 

Pemerintah Daerah, dinyatakan ba.hwa Aset Lainnya merupakan aset 

pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, 

investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. 

Layaknya sebuah aset, aset lainnya merniliki peranan yang cukup 

penting bagi pemerintah daerah karena mampu memberikan manfaat 

ekonomis dan jasa potensial (potential se1vice) di masa depan. Berbagai 

transaksi terkait aset lainnya seringkali memiliki tingkat materialitas dan 

kompleksitas yang cukup sigriifikan mempengaruhi laporan keuangan 

pemerintah daerah sehingga keakuratan dalam pencatatan dan 

pelaporan menjadi suatu keharusan.Semua standar akuntansi 

menempatkan aset lainnya sebagai aset yang -penting dan merniliki 

karakteristik tersendiri baik dalam pengakuan, pengukuran rnaupun 

pe ngungkapannya. 

2 . Klasifikasi 

Dalam Bagan Akun Standar, aset lainnya ,diklasifikasikan sebagai 

berikut: 

J'~gg~-~ ,J ~gka _ P.-~~!}_g , TagihaJ:! _pel}j:t:J~~l1. ~-~gsu_ranH 
. -· ·------·---··----·--------- .......... ~ _'I"'!ntutan _ G_13.t:1tL~~-~gian D~_c::rc.th 
-~~f!litraan dengan P.ih~_ ~e~ge~: ! _$~~·a H- _ _ __ _ __ _ 

1
. _ _____________ __ __ __ ____ __ , J(e_rjasarn~t P.<;rri:~.Il.f.a<l~an 

l ..... ------.. ·--------.------------ . ~ _- ... : ?~~-~-fl __ Q~!:J:~--~~~~£1 .. -
~-- _____ ________ . __ : ¥:ll3.ngun_§eral1_ Q~~a _ 
\ A~~-~J:ig~-~-~~~-d.. . • G_oodw_ill _ . 
: · L1sens1 dan French1se l: ~:~ ---~~ ~:~=-_-_:__:_=_- : : ~=t~; i pt~ •. . .. •••• . ....•.••. 
\ A~~-i -~n~~ai~----

: Aset Tidak .f?e~jud Lainnya 
: As~t Lain-Lain 

-~ 
·~~~~} 

Dari sekian banyak anet lainnya tersebut, terdapat beberapa aset yang 

hanya menjadi kewenangan PPKD dan beberapa lainnya rnenjadi 

kewenangan SKPD. 

Aset lainnya yang menjadi kewenangan PPKD meliputi: 

a. Tagihan Jangka Panjang; 
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b. Kemitraan dengan Pihak ketiga; dan 

c. Aset lain-lain. 

Asct lainnya yang menjadi kewenangan SKPD meliputi: 

a. Aset Tak Bervv~jud; dan 

b. Aset lain-lain. 

B. PENGAKUAN 

Setiap kelompok aset lainnya memiliki karakteristik pengakuan dan 

pengukuran yang khas, yaitu sebagai berikut: 

1. Tagihan Jangka Panjang 

Tagihan jangka panjang terdiri atas tagihan penjualan angsuran dan 

tuntutan ganti kerugian daerah. 

a. Tagihan Penjualan A Algsuran 

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat 

diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran 

kepada pegawaijkepala daerah pemerintah daerah. Contoh tagihan 

p~njualan angsuran an tara lain adalah · ·penjualan kendaraan 

perorangan dinas kepada · kepala daerah dan penjualan rumah 

golongan III. 

b. Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah 

Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, ganti 

kerugian adalah sejumlah uang atau ba:-ang yang dapat dinilai dengan 

ua."lg yang harus dikembalikan kepada negara/ daerah oleh se~;eorang 

atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik 

sengaja maupun lal.:1i. 

Tuntutan Ganti Rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR 
' 

terbit yaitu berupa Sunit Keputusan Pembebanan Penggantian 

Kerugian (SKP2K). 

2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga 

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang 

dimilikinya, pemenntah daerah diperkenankan melakukan kernitraan 

dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai 

peraturan perundang-undangan. Kemitraan ini dapat berupa: 

a. Kemitraan dengan Pihak Ketiga - Sewa 

Kemitraan dengan pihak ketiga ber"..lpa sewa diakui pada saat terjadi 

peijanjian keijasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi 

aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/ kemitraan-sewa. 
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b. Ketja Sarna Pemanfaatan (KSP) 

Permendagri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Tcknis 

Pengelolaan Barang Milik Daerah menyebutkan bahwa ker:jasama 

pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah olert pihak 

lain dalam jangka waktu tertentu dalarn rangka peningkatan 

penerimaan daerah dan sumber pembiayaan lainnya. Kerjasama 

pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi perjanjian kcrjasama/ 

kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap 

menjadi asset .lainnya kerjasama-pemanfaatan (KSP). 

c. Bangun Guna Serah- BGS (Build, Operate, Transfer- BOT) 

Buletin Teknis SAP Nomor 2 tentang Penyusunan Neraca Awal 

Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa Bangun Guna Scrah (BGS) 

adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah 

daerah oleh pihak ketigajinvestor, dengan ca~a pihak ketiga/ investor 

terse but mendirikan bangunan dan/ a tau sarana l2.in berikut 

fasilitasnya serta rnendayagunakannya dalam jangka waktu t.ertentu, 

kemudian menycrahkan kembali bangunan dan at.au sarana lain 

berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah bcrakhirnya 

jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian m1 

pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak. 

BGS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah 

daerah kepada pihak ketigajinvestor untuk membangun aset BGS 

tersebut.Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dGLri Aset 

Tetap. 

d. Bangun Serah Guna- BSG (Build, Transfet, Operate - BTO) 

Bv.letin Teknis SAP Nomor 2 tentang Penyusunan Neraca Awal 

Pemerintah Daerah rnenyebutkan bahwa Bangun Serah Gun<:~ (BSG) 

adalah pemanfaatan aset pemerint.ah daerah oleh pihak 

ketigajinvestor, dt:ngan cara pihak ketiga/ investor t<~rsebut 

mendirikan bangunan dan/ a tau saran a lain berikut. fasil:ttasnya 

kemudian menyera.hkan aset yang dibangun tersebut kepada 

pemerintahdaerahuntuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan 

aset tersebut.. 

BSG diakui pada saat pengadaanjpembangunan gedung dan/atau 

sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digu~akan untuk 

digunakan/ dioperasikan.Penyerahan aset: oleh pihak ketiga/ investor 
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kepada pemerintah daerah disertai dengan kewajiban pemerintah 

daerah untuk melaJ.:ukan pembayaran b:!pada pihak ketiga/investor. 

Pembayaran oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara 

bagi hasil . 

3. Aset Tidak Berwujud (ATB) 

Buletin Teknis SAP Nomor 11 tentang Aset Tidak Berwujud (ATB) 

mcnyebutkan bahwa aset tidak berwujud (ATB) adalah aset non-moneter 

yang tidak mempunyai wujud lisik, dan merupakan salah satu jenis aset 

yang dimiliki oleh pemerintah daerah. A~;et ini sering dihubungkan 

dengan hasil kegia.tan entita.s dalam menjalankan tugas dan fungsi 

penelitian dan pengembangan serta sebagian dipcroleh dari proses 

pengadaan dari luar entitas. Aset tak berwujud terdiri atas: 

a. Goodwill 

Goodwill adalah kelebihaan nilai yang diakui oleh pemerintah daerah 

akibat ada.."lya pembelian kepentingan/ !;aham di atas nilai buku. 

Goodwill dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berda:sarkan 

pengakuan dari suatu transaksi peralihan/ penjualan 

kepentingan/saham dengan nilai buku kekaya.an bersih perusahaan. 

b. Hak Paten atau Hak Cipta 

Hak-hak ini pacta dasarnya diperoleh karena adanya kepenr1ilikan 

kekayaan intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis atau suatu 

karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi pemerintah 

daerah.Selain itu dengan adanya hak ini · dapat mengendlalikan 

pemanfaatan asct t·~rsebut dan membatasi pihak lain yang tidak 

berhak untuk memanfaatkannya. 

c. Royalti 

Nilai manfaat ekonomi yang akan/ dapat diterima atas kepemilikan 

hak cipta/hak pate.:1jhak lainnya pacta saat hak dimaksucl akan 

dimanfaatkan oleh orang, instansi atau pe1·usahaan lain. 

d. Software 

Software komputer yang masuk dalam kategori aset tak berwujud 

adalah software yang bukan. merupakan bagian tak t.erpisahkun dari 

hru:-dware komputer tertentu. Jadi software ini adalah yang dapat 

digunakan di komputer lain. Software yang diakui sebagai ATB 

memiliki karakterist k berupa adanya hak istimewa/ eksklusif atas 

software berkenaan. 
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e. Lisensi 
Lisensi adalah izin yang diberikan pemilik hak paten atau hak cipta 

yang diberikan kepada pihak lain berdasarkanperjanjian pernberian 

hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Hak Kelkayaan 

Intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat 

tertentu. 

f. Hasil kajianjpenelitian yang memberikan manfaat jangka panjang 

Hasil kajianjpengembangan yang memberikan manfaat jangka 

panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan 

rnanfaat ekonomis <ian/ a tau sosial dimasa yang akan datang yang 

dapat diidentifikasi sebagai aset. 

g. Aset Tak Berwujud Lainnya 

Aset tak berwujud lainnya merupakan jenis aset tak bervrujud yang 
' 

tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud yang 

ada. 

h. Aset Tak Benvujud dalam Pengerjaan 

Terdapat kemungkinan pengembangan suatu aset tak bcrwujud yang 

diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi 

satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati 

tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka. atas 

pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut 

sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui s~~bagai aset tak 

berwujud daiarn Pengerjaan (intangible asset - work in progress), dan 

setelah pekerjaan selesai keinudian akan direklasifikasi menjadi aset 

tak berwujud yang bersangkutan. 

Sesuatu diakui sebagai aset tidak berwujud jika dan hanya jika: 

a. Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang 

yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB 

tersebut akan mengalir kepada entitas pemerintah daerah atau 

dinikmati oleh entitas; dan 

b. Biaya perolehan atau nilai wajamya dapat diukur dengan andal. 

4. Aset Lain-Lain 

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihent:ikan dari penggunaan aktif 

pemerintah direklasifikasi k-e dalam aset lain-lain. Hal ini dapat 

disebabkan karena rusak berat, usang, dan/ atau aset tetap yang tidak 
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digunakan karena sedang menunggu prose:;; pemindahtanganan (proses 

penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal).Aset lain-lain 

diakui pada saat dihentikan _dari penggunaan aktif pemerintah dan 

direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain. 

C. PENGUKURAN 

1. Tagihan Jangka Panjang 

a. Tagihan Penjualan Angsuran 

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari 

kontrakjberita acara penjualan aset yang bersangkutan. 

b. Tag1han Tuntutan Ga.nti Kerugian Oaerah 

Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam SKP2K dengan 

dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggungjawab 

Mutlak (SKTJM). 

2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga 

a. Sewa 

Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan 

aset yang bersangkutan. 

b. Kerjasarna Pemanfaatan (KSP) 

Kerjasama pemanfaatan dinilai sebesar nilai bersih yang tercat<Jt pada 

saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang 

paJing objektif atau paling berdaya uji. 

c. Bangun Guna Serah- BGS (t=Juild, Operate, Transfer- BO'J) 

BGS dicatat sebesar nilai .. buku aset tetap yang diserahkan olch 

pemerintah daerah kepada pihak kctiga/ investor unt.uk mcmbangun 

aset BGS tersebut. 

d. Bangun Serah Guna- BSG (Build, Transfer, Operate- BTO) 

SSG dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu 

sebesar nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah 

dcngan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak 

ketiga/investor untuk membangun aset tersebut. 

3. A set Tidak Benvujud 

Asct tak berwujud diukur dengan ha•ga. perolehan, yaitu harga yang 

harus dibayar entitas pemerintah daerah untuk memperoleh suatu aset 

tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat 

Bab XN - Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah 99 



·'!' 

; . 

ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang 

melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalarn entitas 

pemerintah daerah terBebut. 

Biaya untuk memperoleh aset tak berwujud dengan pembelian terdiri 

dari: 

a. Harga beli, tem1asuk biaya import dan p<~ak-pajak, ~;etelah dikurangi 

dengan potongan harga dan rabat~ 

b. Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam 

membawa aset tersebut ke kondisi yang rnembuat aset tersebult dapat 

bckerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh dari biaya yang 

dapat diatribusikan secara langsung adalah: 

1) Blaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat 

digunakan; 

2) Biaya professional yang timbul s~cara langsung agar aset tersebut 

dapat digunakan; 

3.)_Biaya pengujian untuk menjamin aset ··tersebut dapat bcrfungsi 

secara baik. 

Pengukuran aset tak berwujud yang diperoleh secara internal adalah: 

a. Aset Tak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang mernenuhi 

syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya 

yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan. 

b. Pengcluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh 

entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga 

perolehan aset tak berwujud di kemudian hari. 

c. Aset tak berwujud yang dihasilkan dari pengembangan software 

komputer, maka pengeluara.n yang dapat dikapitalisasi adalah 

pengeluaran tahap pengembangan aplikasi. 

Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan aset tak berwujud, 

namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat di:~;ajikan 

sebesar nilai wajar. 

4. Aset Lain-lain 

Salah satu yang termasuk dalam kategori dalam aset lain-lain adalah 

aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaa n aktif 

pemerintah daerah dir·~klasifikasi ke dalam aset lain-lain rncnurut. nilai 

tercatatjnilai bukunya. 

Bab XIV - Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah 100 



... 

D. r\MOI~TISASI 

Terhadap aset tak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tak 

be'rwujud yang memiliki masa manfaat t2.k terbatas. 

Amortisasi adalah pen.yusutan terhadap aset tidak berwujud, yang 

dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. 

Amortisasi di!akukan dengan riietode garis lurus seperti halnya metode 

penyusutan yang telah dibahas pada bab aset tetap. Amortisasi di\akukan 

setiap akhir periode. 

Terhadap aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat krb<1tas 

dilakukan amortisasi,. dengan cara membagi nilai a tau harga perolehan 

dengan masa manfaat aset tersebut. 

Untuk aset tak berwujud yang mempunyai masa manfaat tak terbatas, 

umur ekonomisnya adalah selama masa kontrak atau masa pemeliharaan. 

Perhi~\lngan amortisasi dengan metode garis- luru.s--menggunakan formula 

se bagai beriku t : 

Harga Perolehan 
Amortisasi = ______ ----------

Masa Manfaat 

E. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN 

Aset Lainnya disajikan sebagai bagian dari aset dalam Neraca SKPD dan 

Ncraca Pemerintah Daerah. 

Pengungkapan aset lai:nnya dalam catatan atas laporan keuangan, 

sekurang-kurangnya han1s diungkapkan hal-hal sebagai berikut: 

a. Besaran dan rincian aset lainnya; 

b. Kebijakan amoz:tisasi atas Aset Tidak Berwujud; 

c. Kebijakan pelaksanaa.n kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, KSP, BOT 

dan BTO); 

d. lnformasi lainnya yang penting. 
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BABXV 

KEBIJAKAN AKUNTANSI KE'WAJIBAN 

A. UMUM 

1. Definisi 

Peraturan Pemerintah Nolllvr 71 ·· ll ll.ln : :I 0 Lampiran 1 PSAP Nomor 

09 tentang Kewajiban mcnjela !.;.an bahwa kewajiban adalah utang 

yang timbul dari peristiw;;l rna:, t lalu yang penyelesa:iannya 

mengakibatkan al~ran keluar s 11nber daya ekonomi pemerintah 

daerah. Kewajiban pemerint<th.d:aerah dapat muncul akibat melakukan 

pinjaman kepada pihak ketiga, r )erika tan dengan pegawai yang bekerja 

pada pemerintahan, kewajiban kt pada masyarakat, alokasi/ realokasi 

pendapatan ke entitns lainnya ., a tau kew<~iban kepada pem.beri jasa. 

Kewajiban bersifat rnengikat dan dapat dipaksakan secara hukum 

sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan pcrundang

undangan. 

2. Klasifikasi 

Kcwajiban dikategorisasikan ben.lasarkan waktu jatuh tempo 

penyelesaiannya, yaitu ke-..vajiban jangka pendek dan kewajiban jangka 

panjang. Pos-pos kewajiban menurut PSAP Berbasis Akrual Nt>mor 09 

tentang Kewajiban ar.tara lain: 

a. Kewajiban Jangka Pendek 

Kewajiban jangka pendck rherupakan kewajiban yang diharapkan 

dibayar clalam waktu pa!ing lama 12 bulan setelah tanggal 

pelaponm. KewaJlban jangka pendek antara lain utang transfer 

pemerintah daerah, utang kepada pegawai, utang bunga, utang 

jangka pendek kepada pihak ketiga, utang Perhitungan Fihak Kctiga 

(PFK), dan bagian lancar utangjangka panjang. 

b. Kewajiban Jangka Panjang 

lCewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan 

dibayar dalam waktu lebih~.dari 12bulan setelah tanggal pelaporan. 

Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 bulan 

dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika: 

1) Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan. 

2) Entitas bermaksud untuk menda.pai kembali (refinance) 
. .. 

kevvajiban tersebut atas dasar jangka. panjang; 
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3) Maksud tersebut didukung cengan adanya suatu perJanJian 

pendaan kembali (refinancing), atau adany<;t·penjadwalan kembali 
I' 

terhadap pembayaran, yang diseles~ikan sebelum pelaporan 

keuangan disetujui . 

Dalam Bagan Akun Standar, kewajiban diklasifikasikan sebagai berikut: 

r· .. - .. - -·-----------·------------· 

l_ --------------------·--
\ Kewajiban Jangka Pendek Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 
t . ,_ ···----------·--------- - ··- .. -- ·- . .. ... . -- . .. . . -

Utang Bunga 

Bagi_a!l Lancar ~r_ta.ng ~~ng~a Panjang 
Pendapatan Diterima Dimuka 

[ -- ... -~----:·_· ___ -_-:_- ~:- :·~:· ~~- .. Uta~g B~lanja ··-· . _·_ ... • . 

\ Utang Ja:1gka Pendek Lainnya 

\-K~~~ib~---~~~jk~-~~~j~g. Ut(i~g~~~lam N_~~~~i·-~·:.·. -

L_ ___ ····------------- _________ . . Uta11g Jangka :f'~~.nja_n_g __ ~c:tinnya 

B. PENGAKUAN 

Kewajiban diakui pada 8aat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya 

ekonomi di masa depan timbul. Kewajiban tersebut dapat timbul dari: 
... -- ... - ~ -.... 

1. Transaksi dengan Pertukaran (exchange transactions) 

Dala.m transaksi clengan pertukaran, kewajiban diakui ketika 

pemerintah daerah menerima barang atau jasa sebagai ganti janji 

untuk memberikan uang atau sumberdaya lain di masa depan, misal 

utang atas belanja ATK. 

2. Transaksi tanpa Pertukaran i_non-exchange transactions) 

Dalam transaksi tanpa pertukaran, kewajiban diakui ketika 

pemerintah daerah berkewajiban memberikan uang atau sumbcr daya 

lain kepada pihak lain di masa depan secara cuma-cuma, misal hibah 

atau transfer pendapatan yang telah diangg3!kan. 

3. Kejadian yang Berkaitan dengan Pemerintah (government-related 

events) 

Dalam kejadian yang berkaitan dengan pemerintah dPerah, kewajiban 

diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban mengeluarkan seJumlah 

sumber daya. ekonomi sebagai aklbat adanya intera.ksi pemerint.ah 

dat:rah dan lingkungannya, misal ganti rugi atas kerusakan pada 

kepemilikan pribadi yang disebabkan aktivitas pemerintah daerah. 

4. Kejadian yang Diakui Pemerintah (government-acknowledge events) 

Dalam kcjadian yang diakui pemerintah daerah, kewajiban diakui 

ketika pemerintah daerah memutuskan untuk merespon suatu 

------- ····- -. 
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kejadian yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan pemerintah yang 

kemudian menimbulkan konsekuensi keuangan bagi pemerintah, 

misal pcmerintah daerah memutuskan untuk menangg:ulangi 

kerusakan akibat bencana alam di masa depan . 

C. PENGUKURAN 

Kewajiban pcmerintah claerah dicatat sebesar nilai nominalnya. A.pabila 

kewajiban tersebut dalam bentuk mata uang asing, maka dijabarkan dan 

dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank 

sentral pada tanggal necara. Penggunaan nilai nominal dalam 

pengukuran kewajiban ini berbeda unluk masing-masing pos mengikuti 

kara.kteristiknya. Berikut ini akan dijabarkan rnengenai pengukuran 

untuk masing-masing pos kewajiban. 

' 
Pengukuran kewajiban atau utangjangka pendek pemerintah daerah 

berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya. Berikut ini akan dijabarkan 

bagaimana pengukuran kewajib>an untuk masing-masing jenis kewajiban 

jangka pendek. 

1. Pengukuran Utang kepada Pihak Ketiga 

Utang Kepada Pihak Ketiga terjadi ketika pemerintah daerah rnenerima 

hak atas barang atau jasa, rnaka pada saat itu pernerintah daerah 

mengakui kewajiban atas jurnlah yang belurn dibayarkan untuk 

memperoleh ba1·ang atau jasa tersebut. Contoh: Bila kontraktor 

membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifika~;i yang 

ada pada kontrak perjanjian dengan pem<~rintah, jumlah yang dicatal 

harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan 

berita acara kemajuan pekerjaan. 

2. Pengukuran Utang Transfer 

Utang transfer adai.ah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk 

rnelakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan 

perundang-undangan. Utang transfer diakui dan dinilai sesuai clengan 

peraturan yang berlal:<:u. 

3. Pengukuran Utang Bunga 

Utang bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi dan belum 

dibayar dan diakui pada setiap a.khir periode pelaporan sebagai bagian 

dari kewajiban yang berkaitan. 

----· ·-·-·-··---··-· ... --
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4. Pengukuran UtangPe:rhitungan Fihak Ketiga (PFK) 

Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutanjpotongan yang belum 

disetorkan kepada pihak lain di akhir period~. 

5. Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang 
' 

Bagian lancar utang jangka panjang dicatat sejumlah yang akan jatuh 

tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. 

6. Pengukuran Kewajiba.n Lancar Lainnya 

Pengukuran kewajiban lancar lainnya disesuaikan dengan 

karakteristik masing··masing pos tersebut. Contoh: biaya yang masih 

harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Contoh la.innya 

adalah penerimaan pernbayaran di rnuka atas penyerahan barang atau 

jasa oleh pernerintah kepada pihak lain. 

Kewajiban atau utang jangka panjang pemerintah daerah juga diukur 

berdasarkan karakteristiknya. Terdapat dua karakteristik utang jangka 

panjang pemerintah daerah, yaitu: 

1. Ut~gy~g tidak diperjualbel~kan 

Utang yang tidak diperjualbelikan memiliki nilai nominal sebesar 

pokok utang dan bunga sebagaimana yang tertera dalam kontrak 

perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan, misal 

pinjaman dari \Vorld Bank. 

2. Utang yang diperjualbelikan 

Utang yang diperjualbelikan pada umumnya beroentuk sekuritas 

utang pernerintah. Sekuritas utang pemerintah dinilai sebesar nilai 

pari (original face value) dengan memperhitungkan diskonto atau 

premium yang belurn diarnortisasi. Jika sekuritas utang pemerintah 

dijual tanpa sebesar nil2.i pari, maka dinilai sebesar nilai parinya. Jika 

sekuritas utang pemerintah dijual dengan harga diskonto, maka 

nilainya akan bertambah selama periode penjualan hingga jatuh 

tempo. Sementara itu, jika sekuritas dijual dengan harga prt·mium, 

maka nilainya akan berkurang selama periode penjualan hingga jatuh 

tempo. 

D. PENYA,JIAN DAN PENGUNGKAPAN 

Kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang pem,!rintah 

daerah disajikan dalam neraca disisi pasiva, pada Neraca SKPD dan 

Neraca. Pemerintah Daerah. 

------------------------------·----
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Dalam pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan terkait 

dengan kewajiban, harus diungkapkan pula hal-hal sebagai berikut: 

1. Jumlah saldo kewajiban jangi<a pendek dan jangka panJang yang 

diklasifikasikan berdHsarkan pemberi pinjaman; 

2. Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah berdasarkan jenis 

sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya; 

3. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat 

bunga yang berlaku; 

4. Konsekuensi dilakulcannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh 

tempo; 

5. Perjanjian rest:Iukturisasi utang meliputi: 

a. pengurangan pinjaman; 

b. modifikasi persyaratan utang; 

c. pengurangan tingl:at bunga pinjaman; 

d. pengunduran jatuh tempo pinjaman; 

e. pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan 

f. pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode 

pelaporan. 

6. Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur 

utang berdasarkan kreditur. 

7. Biaya pinjaman: 

a. Perlakuan biaya pinjaman; 

b. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang 

bersangkutan; dan 

c. Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan. 

-----·- ------~-·---·-----·-·-----·-· 
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BAB XVI 

KEBIJAKAN AKUNTANSI KOREKSI KESALAHAN 

A. UMUM 

1. Definisi 

Koreksi merupakan tindakan pembetulan secara akuntansi agar 

akun/ pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai 

dengan yang seharusnya. Kesalahan merupakan penyajian akunjpos 

yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang 

mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode 

sebelumnya. Sehingga koreksi · kesalahan merupakan tindakan untuk 

membetulkan kesalat..an peyajian dalam suatu akun/ pos. Koreksi 

kesalahan diungkapkan pada Catatan atas LaporanKeuangan. 

Ada beberapa penyebab bisa terjadinya kesalahan. Antar.a lain 

disebabkan karena · keterlambatan penyarnpaian bukti transak:si oleh 

pengguna anggaran, lc:esalahan hi tung, ke salahan penerapan ~~tan dar 

dan akuntansi, kelalaian, dan lain-lain. Ke~;alahan juga bisa ditemukan 

di periode yang sama saat kesalahan itu dibuat, namun bisa pula 

ditemukan pada periode di masa depan. Itulah sebabnya aka.n ada 

perbedaan perlakuan terhadap beberapa kesalahan tersebut. 

2. Klasifikasi 

Ditinjau dari sifat k~jadiannya, kesalahan dikelompokkan menjadi 2 

(dua) jenis: 

a. Kesalahan tidak benllang 

Kesalahan tidak bt:rulang merupakan kesalahan yang diharapkan 

tidak akan terjadi kembali. Kesalahan ini dikelompokkan kembali 

menjadi 2 (dua) jenis: 

1) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berj.:JJan; 

2) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya. 

b. Kesalahan berulang 

Kesalahan berulang merupakan kesalahan yang disebabkan sifat 

alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan 
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akan tetjadi secara berulang. Misalnya penerimaan pajak dari wajib 

pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi 

atau tambaha~ pembayaran dari wajib pajak. 

B. PERLAKUAN 

1. Kesalahan tidak berulang 

a. Kesalahan tidak ben1lang yang terjadi pada periode berjalan 

Kesalahan jenis ini, baik yang mempengruuhi posisi kas maupun yang 

tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan 

dalam periode berjalan. Bajk pada akun pendapat<O,n LRA, belanja, 

pendapatan LO, maupun beban. 

Contoh : pengembalian pendapatan hibah yang diterima pada 

tahun yang bersangkutan kepada pemerintah pusat 

karena terjadi kesalahan pengiriman oleh pemerintah 

pusat. 

b. Kesalahan tidak ben1lang yang terjadi padu periode sebelumnya 

Kesalahan jenis ini bisa terjadi pada saat yang berbeda, yakni yang 

terjadi dalam periode sebelumnya namun laporan keuangan periode 

tersebut belum diterbitkan dan yang terjadi dalam periode sebelumnya 

dan laporan keu~ngan periode tersebut sudah diterbit.kan. Keduanya 

memiliki perlakuan yang berbeda. 

1) Koreksi - Laporan Keuangan Bel urn Diterbitkan 

Apabila laporan keuangan belum dJ.terbitkan, maka dilakukan 

dengan pembetul~m pada akun yang bersangkutan, baik pada akun 

pendapatan-LRA atau akun belanja, rnaupun akun pendapat.an-LO 

atau akun beban. 

2) Koreksi - Laporan Keuangan Sudah Diterbitkan 

Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga 

mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang 

yang terjadi pada periode-periode sebelumri.ya dan menambah posisi 

kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan 

(PerdafPerbup Pertanggungjawaban), dilakukan dengan pembetulan 

pada ak:un pendapatan · tain-lain-LRA. Dalarn hal mengakibatkan 
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pengurangan kas dilakukar1 denl :an pembetulan pada akun Saldo 

Anggaran Lebih. 
-. 

Koreksi kesalahan aL.1s peneritT' ,:.H1 pendapatan yang tidak bcrulang 

yang terjadi pada pcriude-pr_Tiode sebelumnya dan menambah 

maupun mengurangi posi~i kas, apabila laporan keuangan periode 

tersebut sudah diterbitkar 1, di:akukan dengan pembetulan pada 

akun kas dan akun ekuita· 3 . 

. 
Contoh : pengembalian l >endapatan dana alokasi urn urn karena 

kelebihan tran~ ;fe1· oleh Pemerintah Pusat 

2. Kesalahan berulang 

Kesalahan ben1lang dan sis~~e ,. 1 k . 1dalah kesalahan yang disebabkan 

sifat alamiah (normal) rlari je, t;. •;-jenis transaksi terten tu yang 

diperkirakan akan terj<Pll sec1ra berulang. Contohnya adnlah 

pen<;rimaan pa:_jak dad wajib I)UjF·,k yar.~:. :1 L!Jlnlukan koreksi sd1ingga 

perlu dilakukan restitusi at<:u Lam bahan pembayaran dari wajib pajak. 

Kesalahan berulang tidak n1em erlukan koreksi melairi\;.an dicatat pada 

saat terjadi pengeluara1n .Kas \..mtuk mengemba ikan kel.ebihan 

pendapatan dengan men~~.unmgi pc:1dapatan-LRA maupun pendapatan

LO yang bersangkutan. 

·-·-·--
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BAB XVII 

PENYAJIAN KEMBALI (RESTATEMENT) NERACA 

A. DEFINISI 

PSAP 10 - Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 20 ~0 paragraf 42 

menyatakan bahwa perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pacta 

Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam CALK. 

Penyajian Kembali (re~;tatement) adalah perlakuan akuntansi yang 

dilakukan atas pos-pos dalam Neraca yang perlu dilakukan penyajian 

kembali pada awal periode ketika Pemerintah Daerah untuk pertama kali 

akan mengimplementasikan kebijakan akuntansi yang baru dari semula 

basis Kas Menuju Akrual menjadi basis Akrual penuh. 

Penyajian kembali dipedukan untuk pos-pos Neraca yang kebijakannya 

belum mengik:uti basis akrual penuh. Karena untuk penyusunan neraca 

k~tika pertama kali disusun dengan basis ... :~~DJfll, neraca akhir tahun 

periode sebelumnya masih menggunakan basis Kas Menuju Akrual (cash 

toward accruan. B.erdasarkan identifikasi ini maka perlu disajikan kembali 

antara·lain untuk akun sebagai berikut: 

1. PitJtang yang menampilkan nilai wajar setelah dikurangi penyisihan 

piutang; 

2. Beban dibayar dimuk:::~. sebelumnya diakui seluruhnya sebagai bclanja, 

apabila masih belum dimanfaatkan seluruhnya, maka ciisajikan !iebagai 

akun beban dibayar di muka. Hal tersebut tidak dilakukan pcnyesuaian 

di tahun sebelumnya, oleh ka,rena itu akun ini perlu disajikan kembali; 

3. Persediaan, di pemerintah daerah esensinya adalah beban dibayar di 

muka. Sehingga dapat dicatat sebagai aset atau beban pacta saat 

perolehan awal. Konsumsi atas beban dibayar di muka clalam persediaan 

1m harus diakui sebagai beban, sementara yang masih belum 

dikonsumsi dialrui sebagai aset persediaan. Akun persediaan ini perlu 

dilakukan penyajian kembali bila metode penilaian persediaan pacta 

periode sebelumnya tidak sama dengan rnetode penilaian persediaan 

setelah basis akrual penuh; 
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4. lnvestasi jangka panjang, disajikan kembali bila metode pcncatatan 

sebelumnya berbeda dengan metode yang digunakan ~;etelah 

menggunakan basis akrual. Misalnya ada investasi yang pada periode 

'3ebelumnya seharusnya sudah memcnuhi kriteria pertcatatan clengan 

metode ekuitas tapi masih dicatat dengan metode biaya, maka perlu 

disajikan kembali; 

5. Aset tetap yang menampilkan nilai buku setelah dikurangi akumulasi 

penyusutan; 

6. Ast::t tidak berwujud, perlu disE\jikan kembali dengan nilai buku setelah 

dikurangi akumulasi amortisasi; 

7. Utang bunga, perlu disajikan kern bali terkait. dengan akrual utang bunga 

akibat adanya utangjangka pendek yang suclah jatuh tempo; 

8. Pendapatan diterima dimuka, perlu disajikan kembali karena pada 

periode sebelumnya belum disajikan; 

9. Ekuitas, perlu disajikan kembali karena kebijakan yang di€:,'1Jnakan 

dalam pengklasifikasian ekuitas berbeda. 
'· 

B. TAHAPAN PENYAJIAN KE:MBALI 

Tahapan yang perlu dilakukan oleh Pemerintal1 Daerah untuk mel<3Lkukan 

penyajian kembali Neraca. adalah : 

1. Menyiapkan data yang relevan untuk da.sar pengakuan akun-akun 

terkait seperti misalnya untuk dasar menghitung dan mcncatat bcban 

penyisihan piutang dan cadangan penyisihan piutang; beban penyusutan 

dan akumulasi penyusutan; beban amortisasi dan akumulasi amortisasi; 

dst 

2. Menyajikan kembali akun-akun neraca yang belum sama perlakuan 

kebijakannya, dengan cara menerapkan kebijakan yang berlaku yaitu 

basis akrual, sesuai dengan Pe-raturan Kepa.la D~erah tentang kebijakan 

akuntansi berbasis akrual. 

C. JURNAL STANDAR 

Jumal standar untuk melakukan penyajian kembali Neraca adalah sebagai 

berikut: 

. - . 
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URAIAN AKUN DEBIT I iKREDIT 

rpenyajian kembali I EKUITA:~ -XXX 
nilai wajar piutang 

CADANGAN PIUTANG TAK TERTAGIH 

(untuk mencatat koreksi penyt~ian kembali 
menambah akun akumulasi penyisihan piutang 
tak tertagih sebesar jumlah cadangan piutang 
yang seharusnya dicadangkan s/ d tahun 
terakhir sebelum pelaksanaan basis akrual) 

XXX 

XXX 

1\ Penyajian kembali I Beban tiibayar dimuka lXXX-l----
nilai beban dibayar 
dimuka EKUITAS 

\ (untuk mencatat, korcksi penyajian kern bali 
\ menamhah nilai beban dibayar dimuka) 

Penyajian kembali I Persediaan l-X.XX +-
n ilai persediaan 

EKUITAS ~ 

(untuk mencatat koreksi penyujian kembali 
menambah niiai persediaan, bila berkurang 
maka jurnal akan sebaliknya) 

Penyajian kembali I Jnvestasi Jangka Pendek 
nilai investasi 
jangka pendek I EKUITAS 

(untuk mencatat koreksi penyajian kembali 
mena.mbah nilai investasi jangka pendek) 

Penyajian kembali I lnvestasi Jangka panjang 

\ nilai investasi 
jangka panjang I EKUITAS 

(untuk mencatat koreksi penyajian kembali 
menambah nilai investasi jangka panjang, dan 
sebaliknya bila riilai investasi jangka' panjang 
berkurang akibat investee mengalami kerugian) 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

~enyajian kern bali I EKUITAS - I XXX -t-

I 

nilaibuku aset 
tetap 

Penyajian kembali 
nilai buku aktiva 
tidak berwujud 

Akumulasi penyusutan 

(untuk mencatat koreksi penyajian kembali 
menambah nilai Akumulasi penyusutan) 

EKUITAS 

Akumulasi Amortisasi 

menambah nilai akumulasi pcnyusutan) 

XXX 

)(}Q( 
·------1 

XXX 

\ ~
untuk mcncatat koreksi penyajian kembali 

--------- -----------l-----1-·-
Penyajian kembali EKUITA3 
nilai u tang jangka 
pend~k Utang Bunga jk pendek 

(untuk mencatat koreksi penyajian kembali 
menambah nilai utang bunga jangka pendek) 

t--=Pe_n_y_a....,.j,-ia_n_k-:-e-m._,..b-al,..,.i--+I-E..,..K--U--IT-AS 

nilai utangjangka 
panjang Utang Bunga. jk panjang 

(untuk mencata.t koreksi penyajian kembali 
menambah nilai .utang bunga jangka panjang) 

~--------------~------

--·---·-·--·---
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XXX 

--f-i--xxx 

XXX 
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r Penyajian kembali 
I nilai Ekuitas 

I 

I 
I 
L -- ---- ---· 

EKUITAS DANA 

EKUITAS 

xxxl·-
x.xx 

(untuk mencatat koreksi penyajian kembali 
reklasift.kasi ~kuitas) ----~---1. ---

Ditetapkan di Sarilamak 
Pad a tanggal ~ \ rV\ Q I 2014 

·fu:··~··~uH 
,..- .. ·. ~·· ..... ,.,··'.,, . I ! . ',. ·. 

:- f . . . •. 

~· · · , . · ~ A . . · · ... n' 
I• ,. · ...... ~. 

Al,IS M.AR.AJo 



NO 

1 
2 
3 

' . 4 

5 
6 
7 

8 

PEMERINTAH KABUPATEN UMA PULUH KOTA 
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH 

Per 31 DESEMSER 20Xl DAN 20XO 

-URAIAN 20X1 

Saldo Anggaran leblh awal 
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tah:.m Berjalan ( ... ~ ............ ) 

Sub Total (1 -2) 
S1sa leblh/kurang Pembiayaan Anggaran (StlPA/SIKPA) 

Sub Total (3 + 4) 
Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun sebelumnya 
Lain-lain 

Saldo Anuaran Leblh Akhlr (5+6+7} 

I 20XO 

( ................ ) 

20Xl 

BUPATI LIMA PULUH KOTA 

NIP. 

, 
I 



' f' ... ,. :. ' ' . ~ 

I I ! I 
I l ! I II 



PfU£R.JHTAH KA8V~AT(H LIHA l'tllUH KOlA 
LAPORAN OPI!RASIONI.L 

Untuk tahun ~""'' bct-akh~r sampat clen<Jan 31 CX'St!mber 20Xl dan 20XO 
HO 

UAAIAN 

KO:GtA!AH Qn~ 
I P!NDAPAfAII 

2 'fNOAI'ATAN ASU DAfltAH 
J ~ Paj.lk D8erah 
4 PendapatM ~ Daerah 

5 f'tniapatM 1\Mll peoiQIIIolawo ~ deerah yg dlpisahl<an 
6 f·endo~ Asll Deerah lelnnya 

7 lumlah Pendolpetan Alii~ (la/d 6) 
8 

9 PfNDAI'ATAH TRANSP!R 
10 
11 
12 
1) 

14 

15 
16 
17 

18 

19 
20 
21 
22 

23 
2<1 
25 
26 
27 

TUNSftlt PfMfiUNTAH PUSAT·DAHA 'Ek,lMBAN ~H 
Dana BaQI Hasll Pajak 

Dana SarJI Hasll Sumber Dave Alam 
[ldf\!1 A.lokasJ Uonum 
Dana Alolcasl IJ1usus 

lumlah Pwidapatllll tnln8fer dana perllftbanolll'l (11 1/d 14) 

TltAHSP'Eit PfM!IUNTAH PUSAT LAINHYA 
Dana otcnomi Khu5us 
O..na~1an 

lumlah ~tan tnlllfw dana perlmbllngan (11 s/d 19) 

TRAHSPIEJt PEMEIUNTAH PAOVJNSJ 

p~ Baol Hasll ~jlllc 
Pend-spatart Baol Hasll Lalnnya 

Jumlah ~ tnnnr Pwnertntah Provlrul (23 a/d 24) 
lumlah Pendapatan TI'WIIfU' (U+20+l5) 

28 I LAIN-LAIN PfNDAI'ATAH YANG SAH 
29 ~IMHibah 

30 Penciapatlln Dana Dennt 
31 

32 
33 
).4 

f'erodaoallln lalmya 

luma.h laln..Wn ~ png uh (29 1/d 31) 
JUMLAH I'!NDAPATAH (7+16+32) 

JS IIUAlf 
36 I !ldlan l't!Qawat 
37 

38 

39 
40 

41 

42 

Elebiln ~laan L 
Beb.ln Jasa 1 

l:leban Peme41hdraan \. 
Beban Pel'jalanan Dlnas) 
Beban Bunga 
!leban Subsldl 

43 Beban Hlbllh 

44 8eban Bantuaot Soslal 

45 Bernn ~-
46 1:\eban T 1'11tlSfer 
47 

48 
49 
50 
51 

Beban lain-lalll 

JUMLAH ISEIAH (:M 1/d 47) 

SURPlUS/OII'ISlT DAIU Ol'!ltASI ( 33-4) 

52 ~I.WRtfiSU DAIU QGIAJAN NON OP'f!SA510NN, 
53 Surplus Pwl)wlan Alet non linear 

5"1 Surplus Pwlye~eso~an K.ewajiblln langka PenJano 
55 Oeflslt P!!njualan Aset non 1arar 

56 OeiJs.it penyeesalan t.ew.jlben JlngQ Panjeng 
57 S<..rplus.!Oeflslt dati kegllltlln non operiiSioNI latnnya 

58 JUMLAH Slllli'WS/DI!I'JSJT DAIU KI!GIATAN NOfll OPEitASIOHAL (53 a/d 57) 
59 SURPLUS/D!nsJT SlllLUM POS LUAit BWA ( 50+58) 
60 

61 tos...LUAB...I.WA 
62 Pendaoat11r1 Lu.Jr blasa 

63 Bo..'han h w blasa 

64 POS lUAJt llASA (ll-63) 
65 SUIU'LUS/DII'JSJT-lO (5t+ 64) 

20Xl 20XO Kenuli(.lln/ 
PenunJnan 

( %) 

1--- --+--··--t----t 
r-- ·---·--+----1 

~ t--· 

1 
~ L=: I -1 

1---------+-------~---
1--- --t I I 

r-- + 
f- I 

f- ---+--~ ______ ,_ ______ ~~-----_, ___ ~ 
f-----t------l--- ----t------l 

r--- ·---4----~ 

f- +---·--+------i 
r-- +------1----; 1-·--

E ~ L-·~--+·---1 
~--±----t------1 

20Xl 

Kepala 



NO 

1 
2 
3 
4 

5 
6 
7 
8 

' . 9 
10 
11 
12 
13 

1"' 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 

2"' 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 

-3<4 
;IS 

36 
37 
38 
39 
-40 
"I 
"'2 
<43 
44 
45 
46 
<47 
48 
<49 
50 
51 
52 
SJ 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
6<1 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 

73 
74 
75 
76 
77 

78 
79 
80 

PEMERINTAH KAIUPATEN UMA I'ULUH KOTA 

NERACA 
PER 31 DESEMBER 20X I DAN 20XO 

URAIAN 
20X1 

&UI 

ASfT I.ANCAR 
Kas dl Kas Dlerah 
Kas dlllendahlla PengeiUill'llr• 
Kas dl 8endahara Pener1maan 
lnvestasl .langka Pendek 
PluliJng Pajall. 
Plutang Retrtbusl 
penvtslhln Plutang 

Belanja Olbayar Olmub 

Baglio lancar Plnjaman tepac Ia i'erusahaan Neoara 
Baglan l.anc3r Plnjaman kepa(la Perusahaan Oaerah 
Baglan l.ancar Plnjaman kepac Ia Pen oenntah Pusat 
llaglan Linear Plnjanan llepafla Pemertntah Daerah lainnya 
Baglan Llncar Taglhan PenjUIIan AnQsuran 
Blglan linear Tuntutsn Qant1 'UQI 
Plutang L1•nnya 
Persedlaan .. 

lum'-1\ "-t lancar (4 1/d 19) 

INVESTAS! JANGKA PANJANG 
lnveslaSI Non pennanen 

Plnja!Nn JingU Panjang 

IIMSUsl dlllam Sutat l.ltan!l negara 
lnvestasi dallm ~ Pen>banounan 
Irwestas~ non lll!l1liiOen lalnnya 

JumiM lnv.etu~ Nun permanen (24 1/d 27} 
II'IYI!Stllsl Pennanen 
~modal Pemerlntah Oaerah 
lrwestas~l'lrmlnen lllnl'l'fll 

lumletl!nv.etu~ Pwmltnen (30 1/d 31} 
JumiM ~ langka hnjang (28+32} .. 

. --- -·- --
ASETIDAP 

Tanah 
Peralatan dan mes1n 
Gedung dan Bangunan 
Jalln, ll1gasl dan Jartngan 
Aset T etap lllnnya 
l<.onstNksl dlllm Pengerjaa n 
Akumulasl Pen'l\lwtan 

(. .) 
Jum'-1\ "-t Tetap 1.36 1/(. 42) 

DANA CAONIGAN 
Dana Caclangan 

Juml8h o.n. ~ (4~) 

ASET LAINNYA · 
TliQihan Penjualan Angsul'lln 
Tuntutan oantl rugl 

Kemltl'llan dengan plhak Ketl9a 
Aset Tilt l!erwujud 
Aset L11n-llln 

lumiM .a.- Wnnya (50 a/d S4) 

l"MI.AH ART_i20+33+43+47+5~ 

KEWAJIIAH 

KfWAJIIWI JANGI(.\ PENOE~ 

Ulang Perhltungan Plhak Kl!tlga (PFK) 
Utang Bunga 

llilglao ~ utang Jangka Panj.lng 
Pendapabln Oitertma Olmua.a 
Ulang 8elanja 
Utang .langka PenOek lalnn ya . 

lumiM "--Jia.n.Jangka Pendek (62 a/d 67} 

KfWAJIBAN lANGKA PANJAHG 
I.Jtllng Dalam neoert-Sektor Perbankan 
Ulang Dllllm NeQen- ObllgHI 
l'tenlum (Oistonto) .ObllgaSI 
Ulang .langka Par.J;Ini;l lair nya 

' 

lwn&al! KewaJiblln Jangka hnjang (711/d 741 
lUMLAH ICEWAJtiAN (61+75) 

EICUITAS 
Ekuitas 

JUMLAH KCW~1N DAN EKUnAS OAr~ (76+7 II) 

ktpala 

20XO 

(. ) 

1.0X1 
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.· 

NO 

1 
2 
3 
4 

5 
6 

7 

PEMERINTAH KAB\JPATEN UMA PULUH KOTA 
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 
Per 31 DESEMBER 20Xl DAN 20XO 

URAIAN 20X1 

Ekuitas awal 

Surplus/deflsit -LO 
Dampak kumulatlf perubahan kebljakar./kesalahan mend~sar 

Korel<sl nilal Persedlaan 
Selislh Revaluasl Aset Tetap 
Lain-lain 

Ekuitas Akhlr 

Kepala 

• NIP. 

. 
20XO 

= 

20Xl 



[;IYJ(f)A\mllYJIIIA\ l?lYJibMOO ~®lr/A\ 

PERATURAN BUPATI UMA PULUH KO;TA 

NOMOR 57 TAHUN 2015 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN SUPATI UMA PULUH KOTA 

NOMOR 23 TAHUN 2014 

TENT ANEi KEBMAK.AN AKUNT ANSI PEMERINT AH DAERAH. 

KABUPATEN UMA PUlUH KOT.A 



BUPATI LIMA PULUH KOTA 

.. 

PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA 
NOMOR 57 TAHUN 2015 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 23 TAHUN 
2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH 

Menimbang 

Mcngingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LIMA PULUH KOTA, 

a. bahwa agar Pelaksanaan Kebijakan Akuntansi 
Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan 
Perundang-undangan yang berlaku dan untuk tertib 
administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah, maka 
penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati Lima 
Puluh Kota .. Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati Lima Puluh Kota Tentang Perubahan Atas 
Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 23 Tahun 
2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah 
Daerah; 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam 
Lingkungan P~opinsi Sumatera Tengah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Nf;gara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 



4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Ten tang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah dua akli diubah, Terakhir dengan 
Undang-Undailg nomor 9 Tahun 2015 Tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 15 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 
Tentang Pen&elolaan Keuangan Badan Layanan 
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4502), sebagimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 
Tahun 2012 Ten tang Pentbahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 12 
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5340); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nori.LOr 4578); 



9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, 
Tambahan Lell:lbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 
Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang 
Milik Negara/Daerah, (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi 
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4614); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5165); 

.12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 Ten tang 
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nornor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5272); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah, 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 2011 Ten tang Perubahan Kedua 
Atas Peraturari Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 
2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang 
Milik Daerah; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 
2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi 
Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah 
Daerah; 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota 
Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Barang 
Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima 
Puluh Kota Tahun 2009 Nomor 3); 



17. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota 
Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok 
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lima 
Puluh Kota (~mbaran Daerah Kabupaten Lima 
Puluh Kota Tahun 2008 Nomor 1): 

Memperhatikan Hasil Pemeriks.aan BPK RI atas Laporan Keuangan 
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2014 
atas Sistem Pengendalian Intern. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 23 
TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI 
PEMERINTAH DAERAH . 

Pasall 

Merubah materi BAB IX Huruf D pada Lampiran Peraturan 
Bupati Lima Puluh Kota Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, diubah sehingga 
selanjutnya berbunyi sebagai berikut: 

BABIX 

KEBIJAKAN AKUNTANSI PERSEDIAAN 

D. Sis tern Pencatatan Persediaan 
Dalam metode Periodik, fungsi akuntansi tidak 
langsung mengkinikan nilai persediaan ketika terjadi 
pemakaian. Jumlah persediaan akhir diketahui 
dengan melakukan perhitungan fisik (stock Opname) 
pada akhir periode. Pada akhir periode inilah dibuat 
penyesuian untuk mengkinikan nilai persediaan. 
Metode ini dapat digunakan untuk persediaan yang 
sifatnya sebagru pendukung kegiatan SKPD, 
contohnya adalah persediaan ATK di Sekretariat 
SKPD. Dalam .metode ini pengukuran pemakaian 
persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi · fisik, 
yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah 
pembelian atau perolehan persediaan dikurangi 
dengan sal do akhir persediaan dikalikan nilai per unit 
sesuai dengan metode penilaian yang digunakan. 
Termasuk untuk persediaa.11 obat-obatan pada Rumah 
Sakit, Puskesmas dan Gudang Farmasi sistem 
pencatatanya j~ga menggunakan metode Periodik. 



Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak 2 Januari 2015. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima 
Puluh Kota · 

L ... ·'·N~)At\~OKAN Di ; SA\!--\.l.At'YIA~ 

P#PA TANGGAL : ..... ~ .. J?~~L-~~~\ 
SEKRETARIS DAERAH 
KAa~JPAnN LIMA~H KOTA 

Ditetapkan di 
Pada tanggal ~Co 

BUPATI 

Sarilamak 
O~loa-

ALISMARAJO 

2015 



BUPATI LIMA PULUH KOTA 

PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA 
NOMOR 7J TAHUN 2016 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 
23 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH 

Me:1imbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LIMA PULUH KOTA, 

a. bahwa agar · Pelaksanaan Kebijakan Akuntansi 
Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang
undangan yang berlaku dan untuk tertib adrninistrasi 
Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu dilakukan 
penyempurnaan ,terhadap Peraturan Bupati Lima Puluh 
Kota Nomor 23 Tahun 2014 Ten tang Kebijakan 
Akuntansi Pemerintah Daerah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
Lima Puluh Kota tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 23 Tahun 
2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah; 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, TambahanLembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, TambahanLembaran 
Negara Repubiik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 



5. Undang-undang Nom or 12 Tahun 2011 ten tang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 82, 
T~mbahan Len1baran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234; 

6 Undang-Uncbng Nomor ::-?J Tahun 200 11· ten tang 

Pcmerintahan Daerah (Lembaran Ncg;;n·;.t !~epublik 

Indonesia Tahun 20014 Nornor 244, Tamb;,lf:an Lcmbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) ~o.eb<tgaimana 

telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang· Undang 
Nomor 9 Tahun 2005 tent.ang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20014 t:entang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republilf Indonesia nom or 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 ten tang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502), sebagimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 Ten tang Perubahan 
atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5340); 

8. Peraturan Pemerintah Nornor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahuq 2005 Nornor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 ten tang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Dacrah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5533); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 ten tang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Inst.ansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4614); 

11. Peraturan Pemerintah Nom or 71 Tahun 2010 tcntang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun :2012 ten tang 
u;h...,h n....,.,,...,h (T ,,.,..,....}..,::.,··•"n N.~n~r~• RPnllhlik- Tndnnf"~iR 



13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
Tentang Perubahan kedua atas P~raturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah; 

15. Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 
Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 547); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 
Tahun 2009 tentang Pengelolaan Bru·ang Milik Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 
2009 Nomor 3).; 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 
Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota 
(Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 
2008 Nomor 1). 

Memperhatikan : Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan 

Menetapkan 

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2014 
atas Sistem Pengendalian lnteren 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA TENTANG 
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI LIMA 
PULUH KOTA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG 
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2014 Ten tang 
Kcbijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dirubah, sehingga berhunyi sebagai 
berikut: 

1. Menambah materi BAB IX Huruf B pada lampiran Peraturan Bupati 
Lima Puluh Kota Nomor 23 Tahun 2014 Ten tang Kebijakan 
Akuntansi Pemerintah Daerah, sehingga selanjutnya berbunyi: 

BABIX 
KEBIJAKAN AKUNTANSI PERSEDIAAN 

B.PENGAKUAN 



.. 

2. 

c). Suatu barang yang akan diserahkan kepada masyarakat 

dicatat sebagai persediaan, jika sHmpai 8khir tahun anggaran 

barang tersebut belum diserahkan kepada masyarakat. 

Menambah materi BAS XI Huruf C pada lampiran Peraturan Bupati 

Lima Puluh Kota Nomor 23 Tahun 20 l 4 Ten tang Kebijakan Akuntansi 

Pemerintah Daerah, sehingga selanjutnya berbunyi: 

BAB XI 

KEBIJAKAN AKUNTANSI PERSEDIAAN 

C. PENGUKURAN ASET TETAP 

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan . Apabila penilaian aset 

tctap dengan menggunakan biaya pcrolchan tidBk mcmungkinkan, 

maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. 

Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/ dibangun sendiri, 

suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaye:1 da.pat diperoleh 

dari t.ransaksi pihak eksternal dengclll entitas tcrsebut untuk 

perokhan bahan baku, tenaga kcrjr~ dnn hiay[-1 lain y:'lng d igunak[-ln 

dalam proses konstruksi. 

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara 

swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku 

dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaa.n dan 

pengawasan, perlengkapan, t.enga listrik, sewa peralatan, dan semua 

biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset teta.p 

terse but. 

Aset tetap yang diperoleh dari hibah/sumbangan pihak ketiga 

diakui dan dicatat sebagai aset tetap, apabila telah ditando tangani 

berita acara serah terima barang lersebut dikelompnkk;c,n ~;,csn::tl Jems 
' 

aset tetap tersebut. 

Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut 

adalah sebesar nilai wajar ·pada saat aset tersebut diperoleh. 

Pengukuran aset tetap harus memperhatikan kebijakan tentang 

ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. 

3. Menghapus BAB XVII Tentang Penyajian Kernba.li (Restatement) 

Neraca. 



Pasal II 

Peraturan Bupati ini rnulai berlaku sejak tanggal 4 .Januari 2016. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima 

Puluh Kota. 

' ' . • ~ "\ ... . r .... ' ,· • .. ~ D l ( ~~~·,·,~-~.!.~c..E··~·.~··,• .. ::..:'~ · : 7A~\l.Atv\A\:: 

Ditctapkan di 
Pada tanggal 

PADA TAi~GGAL : ... ~~ .. P..~~~.~.~.K ...... , .. 

sc::..:;.HETARIS DAERAH 
K.lo~bUPATEN~IMA PUL..UH KOTA ,.-- J, _,-

/ 
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\, n:ND~l TC~.p~~ 
OI::RITA OACf{,).~\'"1<j\~t:r.lt.TF:.I\l LIMA ~LJLUH KOTA 
TAl-l. 'N· f">tr,if_ ·,. ~.,, •• _.·,t;-. "'1t-v ... . .<-~ '". _. '-c;'\v"'v' .. . t> . . _; . -

Sarilama.k 
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ytTLUH KOTA 

IRFENDI ARBI 
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BUPATI LIMA PULUH KOTA 

PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA 
NOMOR G {) .. TAHUN 2017 

TENTANG 

PERU BAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 
23 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LIMA PULUH KOTA, 

a. bahwa agar terwujudnya pencatatan, pengikhtisaran 
dan pelaporan serta pertanggung jawaban yang tertib 
dan transparan yang berdasarkan Standar Akuntansi 
Pemerintahan maka perlu dilakukan penyempurnaan 
terhadap Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 23 
tahun 2014 Ten tang Kebijakan Akuntansi pemerintahan 
Daerah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan 
Bupati Lima Puluh Kota; 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang 
Pernbentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25); 

2. Undang-Undang Nornor 17 . Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, TambahanLembaran Negara 
Republik Indonesia Nornor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, TambahanLembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nornor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 



5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang 
Pembentukan . Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah dua kali diubah, t.erakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2005 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 
Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

7 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ( 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4502, sebagaimana t.elah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 
Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 171, Tambahan lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5340); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah ( Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5533); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomo:. 4614); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Ten tang 
Standar Akuntansi Pemerintah (Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

12. Pera.turan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 



":" 

~ 

Mernperhatikan 

Menetapkan 

Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Repu~lik Indonesia Nomor 5272); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah; 

15. Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 
Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nornor 547); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 
Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kot.a Tahun 
2009 Nomor 3).; 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 
Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota 
(Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 
2008 Nomor 1); 

18. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 23 Tahun 
2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. 

Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan 
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 
atas Sistem Pengendalian Interen 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN EUPATI LIMA PULUH KOTA TENTANG 
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI LIMA 
PULUH KOTA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG 
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH. 

Pasall 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 23 

Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Terkait dengan 

materi lampirannya dirubah sebagai berikut : 

1. Merubah materi BAB IX Huruf D sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 



" 

BABIX 
KEBIJAKAN AKUNTANSI PERSEDIAAN 

D. Sistem Pencatatan Persediaan 
Pcrsediaan di catat dengan metode Periodik 
Dalam Metode Periodik, fungsi akuntansi tidak langsung 
mengkinikan nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah 
persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik 
(Stock Opname) pada akhir periode. Pada akhir periode inilah dibuat 
penyesuaian untuk Mengkinikan nilai persediaan. Metode ini dapat 
digunakan UJ,1tuk persed.iaan yang sifatnya sebagai pendukung 
kegiatan OPD. Contohnya adalah persediaan ATK di Sekretariat 
OPD. Dalam metode ini pengukuran pemakaian dihitung 
berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal 
persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan 
dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit 
sesuai dengan metode penilaian yang digunakan. Termasuk Untuk 
persediaan obat-obatan pada Rumah Sak:it, Gudang Farmasi sistem 
pencatatanya menggunakan metode Periodik . Khusus untuk 
Puskesmas pcncatatan persediaaan obat-obatan sampai Apotik 
Puskesmas. 

.. 
2. Merubah materi BAB XI huruf C, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

BAB XI 
KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP DAN PENYUSUTAN 

PENGUKURAN ASET TETAP 
2.Peralatan dan Mesin 

Peralatan dan Mesin dinilai dengan biaya perolehan atau nilai 
wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh. Biaya perolehan 
peralatan dan mesin menggarnbarkan jurnlah pengeluaran yang 
telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut 
sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliput.i harga 
pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya 
langsung lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, 
untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan 
mesin tersebut siap digunakan. 

Nilai satuan minimum perolehan peralatan dan mesin adalah 
Rp.300.000,00 Dengan demikian jika biaya perolehan peralatan 
dan mesin kurang dari Rp.300.000,00 maka peralatan dan mesin 
tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap, 
namun dicatat sebagai aset extra komtable. 
Pengeluaran belanja untuk pemeliharaan Peralatan dan Mesin 
yang sifatnya tidak rutin dan memberikan manfaat lebih dari satu 
periode akuntansi dikapitalisasi sebagai aset tetap Peralatan dan 
Mesin jika nilai belanja pemeliharan tersebut minimal 
Rp.lO.OOO.OOO,- /unit/tahun. 
Peralatan dan Mesin disajikan berdasarkan biaya perolehan aset 
tetap tersebut termasuk nilai yang dikapitalisir dan dilakukan 
penyusutan. 



Pasal II 

Peraturan Bupati ini rnulai ber!aku sejak t.anggal 2 Januari 2017 
-~·-- ---·•·· ...... _L.1 .. • .... - ........ •.t-.1.1 ... ....... 1 ........ . 

d)SC:U :St:Lli::tiJ Ul'i::tll)S Ult:ll)St:li::tllli111Ya, lllt:llll:lllll.i::Ull\.i::tll iJt:ll)SUllUO.ll)Si::tll 

Peraturan Bupati ini dengan penempatanya dalarn Berita Daerah 
Kabupaten Lima Puluh Kota. 

Otunaangkan di Sarllama 
pada tanggal ~ Pertmbef 2017 

Pit. SEKRETl\~DAERAH 
KABUPATEN ~b~~UH KOTA 

~ 
TAUFl£HIDAYAT 

-~i~~~.~~.:~~~ttf.~~:;~;~~~~~~~.~.~.:~ 

' 

Ditetapkan di Sarilamak 
. Pada tanggal Jj Desember 2017 

~ 

IRFENDI ARBI 



BUPATI LIMA PULUH KOTA 

PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA 
NQMOR '.,93 TAHUN 2018 

TENTANG 

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 
23 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LIMA PULUH KOTA, 

a. bahwa agar terwujudnya pencatatan, pengikhtisaran dan 
pelaporan serta pertanggung jawaban yang tertib dan 
transparan yang berdasarkan Standar Akuntansi 
Pemerintahan maka perlu dilakukan penyempurnaan 
terhadap Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 23 
tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi pemerintahan 
Daerah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
huruf a, perlu dit~tapkan dengan Peraturan Bupati Lima 
Puluh Kota; 

1. Undang-Undang . Nomor 12 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ten tang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 4 7, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

3. Undang-Undang ~- Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, TambahanLembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan ·Tanggungjawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); ~ , 



5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 20 11 ten tang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 ten tang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Atas Undang
undang Nomor 23 Tahun 2014 Ten tang Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahau Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

7 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ( Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan 
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun ~2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

9. Peraturan Peme~ntah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengeloiaan Barang Milik Negara/Daerah ( Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5533); 

10. 

11. 

12. 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
461 4); 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang 
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ~ 

~t 



Memperhatikan 

Menetapkan 

Nomor 5272); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan 
Peraturan Menteri. Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah;· 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah; 

15. Peraturan Meteri Dalam Negeri Nom or 19 Tahun 2016 
Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547}; 

16. Peraturan Daerah, Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 
Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2009 
Nomor 3).; 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 
Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah · Kabupaten Lima Puluh Kota (Lembaran Daerah 
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2008 Nomor 1); 

18· Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 23 Tahun 2014 
Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. 

Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan 
Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota 
Tahun 2017 atas Sistem Pengendalian Interen. 

Buletin · Teknis Akuntansi Standar Akuntansi 
Pemerintah Nomor 01 sampai dengan Nomor 24 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS 
PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 23 TAHUN 
2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH 
DAERAH. 

Pasall 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 23 Tahun 
2014 Ten tang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Terkait dengan materi 
lampiranr~ya dirubah sebagai berikut: 

1. Merubah materi BAB II Kebijakan Akuntansi Pendapatan LO ~ 

1 



schingga berbunyi sebagai berikut: 
BAB II 

KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN LO 

Informaai Tambahan terkait Kebijakan Akuntansi Pendapatan 
Hibah-LO (Seauai Buletin Te~is Nomor 13 ) 

Pengakuan 
Pendapatan hibah-LO diakui terjadi pada saat hak pemerintah timbul 
yang akan menambah ekuitas dalam periode tahun anggaran berjalan 
scrta tidak perlu dibayar kembali. 

Pendapatan hi bah · berbasis akrual diakui pada saat timbulnya hak 
untuk memperoleh penda.patan tersebut walaupun kas belum diterima 
di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan. 

Pendapatan hibah-LO diakui pada saat: 
1. Pendapatan tersebut dapat diidentifikasi secara spesifik; 

2. Besar kemungkinan bahwa sumber daya tersebut dapat ditagih 
dan Jumlahnya dapat diestimasi secara andal 

Berdasarkan hal tersebut, pendapatan hibah-LO diakui pada saat 
dipenuhinya persyaratan yaiig ditetapkan dalam perjanjian hibah. 
Pemenuhan persyaratan tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Apabila pemberi hibah akan mengeluarkan dana atau 
memberikan barang, jika entitas penerima hibah sudah 
melaksanakan suatu kegiatan atau persyaratan tertentu, maka 
pendapatan hibah diakui pada saat entitas penerima hibah 
telah melaksanakan kegiatan atau memenuhi persyaratan 
terse but. 

b. Apabila pernberi hibah akan mengeluarkan dana atau 
memberikan barang tanpa persyaratan tertentu, maka: 
• Terhadap pemberian hibah yang didasari oleh perjanjian 

antara pemberi dan penerima hibah, maka pendapatan 
hibah diakui setelah timbulnya hak yang ditandai dengan 
perjanjian hibah ditandatangani. 

• Jika pemberi hibah mengeluarkan dana atau memberikan 
barang tanpa persyaratan tertentu, maka pendapatan 
hibah diakui pada saat dana hibahjbarang tersebut 
diterima. 

Pcndapatan hibah pada akuntansi berbasis akrual disajikan di Laporan 
Operaaional. 

Sdain disajikan di Laporan Operasional, pendapatan hibah juga tetap 
harus disajikan di Laporan Realisasi Anggaran dengan menggunakan 
basis kas, hal tersebut karena Laporan Realisa.si Anggaran merupakan 
statutary report. \ 
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Untuk pendapatan hibah langsung yang diterima OPD dan telah 
memenuhi kriteria pengakuan Pendapatan-LO, maka pendapatan 
hibah-LO diakui pada saat diterima oleh OPD penerima. 

Pengukuran Pendapatan Hibah 
Pendapatan hibah dalam bentuk kas dicatat sebesar nilai nominal 
hi bah diterima a tau menjadi hak penerima. 

Pendapatan hibah dalam bentuk barang/jasa dicatat sebesar nilai 
barang/ jasa yang cliserahkan berdasarkan berita acara serah terima, 
dan jika data tersebut tidak dapat diperoleh, maka dicatat berdasarkan 
nilai wajar. 

Hibah yang diterima Pernerintah Daerah dalam bentuk barangjjasa 
dinilai dengan mata uang rupiah pada saat serah terima barangfjasa 
untuk dicatat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. 

Penyajian Pendapatan Hibah 
Disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila realisasi pendapatan dalam 
mata uang asing, maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang 
rupiah.Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs transaksi Bank 
Sentral pada tanggal transaksi. 

Pengungkapan 
Pendapatan Hibah diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan 
sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai 
bentuk dari pendapatan hibah yang diterima. 

Jcnis informasi atas transaksi hibah yang dapat dijelaskan pada 
Catatan atas Laporan Keuang~n, antara lain: 

a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, 
pengakuan, dan pengukuran atas transaksi hibah; 

b. Penjelasan pencapaian transaksi hibah terhadap target 
yang ditetapkan dalam APBD, berikut kendala dan 
hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target selama 
tahun pelaporan; 

c. Informasi rinci tentang sumber-sumber atau jenis-jenis 
hi bah; 

d. Informasi tambalUm yang diperlukan untuk penyajian yang 
wajar, yang tidak disajikan pada lembar muka laporan 
keuangan. 

e. Jenis hibah, apakah berupa uang, barang, jasa, ataupun 
surat berharga. 

2. Merubah materi BAB III Kebijakan Akuntansi Belanja, sehingga 
berbunyi sebagai berikut: ~ 
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BABIII 
KEBIJAKAN AKUNTANSI BELANJA 

Informasi tambahan mengenai Belauja Hibah dan Bantuan Sosial 
(sesuai dengan Buletin Teknis Nomor 13 tentang akuntansi Hibah 
dan Buletin Teknis Nomor 19 tentang Bantuan Sosial berbasis 
Ak.rual) 

BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL 
Pengakuan 
Belanja Hibah dan Bantuan Sosial diakui pada saat terjadinya 
pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah. Pengakuan belanja 
Hibah dan Bantuan Sosial dikaitkan dengan pengeluaran kas, sehingga 
belanja Hibah dan Bantuan Sosial hanya diakui untuk belanja yang 
dikeluarkan dalam bentuk uang yang dianggarkan dalam tahun 
anggaran tersebut atau dalam bentuk barangjjasa yang dianggarkan 
dan dibeli pada ·tahun anggaran bersangkutan. 

Pengukuran 
Belanja Hibah dan Bantuan Sosial diukur sebesar nilai Belanja Hibah dan 
Bantuan Sosial yang direalisasikan. Realisasi belanja Hibah dan Bantuan 
Sosial diukur sebesar jumlah pengeluaran untuk pembayaran belanja 
Hibah dan Bantuan Sosial. 

Penyajian 
Realisasi belanja Hibah dan B,antuan Sosial disajikan dalam mata uang 
rupiah. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial disajikan dalam Laporan 
Rcalisasi Anggaran dalam laporan keuangan entitas pelaporan atau 
entitas akuntansi. Persediaan yang timbul dari Belanja Hibah dan 
Bantuan Sosial disajikan dala.ni neraca sebagai persediaan. 

Pengungkapan 
Belanja hibah dan Bansos diungkapkan pada Catatan atas Laporan 
Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan 
mengenai belanja hibah dan Bansos yang dikeluarkan. 
Jcnis informasi atas transaksi belanja hibah dan Bansos yang dapat 
dijelaskan pada Catatan atas Laporan Keuangan, antara lain: 

a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, 
pengakuan, dan pengukuran atas transaksi belanja hibah 
dan Bansos; 

b. lnformasi rinci tentang jenis-jenis belanja hibah dan 
penerima hibah dan Bansos; 

c. Informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang 
wajar, yang tidak disajikan pada lembar muka laporan 
keuangan. 

3. Merubah materi BAB IV Kebijakan Akuntansi Behan, sehingga berbunyi 
se bagai berikut: ~ 
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BABIV 
KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN 

Informasi tambahan mengenai Kebijak.an Akuntansi Bantuan Sosial 
( Sesuai Buletin Teknis Nomor 19 Tentang Akuntansi Bantuan 
Sosial berbasis Akrual) 

Pengakuan 

Beban Bantuan Sosial diakui pada saat terjadi konsumsi aset dalam 
periode pelaporan yang menurunkan ekuitas. Hal ini dapat berupa 
pengeluaran sebagai akibat dari aktivitas pemerintah guna melindungi 
masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Untuk itu, Behan 
Bansos dapat diakui pada saat bansos diserahkan kepada pihak yang 
berhak menerima bansos. 

Belanja bansos yang telah terjadi akan menjadi beban bantuan sosial 
pada LO. Belanja bansos yang telah dikeluarkan, namun sampai 
dengan tanggal pelaporan belum diterima oleh pihak yang berhak belum 
dapat diakui sebagai beban bansos. 

Bantuan Sosial dapat berupa barang yang diberikan secara langsung 
oleh instansi pemerintah kepada penerima Bantuan Sosial, atau 
disalurkan melalui lembaga penyalur non pemerintah untuk diberikan 
kepada penerima Bantuan Sosial. Pengakuan beban bansos berupa 
barang diakui pada saat barang telah diterima oleh pihak penerima 
Bantuan Sosial. 
Barang yang dibeli dari Belanja Bantuan Sosial namun masih ada pada 
instansi pemerintah dan belum diterima oleh penerima, maka beban 
bansos belum dapat diakui dan dilaporkan sebagai persediaan pada 
OPD. 

Pengukuran 

Beban bansos diukur sebesar nilai bantuan sosial berupa 
uang/ barang/ jasa yang telah diserahkan kepada masyarakat penerima 
bansos. 

Untuk Bansos dalam bentuk barang yang telah dikeluarkan namun 
belum diserahkan ke masyarakat akan diakui sebagai persedtaan. 
Persediaan yang berasal dari belanja bantuan sosial dalam bentuk 
barang disajikan sebesar: 

a. biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian; 

b. biaya standar apabila diproduksi sendiri; 

c. nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya. 

Pengungkapan 

Belanja Bantuan Sosial diungkapkan secara memadai pada catatan atas 
la poran keuangan dengan mex:n:uat: 

a. ..Jenis belanja bantuan sosial menurut penerima atau ~ 
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kelompok penerima bantuan sosial. 
b. Jenis bantuan so sial menurut jenis kegiatan utama. 
c. Belanja bantuan sosial yang belum disalutkan kepada 

masyarakat penerim.~ sehingga masih disajikan dalam Neraca. 
d. Penjelasan-penjelasan tambahan lain yang diperlukan untuk 

diungkapkan oleh entitasl.full disclosure danlatau untuk 
pemenuhan ketenttlan peraturan perundang-undangan 

Penyajian 

Behan Bantuan Sosial disajikan dalam Laporan Operasional dalam 
laporan keuangan entitas pelaporan atau entitas akuntansi. Persedian 
yang timbul dari Belanja bantuan sosial disajikan dalam neraca sebagai 
persediaan. 

4. Merubah materi BAB V Kebijakan Akuntansi Transfer, sehingga 
berbunyi sebagai berikut: 

5. 

_ BABV 
KEBIJAKAN AKUNTANSI TRANSFER 

Informasi tambahan mengenai Kebijakan Akuntansi Transfer 
( Seauai Buletin Teknis Nomor 21 Tentang Akuntansi Transfer 
berbasis Akrual) 

PENGAKUAN 

Pendapatan Transfer LO diakui dan dicatat sebesar kas yang diterima 
oleh entitas. Nilai penerimaan kas didasarkan pada penyaluran transfer 
yang diterima di rekening entitas pada bank atau RKUD. 

PENCATATAN DAN PENYAJIAN 
Transfer masuk yang diterima oleh Pemda dicatat dan disajikan sebagai 
pcndapatan. Namun, atas kelebihan penyaluran transfer, akan 
dikategorikan sebagai utang. Pada akhir periode atau pada saat 
diketahui adanya kurang bayar I salur yang bel urn diterima maka 
kurang bayar 1 salur dimaksud akan menambah pendapatan dan dicatat 
scbagai piutang. 

Apabila informasi kurang bayar I salur terse but diketahui sebelum 
laporan keuangan diterbitkan maka kurang bayar I salur terse but diakui 
sebagai pendapatan tahun pelaporan. Apabila informasi kurang 
bayar I salur diketahui setelah laporan keuangan diterbitkan, maka 
entitas penerima mengakui kurang bayar/salur transfer tersebut 
scbagai pendapatan tahun berjalan. 

Merubah materi BAB XI ~ebijakan. AkuntTsi Aset Tetap dan 
Penyusutan, sehingga berbunyi sebagai berikut: ~ 
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BABXI 
KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP DAN PENYUSUTAN 

AKUNTANSITANAH 

Pengadaan tanah pemerintah yang sejak semula dimaksudkan untuk 
diserahkan kepada pihak lain_ tidak disajikan sebagai aset tetap tanah, 
melainkan disqjika.n seba.ga.i persedia.a.n sebelum terjadinya 
penyerahan hak kepemilikan atas tanah. 
Pada praktiknya, masih banyak tanah-tanah pemerintah yang dikuasai 
atau digunakan oleh kantor-kantor pemerintah, namun belum 
disertifikatkan atas nama pemerintah. Atau pada kasus lain, terdapat 
tanah milik pemerintah yang dikuasai atau digunakan oleh pihak lain 
karena tidak terdapat bukti kepemilikan yang sah atas tanah tersebut. 
Terkait dengan kasus- kasus kepemilikan tanah dan penyajiannya 
dalam laporan keuangan, Pedoman yang dapat kita gunakan sebagai 
berikut: 

1. Dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikan yang sah, namun 
dikuasai dan/ a tau digunakan oleh pemerintah, maka tanah 
tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah 
pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai 
dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 

2. Dalam hal tanah dimiliki oleh pemerintah, namun dikuasai 
dan/ a tau digunakan oleh pihak lain, maka tanah terse but tetap 
harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca 
pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan 
atas Laporan Keuangan, bahwa tanah tersebut dikuasai atau 
digunakan oleh pihak lain. 

3. Dalam hal tanah dimiliki oleh suatu entitas pemerintah, namun 
dikuasai dan/ a tau digunakan oleh entitas pemerintah yang lain, 
maka tanah tersebut dicatat dan disajikan pada neraca entitas 
pemerintah yang mempunyai bukti kepemilikan, serta 
diungkapkan secara m~madai dalam Catatan atas Laporan 
Keuangan. 

4. Perlakuan U;mah yang masih dalam sengketa atau proses 
pengadilan: 

a. Dalan1 hal belum ada bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah 
terse but dikuasai dan/ atau digunakan oleh pemerintah, maka 
tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset 
tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan 
secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 

b. Dalam hal pemerintah belum mempunyai bukti kepemilikan 
tanah yang sah, tanah tersebut dikuasa.i danjatau digunakan 
oleh pihak lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan \ 
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sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta 
diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan 
Keuangan. 

c. Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah 
tersebut dikuasai danjatau digunakan olehpemerintah, maka 
tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset 
tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan 
secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 

d. Dalarn hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah 
terse but dikuasai dan/ a tau digunakan oleh pihak lain, maka 
tanah tersebut tetap. harus dicatat dan disajikan sebagai aset 
tetap tanah pada neraca pemerintah, narnun adanya sertifikat 
ganda harus diungkapkan secara memadai dalam Catatan 
atas Laporan Keuangan. 

Tanah dapat diperoleh melalui pembelian, pertukaran aset, 
hi bah/ donasi, dan lain-lain. Perolehan tanah melalui pembelian secara 
tunai diakui sebagai aset tetap-tanah, dan mengurangi Kas Umum 
Daerah pada neraca. Dalam rangka penyajian dalam Laporan Realisasi 
Anggaran, perolehan tanah melalui pembelian diakui sebagai belanja 
modal. Perolehan tanah melalui hi bah/ do nasi diakui sebagai penambah 
nilai tanah pada Neraca, dan ,sebagai Pendapatan-LO . 

Tanah Wakaf 
Tanah wakaf yang digunak~ oleh instansi pemerintah tidak disajikan 
sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah karena Pemerintah 
tidak memiliki dan/ a tau tidak menguasai tanah wakaf terse but. Tanah 
wakaf tersebut . diungkapkan secara memadai pada Catatan atas 
Laporan Keuangan (CaLK) .. 

AKUNTANSI PERALATAN MESIN 

A. PENGAKUAN 
Peralatan dan Mesin yang diperoleh dan yang dimaksudkan akan 
dise1·ahkan kepada pihak lain, tidak dapat dikelompokkan dalam aset 
tetap Peralatan dan Mesin, tapi dikelompokkan pada aset persediaan. 
Pcrolehan peralatan dan me sin melalui hi bah/ donasi diakui sebagai 
penarnbah nilai Peralatan dan Mesin pada Neraca dan sebagai 
pendapatan-LO. 

Perolehan peralatan dan mesin melalui pembelian kredit diakui sebagai 
pcnarnbah nilai peralatan dan mesin, dan sebagai penambah kewajiban 
pada neraca. 

B. PENGUKURAN 
PENGUKURAN ASET TETAP 
2. Perala tan dan Me sin 

Peralatan dan Mesin dinilai dengan biaya perolehan atau nilai wajar \ 
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pada saat aset tetap tersebut diperoleh. Biaya perolehan peralatan 
dan mesin. menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah 
dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai 
siap pakai. Biaya ini anu:rra lain meliputi harga pembelian, biaya 
pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan, untuk memperoleh dan 
mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. 

Nilai satuan minimum perolehan peralatan dan mesin adalah 
Rp. 750.000,00 Dengan demikian jika biaya perolehan peralatan dan 
mesin kurang dari Rp.750.000,00 maka peralatan dan mesin tersebut 
tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap, namun dicatat 
sebagai aset extra komtable. Untuk Nilai satuan sebesar Rp. 750.000,-

. ' 
ini berlaku mulai tahun 201-8. 
Pengeluaran belanja untuk pemeliharaan Peralatan dan Mesin yang 
sifatnya tidak rutin dan memberikan manfa.at lebih dari satu periode 
akuntansi dikapitalisasi seoagai aset tetap Peralatan dan Mesin jika 
nilai belanja pemeliharan tersebut minimal Rp.lO.OOO.OOO,
/ unit/ tahun. 
Peralatan dan Mesin disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap 
tersebut termasuk nilai yang dikapitalisir dan dilakukan penyusutan. 

Aset tetap Peralatan dan Mesin yang nilai perolehannya di bawah Nilai 
Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin diakui 
sebagai beban pada LO sehingga tidak disajikan dalam neraca (on 
face). Transaksi tersebut diungkapkan pada Catatan atas Laporan 
Keuangan dan dicatat pada Laporan Barang Milik Negara/Laporan 
Barang Milik Negara/Daerah. 

AKUNTANSI GEDUNG DAN BANGUNAN 
A. PENGAKUAN 
Gedung dan bangunan yang dibangun oleh pemerintah, namun dengan 
maksud akan diserahkan kepada masyarakat, maka gedung dan 
bangunan tersebut tidak dapat dikelompokkan sebagai "Gedung dan 
Bangunan", melainkan disajikan sebagai "Persediaan." 

Perolehan gedung dan Bangunan melalui hi bah/ do nasi diakui sebagai 
pcnambah nilai gedung dan bangunan pada Neraca dan sebagai 
pendapatan-LO pada La.poran OperasionaL 

Aset tetap Gedung dan Bangunan yang nilai perolehannya di bawah 
Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan 
diakui sebagai beban pada LO sehingga tidak disajikan dalam neraca 
(on face). Transaksi tersebut diungkapkan pada Catatan atas Laporan 
Keuangan dan dicatat pada Laporan Barang Milik Daerah. 



AKUNTANSI ASET TETAP LAlNNYA 
Klasiftkasi Aset Tetap Lainnya 
Aset yang termasuk dalam kl~sifikasi Aset Tetap Lainnya adalah: 

1. Koleksi perpustakaanfbuku dan non buku 
2. Barang bercorak kesenianfkebudayaanfolah raga, 
3. Hewan, Ikan, dan tanaman. 
4. Aset Tetap-Renovasi, yaitu biaya renovasi atas aset tetap yang 

bukan miliknya, dan biaya partisi suatu ruangan kantor yang 
bukan miliknya. 

A.PENGAKUAN 

Aset Tetap Lainnya diakui pada saat Aset Tetap Lainnya telah diterima 
alau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat 
pcnguasaannya berpindah serta telah siap dipakai oleh entitas. Khusus 
mengenai pengakuan biaya _renovasi atas aset tetap yang bukan 
miliknya sebagai berikut : 

1) Apabila renovasi aset tetap terse but meningkatkan manfaat 
ekonomi dan sosial aset tetap misalnya perubahan fungsi gedung 
dari gudang menjadi ruangan kerja dan kapasitasnya naik, maka 
renovasi tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi. 
Apabila renovasi atas aset tetap yang disewa tidak menambah 
manfaat ekonornik, maka dianggap sebagai Beban Operasional. 
Aset Tetap-Renovasi diklasiftkasikan ke dalam Aset Tetap 
Lainnya. 

2) Apabila manfaat ekonomi renovasi tersebut lebih dari satu tahun, 
biaya renovasi dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi, 
sedangkan apabila manfaat ekonomik renovasi kurang dari 1 
tahun buku, maka pengeluaran tersebut diperlakukan sebagai 
Beban Operasional tahun berjalan. 

3) Apabila jumlah nilai moneter biaya renovasi tersebut material, 
dan syarat kapitalisasi, maka pengeluaran tersebut 
dikapita'lisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi. Apabila tidak 
material, biaya renovasi dianggap sebagai Beban Operasional. 

Perolehan Aset Tetap Lainnya melalui hi bah/ donasi diakui sebagai 
penambah nilai Aset Tetap Lainnya pada Neraca dan sebagai 
pendapatan-LO. 

RENOVASI ASET TETAP 

Suatu satuan kerja dapat rnelakukan perbaikan/ renovasi aset tetap 
yang dimiliki danjatau dikuasainya. Renovasi dapat dilakukan 
terhadap semua barang milik Daerah dalam kelompok aset tetap. 
Apabila aset tetap yang dimiliki dan/ atau dikuasai cleh OPD direnovasi 
dan memenuhi :Kriteria kapitalisasi aset tetap, maka renovasi tersebut ~ 
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pada saat aset tetap tersebut diperoleh. Biaya perolehan peralatan 
da::1 mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah 
dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai 
siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya 
pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan, untuk memperoleh dan 
mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. 

Nilai satuan minimum perolehan peralatan dan mesin adalah 
Rp. 750.000,00 Dengan demikian jika biaya perolehan peralatan dan 
mesin kurang dari Rp.750.000,00 maka peralatan dan mesin tersebut 
tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap, namun dicatat 
sebagai aset extra komtable. Untuk Nilai satuan sebesar Rp. 750.000,
ini berlaku mulai tahun 2018. 
Pengeluaran belanja untuk pemeliharaan Peralatan dan Mesin yang 
sifatnya tidak rutin dan memberikan manfaat lebih dari satu periode 
akuntansi dikapitalisasi sebagai aset tetap Peralatan dan Mesin jika 
nilai belanja pemeliharan tersebut minimal Rp.lO.OOO.OOO,
/unit/tahun. 
Peralatan dan Mesin disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap 
tersebut termasuk nilai yang dikapitalisir dan dilakukan penyusutan. 

Aset tetap Peralatan dan Mesin yang nilai perolehannya di bawah Nilai 
Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin diakui 
sebagai beban pada W sehingga tidak disajikan dalam neraca (on 
face). Transaksi tersebut diungkapkan pada Catatan atas Laporan 
Keuangan dan dicatat pada Laporan Barang Milik Negara/ Laporan 
Barang Milik NegarajDaerah. 

AKUNTANSI GEDUNG DAN BANGUNAN 
A. PENGAKUAN 
Gedung dan bangunan yang dibangun oleh pemerintah, namun dengan 
maksud akan diserahkan kepada masyarakat, maka gedung dan 
bangunan tersebut tidak dapat dikelompokkan sebagai "Gedung dan 
Bangunan", melainkan disajikan sebagai "Persedt.aan." 

Perolehan gedung dan Bangunan melalui hi bah/ do nasi diakui sebagai 
penambah nilai gedung dan bangunan pada Neraca dan sebagai 
pendapatan-LO pada Laporan Operast.onaL 

Aset tetap Gedung dan Bangunan yang nilai perolehannya di bawah 
Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan 
diakui sebagai beban pada LO sehingga tidak disajikan dalam neraca 
(on face). Transaksi tersebut diungkapkan pada Catatan atas Laporan 
Keuangan dan dicatat pada Laporan Barang Milik Daerah. 



umumnya dicatat dengan menambah ntlai perolehan aset tetap 
yang bersangkutan. 
Namun demikian, dalam hal aset tetap yang direnovasi tersebut 
memenuhi kriteria kapitalisasi dan bukan milik suatu satker atau OPD, 
maka renovasi terse but dicatat sebagai Aset tetap lainnya. Biaya yang 
dikeluarkan untuk melakukan renovasi umumnya adalah Belanja 
Modal aset terkait. Biaya perawatan sehari-hari untuk 
mempertahankan suatu aset tetap dalam kondisi normalnya, termasuk 
di dalamnya pengeluaran untuk suku cadang, merupakan pengeluaran 
yang substansinya adalah kegiatan pemeliharaan dan tidak 
dikapitalisasi . meskipun nili.dnya signiftkan. 
Berdasarkan obyeknya, renovasi aset dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis, 

yaitu: 
1. Renovasi aset tetap milik sendiri; 
2. Renovasi aset tetap bukan milik-dalam lingkup entitas pelaporan; 
3. Renovasi aset tetap bukan milik-diluar lingkup entitas pelaporan. 

1. Renovasi Aset Tetap Mllik Sendiri 
Renovasi aset tetap milik sendiri merupakan perbaikan aset tetap 
dilingkungan satuan kerja pada K/ L a tau OPD yang memenuhi 
syarat kapitalisasi. Renovasi semacam ini akan dicatat sebagai 
penambah nilai perolehan aset tetap terkait. Apabila sampai 
dengan tanggal pelaporan renovasi tersebut belum selesai 
dikerjakan, atau sudah selesai pengerjaannya ,namun belum 
diserahterimakan, maka akan dicatat sebagai KDP. 

2. Renovasi Aset Tetap Bukan Milik-Dalam Lingkup Entitas 
Pelaporan 
Renovasi aset teta.p dalrun lingkup ini mencakup perbaikan aset 
tetap bukan milik suatu satuan kerja atau OPD yang memenuhi 
syarat kapitalisasi namun masih dalam satu entitas pelaporan. 

Renovasi semacam ini, pada satuan kerja yang melakukan renovasi 
tidak dicatat sebagai penambah nilai perolehan aset tetap terkait karena 
kcpemilikan aset tetap tersebut ada pada pihak lain. Renovasi tersebut 
apabila telah sele~ai dilakukan sebelum tanggal pelaporan akan 
dibukukan sebagai aset tctap lainnya-aset renovasi dan disajikan di 
ncraca sebagai kelompok aset tetap. Apabila sampai dengan tanggal 
pclaporan renovasi tersebut belum selesai dikerjakan, atau sudah 
selesai pengerjaannya namun belum diserahterimakan, maka akan 
dicatat sebagai konstruksi dalam pengerjaan. 
Pada akhir tahun anggaran, aset 1·enovasi ini seyogyanya diserahkan 
pada pemilik. Mekanisme penyerahannya mengikuti peraturan yang 
berlaku. Jika dokumen sumber penyerahan tersebut telah diterbitkan 
maka aset tetap renovasi tersebut dikeluarkan dari neraca dan satuan 
kerja atau OPD pemilik akan mencatat dan menambahkannya sebagai 
aset tetap terkait. Namun apabila sampai dengan akhir periode 
pclaporan aset renovasi ini belum juga diserahkan, maka OPD yang 
melakukan renovasi terhadap aset tersebut tetap akan mencatat ~ 
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sc bagai Aset Tetap Lainnya-Aset Renovasi. 

Renovasi Aset Tetap Bukan Milik-DUuar Entitas Pelaporan 
Renovasi aset tetap dalam lingkup ini mencakup perbaikan aset tetap 
bukan milik suatu satuan keija atau OPD, di luar entitas pelaporan 
yang memenuhi syarat kapitalisasi. Lingkup renovasi jenis ini meliputi: 

1. Renovasi aset tetap milik pemerintah lainnya; dan 
2. Renovasi aset tetap milik pihak lain, selain pemerintah (swasta, 

BUMN/D, yayasan, dan lain-lain). 

Renovasi semacam ini, peng8kuan dan pelaporannya serupa dengan 
renovasi aset bukan milik-dalam lingkup entitas pelaporan. 

Pelepasan Aset Tetap 
Pclepasan aset tetap di lingkungan pemerintah lazim disebut sebagai 
pemindahtanganan. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di 
bidang pengelolaan BMN/BMD, pemerintah dapat melakukan 
pemindahtanganan BMN f BMD yang di dalamnya termasuk aset tetap 
dengan cara: 
1. dijual; 
2. dipertukarkan; 
3. dihibahkan; atau 
4. dijadikan penyertaan modal negarafdaerah. 

Apabila suatu asef tetap dilepaskan karena dipindahtangankan, maka 
a set tetap yang bersangkutan _harus dikeluarkan dari neraca. 
Aset tetap yang dilepaskan melalui penjualan, dikeluarkan dari neraca 
pada saat diterbitkan risalah lelang atau dokumen penjualan sesuai 
dengan ketentuan perundang-undangan. 
Aset tetap yang dihibahkan, dikeluarkan dari neraca pada saat telah 
diterbitkan berita acara serah terima hibah oleh entitas sebagai tindak 
lanjut persetujuan hibah. 
Aset tetap yang dipindahtangankan melalui mekanisme penyertaan 
modal negara/ daerah, dikeluarkan dari neraca pada saat diterbitkan 
penetapan penyertaan modal negara/ daerah. 

Dalam hal pelepasan aset tetap merupakan akibat dari 
pemindahtanganan dengan cara dijual atau dipertukarkan sehingga 
pada saat terjadinya transaksi belum seluruh nilai buku aset tetap yang 
bersangkutan habis disusutkan, maka selisih antara harga jual atau 
harga pertukarannya dengan nilai buku aset tetap terkait diperlakukan 
sebagai surplusjdeftsit pe'lfualan/pertukaran aset non lancar dan 
disaJikan pad~ Laporan Operasional (LO). Penerimaan kas akibat 
penjualan dibukukan sebagai pendapatan dan dilaporkan pada 
Laporan Realisasi Anggaran (~RA). 

Apabila pelepasan suatu aset tetap akibat dari proses 
pemindahtanganan berupa hibah atau penyertaan modal daerah, maka 
akun aset tetap dikurangkan.dari pembukuan sebesar nilai buku dan~ 
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disisi lain diakui adanya beban htbah, atau diakui adanya investasi 
jika menjadi penyertaan modal negarajdaerah. 

Aset Tetap Hilang 
Aset tetap hilang harus dikeluarkan dari neraca setelah diterbitkannya 
penetapan oleh pimpinan entitas yang bersangkutan berdasarkan 
keterangan dari pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan. Terhadap aset tetap yang hilang, sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan perlu dilakukan proses untuk 
mengetahui apakah terdapat unsur kelalaian sehingga mengakibatkan 
adanya tuntutan ganti rugi. 
Aset tetap hilang dikeluarkan dari neraca sebesar nilai buku. Apabila 
terdapat perbedaan waktu antara penetapan aset hilang dengan 
penetapan ada atau tidaknya tuntutan ganti rugi, maka pada saat aset 
tetap dinyatakan hilang, entitas melakukan reklasifikasi aset tetap 
hilang menjadi aset lainnya (aset tetap hilang yang masih dalam proses 
tuntutan ganti rugi). Selanjutnya, apabila berdasarkan ketentuan 
pcrundang-undangan dipastikan terdapat tuntutan ganti rugi kepada 
perorangan tertentu, maka aset lainnya tersebut direklasifikasi menjadi 
piutang tuntutan ganti rugi. Dalam hal tidak terdapat tuntutan ganti 
rugi, maka aset lainnya tersebut direklasifikasi menjadi be ban. 

Korekai Aaet Tetap 
Koreksi adaZah tindakan pembetuZan secara akuntansi agar 
akun/pos yang tersaji dalam Za.poran keuangan entitas menJadi 
sesuai dengan yang seharusnya. 
Koreksi meliputi koreksi sistemik dan koreksi non sistemik. Dari sisi 
transaksi, koreksi mencakup transaksi anggaran maupun transaksi 
finansial. Dari periodenya, koreksi dapat dibedakan menjadi koreksi 
untuk tahun berjalan, koreksi periode lalu pada saat laporan keuangan 
periode terkait belum diterbitkan, dan koreksi periode lalu pada saat 
laporan keuangan periode terkait telah diterbitkan. Termasuk dalam 
lingkup koreksi adalah temuan pemeriksaan yang diharuskan untuk 
dikoreksi. 
Koreksi dilakukan oleh satker bersangkutan dan dilaporkan secara 
berjenjang, sampai dengan kantor pusat K/L atau pemerintah daerah. 
Kadangkala untuk mengejar waktu penyampaian laporan keuangan, 
koreksi dilakukan secara sentralistik di kantor pusat K/L atau 
pemerintah daerah, baru kemudian didistribusikan pada entitas 
akuntansi di bawahnya untuk melakukan penyesuaian. 
Koreksi aset tetap dilakukan dengan menambah atau mengurangi akun 
aset tetap yang bersangkutan. Koreksi aset tetap dapat dilakukan 
kapan saj&, tidak terganturig pada periode pelaporan dan waktu 
penyusunan laporan. Pada umumnya koreksi aset tetap dilakukan pada 
saat ditemukan kesalahan. 

D.PENYUSUTAN 

Penyusutan dilakukan terhadap aset tetap berupa : 
a. Peralatan dan mesin; \ 
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1 
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b. Gedung dan ~angunan; 
c. Jalan, irigasi dan Jaringan; 
d. Aset Tetap lainnya 

Masa manfaat untuk Aset Tetap Lainnya adalah sebagai berikut: 

Kode Uraian Masa 
Rekening Manfaat 

3 

3 
3 

( Tahun) 
ASETTETAP 
Aset Tetap Lainnya 

5 01 Alat Kesenian (alat music 5 
modern/ Band) 

5 02 Alat Olah Raga 8 
5 03 Peralatan Olahraga 3 

Penyusutan tidak dilakukan terhadap : 

a. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen 
sumber yang sah dan telah dijustifikasi oleh Inspektorat atas 
usulan pengguna barang; 

b. Aset Tetap dalam ·kondisi rusak berat dan tidak dapat 
diperbaiki serta tidak dapat dioperasionalkan, yang telah 
diusulkan kepada pengelola barang untuk dilakukan 
penghapusan. 

c. Aset Tetap yang telah habis masa manfaatnya namun masih 
dapat digunakan,diungkap dalam Catatan atas Laporan 
Keuangan. 

Untuk penyusutan asset te~p lamnya mulai diberlakukan terhadap 
belanja modal tahun anggaran 2018. 

PenyaJian Penyusutan 
Besarnya penyusutan setiap tahun disajikan dalam Neraca dan Laporan 
Operasional. Penyusutan disajikan dalam neraca dengan akun 
akumulasi penyusutan yang mengurangi nilai perolehan aset tetap. 
Penyusutan disajikan dalam Laporan Operasional sebagai beban 
penyusutan. 

Neraca menyajikan Akumulasi Penyusutan sekaligus nilai perolehan 
aset tetap sehingga nilai buku aset tetap sebagai gambaran dari potensi 
manfaat yang masih dapat diharapkan dari aset yang bersangkutan 
dapat diketahui. 

HAL- HAL KHUSUS YANG TERKAIT DENGAN PENYUSUTAN 

Pemanfaatan Aset Tetap yang Seluruh Nllainya Sudab Disusutkan 
W alaupun suatu aset sudah disusutkan seluruh nilainya hingga nilai 
bukunya menjadi Rp 0, mungkin secara teknis aset itu masih dapat ~ 
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dimanfaatkan. Jika hal seperti ini terjadi, aset tetap tersebut tetap 
disajikan dengan menunjukkan baik nilai perolehan maupun akumulasi 
penyusutannya. Aset tersebut tetap dicatat dalarn kelompok aset tetap 
yang bersangkutan dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan 
Keuangan. Aset tetap yang telah habis masa penyusutannya dapat 
dihapuskan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang 
berlaku 

Penjualan Aset Tetap yang Telah Disusutkan Seluruhnya 

Dalam hal terjadi aset tetap yang telah disusutkan seluruhnya 
dilakukan penjualan, maka hasil penjualan tersebut dicatat sebagai 
surplusjdefisit penjualan aset tetap pada La.poran Operasional. 

Perbaikan Aset Tetap yang Menambah Masa Manfaat atau Kapasitas 
Manfaat 

Perbaikan yang dilakukan ata,s suatu aset tetap dapat menambah masa 
manfaat atau menarnbah kapasitas aset tetap yang bersangkutan. 
Pengeluaran yang dilakukan untuk perbaikan semacam ini disebut 
pengeluaran modal (capital expenditure). Pengeluaran seperti ini akan 
mempengaruhi nilai yang d·apat disusutkan, perkiraan output dan 
bahkan masa manfaat aset tetap yang bersangkutan. pengeluaran 
seperti ini ditarnbahkan ke nilai tercatat aset tetap yang bersangkutan. 
Artinya, pengeluaran modal seperti ini ditarnbahkan pada nilai buku 
aset tetap yang bersangkutan. Nilai buku aset ditambah dengan 
pcngeluaran modal akan menjadi nilai baru yang dapat disusutkan 
selama sisa masa manfaat aset yang bersangkutan. 

Perubahan Estimasi dan Konsekuensinya 
a. Umur aset sesungguhnya lebih dari estimasi 

Ada kalanya masa manfaat aset tetap lebih lama dari perkiraan 
dalarn menentukan penyusutan. Setelah perkiraan masa manfaat 
dilalui dan akurnulasi penyusutan telah sama dengan nilai 
perolehannya kadang-kadang aset tetap masih dapat digunakan. 
Hal ini menunjukkan bahwa aset tetap yang bersangkutan masih 
memiliki nilai wajar. Oleh karena nilai yang dapat disusutkan 
(depreciable cost) tidak ada lagi maka atas aset ini tidak dapat 
dilakukan penyusutan. Mengingat bahwa nilai sisa aset tetap 
tidak diakui maka nilai perolehan aset tetap dan akumulasi 
penyusutannya tetap dicantumkan dalarn neraca. 

b. Penghentian Penggunaan 

Aset tetap disusutkan selarna aset tersebut memberikan manfaat 
atau berproduksi. Ada kalanya suatu aset tidak dapat 
berproduksi atau tidak digunakan karena berbagai alasan. Oleh 
karena tidak digunakan maka seharusnya aset yang 
bersangkutan tidak disusutkan bahkan harus dipindahkan ke 
kelompok aset lain-lain. Pemindahan ke aset lain-lain dapat~ 
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digunakan dapat dilakukan apabila aset tetap tersebut tidak 
berproduksi atau tidak digunakan secara permanen. Akan tetapi 
jika hanya tidak berproduksi sementara aset tetap tersebut tidak 
dipindahkan ke aset lain-lain. 
Jika digunakan metode penyusutan berdasarkan unit produksi 
maka secara otomatis penyusutan tidak dihitung. Akan tetapi 
jika digunakan adalah metode garis lurus atau saldo menurun 
ganda penyusutan atas ·a.set tetap terse but tetap dihitung. Hal ini 
dilakukan dengan alasan aset tetap tersebut tetap mengalami 
penurunan nilai meskip;un tidak digunakan. 

6. Menambah satu BAB yakni BAB XVIII Kebijakan Akuntansi Kerugian 
Daerah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

BAB XVIII 
KEBIJAKAN AKUNTANSI KERUGIAN DAERAH 

Pengakuan 
Pengakuan atas kejadian yang mengakibatkan terjadinya kerugian 
Negara/daerah yang disebabkan oleh Bendahara dapat terdiri dari: 

a. Pengakuan atas kekurangan kas tunai, surat berharga dan barang 
milik Negara. 

Diakui pada saat terbukti berdasarkan fakta dengan melakukan 
reklasifikasi di neraca atas kekurangan kas tunai, surat berharga 
dan barang milik Negara terse but dari jumlah semestinya menjadi 
Aset Lainnya. 

b. Pengakuan atas Piutang Tuntutan Perbendaharaan 
Diakui di neraca menjadi Piutang Tuntutan Perbendaharaan pada 
saat terbit SKTJM atau Surat Keputusan Pembebanan dari BPK. 

c. Pengakuan Behan Apabila kekurangan kas tersebut terbukti 
bukan kesalahan bendahara, maka akan diakui se bagai beban 
non operasional 

Pengukuran 

Pengukuran nilai kerugian Negarajdaerah yang berasal dari kerugian 
Negara/daerah karena bendahara adalah: 

a. Uang tunai kerugian Negara/ daerah diukur sebesar kekurangan 
saldo kas dari saldo kas semestinya, yang harus 
dipertanggungjawabkan oleh bendahara penanggung jawab uang 
tunai tersebut. 

b. Kerugian Negara/ daerah berbentuk surat berharga diukur 
dengan nilai buku atau nilai tercatat kekurangan jumlah surat 
berharga di tangan Bendahara dibanding jumlah semestinya, 
yang harus dipertanggungjawabkan bendahara sebagai kustodian 
surat berharga. 

c. Kerugian Negarajdaerah berbentuk barang milik Negara diukur n 
dengan nilai buku atau nilai tercatat kekurangan jumlah fisik l 
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barang milik Negara di bawah pengawasan Bendahara dibanding 
jumlah semestinya, yang harus dipertanggungjawabkan 
bendahara. 

Akuntansi atas Kerugian Negara/Daerah yang Disebabkan oleh 
Pegawai Negeri Bukan Benclahara 
Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap 
Pegawai Negeri bukan Bendahara dengan tujuan untuk menuntut 
penggantian atas kerugian yang diderita oleh Negara sebagai akibat 
langsung atau tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum 
atau kelalaian yang dilakukan oleh pegawai tersebut dalam melakukan 
kewajibannya. 

Pengakuan 
Kerugian Negara/daerah pegawai negeri bukan bendahara antara lain 
dapat terjadi karena kehilangan aset tetap, persediaan, surat berharga 
dan aset lain selain uang kas di bawah penguasaan danfatau tanggung 
jawab pegawai bukan bendahara. 

Suatu peristiwa yang mengakibatkan terjadinya kerugian 
Negarafdaerah yang disebabkan oleh pegawai bukan Bendahara dapat 
mengakibatkan beberapa pengakuan akuntansi yaitu: 

a. Pengakuan atas kekurangan aset tetap, persediaan, surat 
berharga dan aset lain selain uang kas 
Diakui pada saat terbukti berdasarkan fakta dengan melakukan 
reklasifikasi di neraca atas kekurangan aset tetap, persediaan, 
surat berharga dan aset lain selain uang kas terse but dari jumlah 
semestinya menjadi Aset Lainnya. 

b. Pengakuan atas Piutang TOR 
Diakui di neraca pada saat terbit SKTJM atau Surat Keputusan 
pejabat berwenang. 

c. Pengakuan Beban 
Apabila kehilangan kendaraan tersebut terbukti bukan kesalahan 
pegawai bukan Bendahara maka akan diakui sebagai beban non 
operasional. 

Pengukuran 
Pengukuran nilai kerugian Negarafdaerah yang berasal dari kerugian 
Negarafdaerah karena pegawai bukan bendahara sebagai berikut: 

a. Kerugian Negarafdaerah berbentuk surat berharga diukur 
dengan nilai buku atau nilai tercatat kekurangan jumlah surat 
berharga di bawah kekuasaan Pegawai Bukan Bendahara 
dibanding jumlah semestinya, yang harus 
dipertanggungjawabkan pegawai bukan bendahara sebagai 
penanggung jawab surat berharga. 

b. Kerugian Negaraf daerah berbentuk barang seperti persediaan 
dan aset tetap diukur dengan nilai buku atau nilai yang 
ditetapkan oleh Tim yang dibentuk untuk menangani kerugian~ 
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Negara/ daerah atas barang di bawah pengawasan pegawai bukan 
bendahara dibanding jumlah semestinya, yang harus 
dipertanggungjawabkan pegawai bukan bendahara sebagai 
penanggung jawab barang milik Negara terse but. 

Akuntansi Kerugian Negara/Daerah berdasarkan Putusan 
Pengactnan 
Pengak:uan 
Suatu peristiwa yang mengakibatkan terjadinya kerugian 
Negara/daerah berdasarkan putusan pengadilan dapat menimbulkan 
beberapa pengakuan akuntansi di entitas terkait, yaitu: 

a. Entitas yang mengalami kerugian Negara/daerah Pengakuan 
Behan Non Operasional 
Behan Non Operasional diakui pada saat sudah ada Putusan 
Pengadilan. 

b. Pengakuan atas kekurangan aset 
Diakui dengan mengeluarkan atau mengurangkan dari neraca 
pada saat sudah ada Putusan Pengadilan. 

Piutang Ganti Kerugian diakui di neraca pada saat sudah ada Putusan 
Pengadilan. 

Pengak:uan Penclapatan LRA 
Pendapatan LRA yang berasal dari pelunasan piutang ganti kerugian 
Negarafdaerah diakui pada saat diterima di Kas Negara/daerah. 

Pengak:uan Penclapatan LO 
Pendapatan LO diakui pada saat sudah ada Putusan Pengadilan. 
Penguk:uran 
Pcngukuran nilai kerugian Negara/ daerah yang berasal dari kerugian 
Negarajdaerah karena putusan pengadilan sebagai berikut: 

a Be ban kerugian Negara/ daerah dan kekurangan aset diukur 
berdasarkan nilai yang dihitung oleh Ahli. 

b. Piutang Ganti kerugian Negara/ daerah dan Pendapatan LO 
diukur berdasarkan nilai putusan hakim. 

c. Pendapatan LRA yang berasal dari pelunasan piutang ganti 
kerugian Negaraf daerah diukur sebesar jumlah yang diterima di 
Kas Negara. 

Pengunglrapan Kerugian Negara/Daerah 
Pengungkapan kerugian Negarajdaerah pada CaLK antara lain: 
a. Kebijakan akuntansi kerugian Negarajdaerah. 
b. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan dalam Catatan Atas 

Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa: 
1. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan 

dan pengukuran tagihan TGR; 
2. Rincian jenis- jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui 

tingkat kolektibilitasnya; ~ 
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3. Penjelasan atas penyelesaian piutang, masih di kementerian 
Negara/ lembaga/ daerah a tau telah diserahkan penagihannya ke 
PUPN; 

4. Tuntutan ganti rugijperbendaharaan yang masih dalam proses 
penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan. 

5. Dalam hal terdapat barangjuang yang disita oleh Negarajdaerah 
sebagai jaminan maka hal ini wajib diungkapkan. 

Pasalll 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2018 . 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Lima Puluh Kota. 

Ditetapkan di Sarilamak 
Pada tanggalA D~('(Yib(r 2018 

~Jil.Jndang~an d(Sariiamak 
l 

pada tan~.q ~Wf" __ ~\(J 
SEK TA IS DAERAH 

Kt,CUi"·'~~.::N MA ULUH KOTA 

PULUHKOTA 

IRFENDI ARBI 

WIDYA PUTRA "'·- . 
Bu~;TA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA 
TAH UN ... c?.-0\G .......... · .. :·. ~.-:.:t:.NO_~Oft.~.:~··~~ .......... . 
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BUPATI LIMA PULUH KOTA 
PROVINSI SUMATERA BARAT 

PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA 
NOMOR ~8 TAHUN 2019 

TENTANG 

PERUBAHAN KELJMA ATAS PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 
23 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LIMA PULUH KOTA, 

a. bahwa agar terwujudnya pencatatan, pengikhtisaran 
dan pelaporan serta pertanggung jawaban yang tertib 
dan transparan yang berdasarkan Standar Akuntansi 
Pemerintahan maka perlu dilakukan penyempurnaan 
terhadap Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 23 
Tahun 2014 Ten tang Kebijakan Akuntansi Pemerintah 
Daerah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan 
Bupati Lima Puluh Kota. 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 4 7, TambahanLembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, TambahanLembaran 

.._ Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

·' \1 



Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400): 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pem ben tukan Peraturan Perundang-U ndangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang 
Perubahan Atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 
Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 19 
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6398); 

6. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tam bah an 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587j 
sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2005 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 ten tang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4502, sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 
Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 171, Tambahan lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5340); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang 
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5272); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 ten tang 
Pengelolaan Barang Milik NegarajDaerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 20 14 Nomor 92 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5533); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nom or 21 Tahun 2011 

Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 
Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 547); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 
Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 
2009 Nomor 3); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 
Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota 
(Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 
2008 Nomor 1); 

18. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 23 Tahun 
2014 Ten tang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah 
(Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2014 
Nomor 23). 
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Memperhatikan 

Menetapkan 

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) 

Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Penyajian Laporan 

Keuangan Badan Layanan Umum. 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN 

KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI LIMA PULUH 

KOTA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG 

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH 

Pasall 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 23 

Tahun 2014 Ten tang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Terkait dengan 

materi lampirannya ditambah sebagai berikut : 

A. UMUM 

BABXIX 

KEBIJAKAN AKUNTANSI PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN 

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 

1. DEFINISI 

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD 

adalah instansi di lingkungan Pemerintah Daerah dan yang dibentuk 

untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan 

barang dan/ a tau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari 

keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pacta 

prinsip efisiensi dan produktivitas. 

Laporan Keuangan BLUD adalah bentuk pertanggungjawaban 

BLUD yang disajikan dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran, 

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan 

Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan 

Catatan atas Laporan Keuangan. 
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2. TUJUAN LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 

Laporan keuangan BLUD merupakan laporan yang terstruktur 

posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh BLUD. 

Tujuan umum laporan keuangan BLUD adalah menyajikan informasi 

mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, 

arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas BLUD yang bermanfaat 

bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan 

mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan 

keuangan BLUD adalah untuk menyajikan informasi yang berguna 

untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan 

akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan 

kepadanya, dengan: 

a. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, 

kewajiban, dan ekuitas BLUD; 

b. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya 

ekonomi, kewajiban, dan ekuitas BLUD; 

c. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan 

penggunaan sumber daya ekonomi; 

d. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap 

anggarannya; 

e. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan 

mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya; 

f. menyediakan informasi mengenai potensi BLUD untuk 

membiayai penyelenggaraan kegiatan BLUD; dan 

g. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi 

kemampuan dan kemandirian BLUD dalam mendanai aktivitasnya. 

3. TANGGUNG JAWAB PELAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN 

UMUM DAERAH 

Tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan 

BLUD berada pada pimpinan BLUD a tau pejabat yang ditunjuk. 

B. KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 

Komponen Iaporan keuangan BLVD terdiri atas: 

a. Laporan Realisasi Anggaran; 
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b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; 

c. Neraca; 

d. Laporan Operasional; 

e. Laporan Arus Kas; 

f. Laporan Perubahan Ekuit.as; dan 

g. Catatan atas Laporan Keuangan. 

Laporan keuangan BLUD memberikan informasi tentang sumberdaya 

ekonomi dan kewajiban BLUD pada tanggal pelaporan dan arus sumber 

daya ekonomi selama periode berjalan. Informasi ini diperlukan 

pengguna untuk melakukan penilaian terhadap kemampuan ekonomi 

BLUD dalam menyelenggarakan kegiatannya di masa mendatang. 

Laporan keuangan BLUD disajikan paling kurang sekali dalam 

setahun. Kegunaan laporan keuangan berkurang bilamana laporan tidak 

tersedia bagi pengguna dalam suatu periode tertentu setelah tanggal 

pelaporan. Faktor-faktor yang dihadapi seperti kompleksitas opcras1 

suatu BLUD bukan merupakan alasan yang cukup atas kegagalan 

pelaporan yang tepat waktu. 

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN 

Laporan Realisasi Anggaran BLUD menyajikan informasi realisasi 

pendapatan-LRA, belanja, surplus/ (defisit)-LRA, pembiayaan, dan sisa 

lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing 

diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. 

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) BLUD paling kurang mencakup 

pos-pos sebagai berikut: 

a. Pendapatan-LRA; 

b. Belanja; 

c. Transfer; 

d. Surplus/ (defisit)-LRA; 

e. Penerimaan pembiayaan; 

f. Pengeluaran pembiayaan; 

g. Pembiayaan neto; dan 

h. Sisa lebihjkurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA). 

Pendapatan BLUD yang dikelola sendiri dan tidak disetor ke Kas 

Daerah merupakan pendapatan daerah. 
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Satuan kerja pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan 

keuangan BLUD diberikan fleksibilitas dalam rangka pelaksanaan 

anggaran, termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan 

kas, dan pengadaan barang/jasa. Salah satu bentuk fleksibilitas 

dalam pengelolaan pendapatan adalah bahwa pendapatan dapat 

dikelola langsung untuk membiayai belanjanya. Pendapatan yang 

dikelola langsung untuk membiayai belanja tersebut berarti bahwa 

pendapatan BLUD tidak disetorkan terlebih dahulu ke Kas Daerah. 

Setiap pendapatan dan belanja dilaporkan kepada unit yang 

mempunyat fungsi perbendaharaan umum untuk mendapatkan 

persetujuan atau pengesahan. 

Pendapatan-LRA pada BLUD diakui pada saat pendapatan kas 

yang diterima BLUD diakui sebagai pendapatan oleh unit yang 

mempunyai fungsi perbendaharaan umum. 

Pemerintah dapat membuat mekanisme pengakuan pendapatan

LRA BLUD sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkup 

pemerintah tersebut. Misalnya, pemerintah membuat mekanisme 

pengesahan Pendapatan-LRA BLUD yang disampaikan kepada 

Bendahara Umum Daerah (BUD). 

Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas 

bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak 

mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan 

pengeluaran). 

Khusus untuk pendapatan dari Kerja Sarna Operasi (KSO), diakui 

berdasarkan asas neto dengan terlebih dahulu mengeluarkan bagian 

pendapatan yang merupakan hak mitra KSO. 

Penyetoran kas yang berasal dari pendapatan LRA BLUD tahun 

berjalan dibukukan sebagai pengurang SiLPA pada BLUD dan 

penambah SiLPA pada pemerintah daerah. 

Penyetoran kas yang berasal dari pendapatan LRA BLUD tahun 

sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih 

pada BLUD dan penambah SAL pada pemerintah pemerintah daerah. 

Pendapatan-LRA pada BLVD diklasifikasikan menurut Jems 
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pendapatan. 

Pendapatan-LRA pada BLVD merupakan pendapatan bukan pajak. 

Pendapatan BLUD bersumber Dari: 

a. Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat; 

b. Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas I entitas 

pelaporan; 

c. Pendapatan hasil kerja sama; 

d. Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas; dan 

e. Pendapatan BLVD lainnya. 

Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat adalah 

imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada 

masyarakat. 

Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas 

akuntansi/ entitas pelaporan adalah imbalan yang diperoleh dari jasa 

layanan yang diberikan kepada entitas akuntansi/ entitas pelaporan 

yang membawahi maupun yang tidak membawahinya. 

Pendapatan hasil kerja sama adalah perolehan dari kerjasama 

operasional, sewa-menyewa, dan usaha lainnya yang mendukung 

tugas dan fungsi BLVD. 

Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas adalah 

pendapatan yang diterirna dari masyarakat atau badan lain berupa 

kas, tanpa adanya kewajiban bagi BLVD untuk menyerahkan 

barang/ jasa. 

Pendapatan BLVD lainnya, antara lain berupa: 

a. 

b. 

c. 

d. 

hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan; 

Jasa giro; 

pendapatan bunga; 

keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asmg; 

danjatau 

e. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat 

daripenjualan dan/ atau pengadaan barang dan/ atau jasa oleh 

BLVD. \1-



Pendapatan Hibah berupa barangjjasa tidak dilaporkan pada 

LRA karena pengakuan pendapatan berbasis kas. Pendapatan Hibah 

berupa barang/ jasa dilaporkan pada Laporan Operasional yang 

berbasis akrual. 

Belanja pada BLUD diakui pada saat pengeluaran kas yang 

dilakukan oleh BLUD disahkan oleh unit yang mempunya1 

perbendaharaan umum. 

Belanja pada BLUD diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi 

Uenis belanja), organisasi, dan fungsi. 

Klasifikasi ekonomi untuk BLUD, yaitu belanja pegawai, belanja 

barang, dan belanja modal. 

Selisih antara pendapatan-LRA dan belanja pada BLUD selama 

satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/ (Defisit)-LRA. 

Transaksi pembiayaan dapat terjadi padaBLUD yang melakukan 

transaksi perolehan pinjarnan dan/ a tau investasi jangka panjang. 

Penerimaan pembiayaan pada BLUD terjadi pada saat pinjaman jangka 

panJang diterirna dan/ a tau divestasi investasi jangka panJang 

dilaksanakan. Sementara, pengeluaran pembiayaan pada BLUD terjadi 

pada saat pelunasan pinjaman jangka panjang dan/ a tau pengeluaran 

investasi jangka panjang. 

Penerirnaan pernbiayaan pada BLUD diakui pada saat kas yang 

diterima BLUD disahkan oleh unit yang mernpunyai fungsi 

perbendaharaan umum. 

Pengeluaran pembiayaan pada BLUD diakui pada saat 

pengeluaran pembiayaan disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi 

perbendaharaan umum. 

Penambahan pokok investasi yang berasal dari pendapatan BLUD 

diakui sebagai pengeluaran pernbiayaan. 

Selisih lebihjkurang antara penerimaan dan pengeluaran 

pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pembiayaan 

Neto. 

Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan 

Belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu 
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periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA. 

2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH 

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi 

kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan 

dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih BLUD menyajikan 

secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut: 

a. Saldo Anggaran Lebih awal; 

b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih; 

c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan; 

d. Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya; 

e. Lain -lain; dan 

f. Saldo Anggaran Lebih Akhir. 

Di samping itu, BLUD menyajikan rincian lebih lanjut dari 

unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran 

Lebih dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 

3. NERACA 

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan 

mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. 

Neraca BLUD menyajikan secara komparatif dengan periode 

sebelumnya pos-pos berikut: 

a. Kas dan setara kas; 

b. Investasi jangka pendek; 

c. piutang dari kegiatan BLVD; 

d. persediaan; 

e. Investasi jangka panjang; 

f. aset tetap; 

g. aset lainnya; 

h. kewajiban jangka pendek; 

I. kewajiban jangka panjang; dan 

J. ekuitas. 
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Kas dan setara kas pada neraca BLUD merupakan kas yang 

berasal dari pendapatan BLUD baik yang telah dan yang belum diakLii 

oleh unit yang rnempunyai fungsi perbendaharaan urnurn. 

Kas pada BLUD yang sudah dipertanggungjawabkan kepada unit 

yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum merupakan bagian 

dari Saldo Anggaran Lebih. 

Dalam rangka perhitungan saldo kas dengan catatan SAL pada 

BLUD, BLUD harus dapat mengidentifikasikan kas pada BLUD yang 

berasal dari pendapatan yang teiah diakui oleh unit yang mempunyai 

fungsi perbendaharaan umum. 

BLUD sesuai dengan karakteristiknya dapat mengelola kas yang 

bukan rnilik BLUD dan/ a tau sisa kas dana investasi yang berasal dari 

APBD. 

Dana kas BLUD yang bukan milik BLUD diakui sebagai kas dan 

setara kas, antara lain: 

a. Dana titipan pihak ketiga; 

b. Uang jaminan; dan 

c. Uang rnuka pasien rumah sakit. 

Penyetoran kas yang berasal dari pendapatan BLUD pada tahun 

berjalan maupun tahun sebelumnya dibukukan sebagai pengurang 

ekuitas pada BLUD penambah ekuitas pada Pemerintah Daerah. 

Sesuai dengan peraturan perundangan-undangan, BLUD tidak 

dapat rnelakukan investasi jangka panjang kecuali atas persetujuan 

Bupati. Investasi jangka panjang dimaksud terdiri dari investasi 

permanen dan investasi non permanen. 

Investasi permanen pada BLUD, antara lain berbentuk penyertaan 

modal. 

Investasi nonpermanen pada BLUD, antara lain sebagai berikut: 

a. Investasi pernberian pinjaman kepada pihak lain; 

b. Investasi dalarn bentuk dana bergulir;dan 

c. lnvestasi nonperrnanen lainnya. 

Walaupun kepemilikan investasi pada BLUD pada BUD, tetapi 

investasi tersebut tetap dilaporkan pada laporan keuangan BLUD. 

Perlakuan pelaporan investasi ini selaras dengan status BLUD sebagai 
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entitas pelaporan, dimana seluruh sumber daya ekonomi yang 

digunakan BLVD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya 

dalam melayani masyarakat harus dilaporkan dalam laporan keuangan 

BLUD. 

BUD sebagai pemilik investasi melaporkan juga investasi yang 

dicatat oleh BLVD pada laporan keuangan BUD. 

4. LAPORAN OPERASIONAL 

Laporan Operasional (LO) meny~jikan ikhtisar sumber daya 

ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola 

oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan 

dalam satu periode pelaporan. 

Struktur Laporan Operasional BLVD mencakup pos-pos sebagai 

berikut: 

a. Pendapatan-LO; 

b. Beban; 

c. Surplus/ Defi.sit dari kegiatan operasional; 

d. Kegiatan non operasional; 

e. SurplusjDefisit sebelum Pos Luar Biasa; 

f. Pos Luar Biasa; dan 

g. Surplus/ Defisit-LO. 

BLVD menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut 

sumber pendapatan, yang terdiri atas: 

a. Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat; 

b. Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas 

akuntansi/ entitas pelaporan; 

c. Pendapatan hasil kerja sama; 

d. Pendapatan yang berasal dari hi bah dalam bentuk 

kasjbarangjjasa; dan 

e. Pendapatan BLVD lainnya. 

Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada Catatan 

atas Laporan Keuangan. 

BLUD menyajikan beban yang diklasifikasikan menurut klasifikasi 
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JCms beban. Klasifikasi lain yang dipersyaratkan menurut ketcntuan 

perundangan yang berlaku, disajikan dalam Catatan atas Laporan 

Keuangan. 

Pendapatan-LO pada BLUD diakui pada saat: 

a. Timbulnya hak atas pendapatan; 

b. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya 

ekonomi. 

Pendapatan-LO pada BLUD yang diperoleh sebagai imbaian atas 

suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan 

perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih 

imbalan. 

Pendapatan-LO pada BLUD yang diakui pada saat direalisasi 

adalah hak yang telah diterima oleh BLUD tanpa terlebih dahulu 

adanya penagihan. 

Pendapatan-LO pada BLUD merupakan pendapatan bukan pajak. 

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, 

yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat 

jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). 

Khusus untuk pendapatan dari Kerja Sarna Operasi (KSO), diakui 

berdasarkan asas neto dengan terlebih dahulu mengeluarkan bagian 

pendapatan yang merupakan hak mitra KSO. 

Behan pada BLUD diakui pada saat: 

a. timbulnya kewajiban; 

b. terjadinya konsumsi aset; dan/ a tau 

c. terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. 

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak 

dari pihak lain ke BLUD tanpa diikuti keluarnya kas. 

Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat 

pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya 

kewajiban dan/ atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan 

operasional BLUD. 

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi 

pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan asct 

bersangkutanjberlalunya waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi 
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atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi. 

Behan pada BLUD diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi. 

Klasifikasi ekonomi untuk BLUD yaitu beban pegawai, beban 

barang, beban penyisihan, dan beban penyusutan asset 

tetap/ amortisasi. 

Contoh format Laporan Operasional BLUD disajikan dalam 

ilustrasi standar ini. Ilustrasi merupakan contoh dan bukan 

merupakan bagian dari standar. Tujuan ilustrasi ini adalah 

menggambarkan penerapan standar untuk membantu dalam 

klarifikasi artinya. 

5. LAPORAN ARUS KAS 

Laporan Arus Kas pada BLUD menyajikan informasi mengenai 

sumber, penggunaan, perubahan kas, dan setara kas selama satu 

periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal 

pelaporan pada BLUD. 

Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan 

aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. 

a. Aktivitas Operasi 

Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari: 

a. Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat~ 

b. Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas 

akuntansi/ entitas pelaporan; 

c. Pendapatan hasil kerja sama; 

d. Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas; dan 

e. Pendapatan BLUD lainnya. 

Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan 

untuk: 

a. Pembayaran Pegawai; 

b. Pembayaran Barang~ 

c. Pembayaran Bunga; dan 

d. Pembayaran lain-lain/ kejadian luar biasa. 
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b. Aktivitas Jnvestasi 

Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan 

pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan 

asset tetap serta investasi lainnya, tidak termasuk investasi jangka 

pendek dan setara kas. 

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penenmaan 

dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan 

sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan 

mendukung pelayanan BLUD kepada masyarakat di masa yang 

akan datang. 

Arus masuk kas dari aktivitas investasi, antara lain terdiri atas: 

a. Penjualan Aset Tetap; 

b. Penjualan Aset Lainnya; 

c. Penerimaan dari Divestasi; dan 

d. Penjualan Investasi dalam bentuk Sekuritas. 

Investasi yang dilakukan oleh BLUD dapat berasal dari 

pendapatan BLUD dan APBD. Penerimaan dari Divestasi dan 

Penjualan Investasi dalam bentuk Sekuritas merupakan 

penenmaan dari divestasi dan penjualan investasi yang berasal 

dari pendapatan BLUD dan investasi yang berasal dari APBD. 

Arus keluar kas dari aktivitas investasi, antara lain terdiri atas: 

a. Perolehan Aset Tetap; 

b. Perolehan Aset Lainnya; 

c. Penyertaan Modal; 

d. Pembelian Investasi dalam bentuk sekuritas; dan 

e. Perolehan investasi jangka panjang lainnya; 

Pengeluaran atas penyertaan modal, pembelian Investasi, dan 

perolehan Investasi jangka panjang lainnya merupakan 

pengeluaran dari divestasi dan pembelian investasi yang berasal 

dari pendapatan BLUD dan pengeluaran investasi yang berasal dari 

APBD. 

c. Aktivitas Pendanaan 

Aktivitas Pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan 
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pengcluaran kas yang yang berhubungan dengan pemberian 

pinjaman jangka panjang dan/ atau pelunasan utang jangka 

panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan 

komposisi pinjaman jangka panjang dan utang jangka panjang. 

Arus kas dari aktivitas pendanaan menccrminkan penerimaan 

dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau 

pemberian pinjaman jangka panjang. 

Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan, antara lain sebagai 

berikut: 

a. Penerimaan pinjaman; dan 

b. Penerimaan dana dari APBD untuk diinvestasikan. 

Sebagai bagian dari pemerintah daerah, BLUD dapat 

memperoleh dana dari APBD untuk tujuan investasi BLUD. 

Penerimaan dana dari APBD untuk diinvestasikan merupakan 

penerimaan dana dari APBD yang disajikan sebagai dana kelolaan 

BLUD dalam kelompok aset lainnya dan utang jangka panjang 

BLUD pada neraca. 

Dengan mengakui penerimaan dana tersebut sebagai utang, 

BLUD harus mengakui penerimaan dana dalam arus masuk kas 

aktivitas pendanaan. Sebaliknya, jika BLUD menyetor kembali 

dana investasi ke BUD maka penyetoran dana investasi tersebut 

diakui sebagai arus keluar kas dalam aktivitas pendanaan. 

Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan, antara lain sebagai 

berikut: 

a. Pembayaran pokok pinjaman; dan 

b. Pengembalian investasi dana dari APBD ke BUD. 

Pengembalian investasi dana dari APBD ke BUD merupakan 

pengembalian investasi yang berasal dari APBD karena penarikan 

dana investasi dari masyarakat. 

d. Aktivitas Transitoris 

Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan 

pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, 

investasi, dan pendanaan. 

Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan 

~~ 



dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi 

pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah. Arus kas dari 

aktivitas transitoris, antara lain transaksi Perhitungan Fihak Ketiga 

(PFK). PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana 

yang diterima secara tunai untuk pihak ketiga, misalnya potonga.n 

Pajak. 

Arus masuk kas dari aktivitas transitoris, meliputi penerimaan 

PFK. 

Arus keluar kas dari aktivitas transitoris, meliputi pengeluaran 

PFK. 

6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau 

penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun 

sebelumnya. 

Laporan Perubahan Ekuitas pada BLVD menyajikan paling kurang 

pos-pos sebagai berikut: 

a. Ekuitas awal; 

b. Surplusjdefisit-LO pada periode bersangkutan; 

c. Koreksi-koreksi yang langsung menambahjmengurangi ekuitas, 

yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan 

oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan 

mendasar, misalnya: 

1) koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada 

periode-periode sebelumnya; dan 

2) perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap. 

d. Ekuitas akhir; dan 

e. Lain-lain. 

Di samping itu, BLUD menyajikan rincian lebih lanjut dari 

unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Ekuitas dalam 

Catatan atas Laporan Keuangan. 
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C. PENGGABUNGAN LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM 

DAERAH KE DALAM LAPORAN KEUANGAN ENTITAS AKUNTANSI/ 

ENTITAS PELAPORAN 

Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan 

Laporan Perubahan Ekuitas BLUD digabungkan pada laporan keuangan 

entitas akuntansijentitas pelaporan yang membawahinya. 

Seluruh pendapatan, belanja, dan pembiayaan padaLRA BLUD 

dikonsolidasikan ke dalam LRA entitas akuntansi/ entitas pelaporan 

yang membawahinya. 

Sesuai dengan karakteristik entitas akuntansi/ entitas pelaporan 

yang tidak berstatus BLUD, unsur LRA entitas tersebut terdiri dari 

pendapatan dan belanja serta tidak mempunyai unsure surplus/ defisit 

dan SiLPA. Dalam hal entitas akuntansi/ pelaporan membawahi satuan 

kerja BLUD, LRA konsolidasian entitas akuntansijentitas pelaporan 

tersebut mengikuti format LRA BLUD. 

Laporan Arus Kas BLUD dikonsolidasikan pada Laporan Arus Kas 

unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum. 

Transaksi dalam Laporan Arus Kas BLUD yang dikonsolidasikan 

pada Laporan Arus Kas unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan 

umum adalah pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang telah disahkan 

oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum. 

Laporan Perubahan SAL BLUD tidak digabungkan pada laporan 

keuangan entitas pelaporan yang membawahinya karena entitas 

pelaporan tersebut tidak menyajikan Laporan Perubahan SAL termasuk 

pemerintah daerah. 

Laporan Perubahan SAL BLUD digabungkan dalam Laporan 

Perubahan SAL Bendahara Umum Daerah dan entitas pelaporan yang 

menyusun laporan keuangan konsolidasiannya. 

Dalam rangka konsolidasian laporan keuangan BLUD kedalam 

laporan keuangan entitas yang membawahinya, perlu dilakukan eliminasi 

terhadap akun-akun timbal balik (reciprocal accounts) sepert:i pendapatan, 

beban, aset, dan kewajiban yang berasal dari entitas akuntansijpelaporan 

dalam satu entitas pemerintahan kecuali akun-akun pendapatan dan 
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BUPATI LIMA PULUH KOTA 

PROVINSI SUMATERA BARAT 
PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA 

NOMOR 88 TAHUN 2020 

TENTANG 

PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA 
NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH 

DAERAH 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LIMA PULUH KOTA, 

a. bahwa agar terwujudnya pencatatan, 
pengikhtisaran dan pelaporan serta pertanggung 
jawaban yang tertib dan transparan yang 
berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan 
maka perlu dilakukan penyempurnaan terhadap 
Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 23 
Tahun 2014 Ten tang Kebijakan Akuntansi 
Pemerintah Daerah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan 
Peraturan Bupati. 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam 
Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 
25); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 



3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4400); 

5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 
Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 
12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6398); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2005 tentang Perubahan Kedua Atas Undang
undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 
Umum ( Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4502, 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 



Nomor 171, Tambahan lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5340); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5533); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 
Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi 
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 
Ten tang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 
123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 
tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5272); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6322); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah, 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 
2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi 
Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah 
Daerah; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 
2016 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang 



Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 547); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 
2016 Tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang 
Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 547); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota 
Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok 
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lima 
Puluh Kota (Lembaran Daerah Kabupaten Lima 
Puluh Kota Tahun 2008 Nomor 1); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota 
Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman 
Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 
Nomor 3); 

19. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 23 
Tahun 2014 Ten tang Kebijakan Akuntansi 
Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati 
Nomor 88 Tahun 2019 Ten tang Perubahan Kelima 
Atas Peraturan Bupati Lima puluh kota Nomor 23 
Tahun 2014 Ten tang Kebijakan Akuntansi 
Pemerintah daerah (Berita daerah Kabupaten Lima 
Puluh Kota Tahun 2019 Nomor 88). 

Memperhatikan : 1. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah Daerah 
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 Nomor: 
34.A/LHP/XVIII.PDG/05/2020 tanggal 18 juni 
2020. 

Menetapkan 

2. Buletin Teknis Akuntansi Standar Akuntansi 
Pemerintah Nomor 15 Tentang Akuntansi Aset 
Tetap Berbasis Akrual. 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEENAM 
ATAS PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 
23 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI 
PEMERINTAH DAERAH. 



Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 23 

Tahun 2014 Ten tang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Terkait 

dengan materi lampirannya diubah sebagai berikut: 

Merubah materi BAB XI Kebijakan Akuntansi Aset Tetap dan Penyusutan, 

sehingga berbunyi sebagai berikut: 

BABXI 

KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP DAN PENYUSUTAN 

Merubah Pengelompokan Aset Tetap Peralatan dan Mesin setelah 

disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 

Tahun 2016 Tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik 

daerah dengan rincian sebagai berikut: 

Pengelompokan dan Masa manfaat untuk setiap aset tetap adalah 

sebagai berikut: 

Semula: 

Masa 
Kode Rekening Uraian Manfaat 

(Tahun) 

1 3 ASETTETAP 
1 3 2 Peralatan dan Mesin 
1 3 2 01 Alat-Alat Besar Darat 10 
1 3 2 02 Alat-Alat Besar Apung 8 
1 3 2 03 Alat-alat Bantu 7 
1 3 2 04 Alat Angkutan Darat Bermotor 7 
1 3 2 OS Alat Angkutan Berat Tak Bermotor 2 
1 3 2 06 Alat Angkut Apung Bermotor 10 
1 3 2 07 Alat Angkut Apung Tak Bermotor 3 
1 3 2 08 Alat Angkut Bermotor Udara 20 
1 3 2 09 Alat Bengkel Bermesin 10 
1 3 2 10 Alat Bengkel Tak Bermesin 5 
1 3 2 11 Alat Ukur 5 
1 3 2 12 Alat Pengolahan Pertanian 4 
1 3 2 13 Alat Pemeliharaan Tanaman/ Alat 4 

Penyimpan Pertanian 
1 3 2 14 Alat Kantor 5 
1 3 2 15 Alat Rumah Tangga 5 
1 3 2 16 Peralatan Komputer 4 
1 3 2 17 Meja Dan Kt.lrsi ~~!:i~/R~£at Pejabat 5 

' 
' 



Masa 
Kode Rekening Uraian Manfaat 

(Tahun) 

1 3 2 18 Alat Studio 5 
1 3 2 19 Alat Komunikasi 5 
1 3 2 20 Peralatan Pemancar 10 
1 3 2 21 Alat Kedokteran 5 
1 3 2 22 Alat Kesehatan 5 
1 3 2 23 Unit-Unit Laboratorium 8 
1 3 2 24 Alat Peragal Praktek Sekolah 10 
1 3 2 25 Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir 15 
1 3 2 26 Alat Laboratorium Fisika Nuklir I 15 

Elektronika 
1 3 2 27 Alat Proteksi Radiasi I Proteksi 10 

Lingkungan 
1 3 2 28 Radiation Aplication and Non Destructive 10 

Testing Laboratory (BATAMj 
1 3 2 29 Alat Laboratorium Lingkungan Hidup 7 
1 3 2 30 Peralatan Laboratorium Hidrodinamika 15 
1 3 2 31 Senjata Api 10 
1 3 2 32 Persenjataan Non Senjata Api 3 
1 3 2 33 Alat Keamanan dan Perlindungan 5 
1 3 3 Gedung dan Bangunan 
1 3 3 01 Bangunan Gedung Tempat Keija 50 
1 3 3 02 Bangunan Gedung Tern pat Tinggal 50 
1 3 3 03 Bangunan Menara 40 
1 3 3 04 Bangunan Bersejarah 50 
1 3 3 05 Tugu Peringatan 50 
1 3 3 06 Candi 50 
1 3 3 07 MonumeniBangunan Bersejarah 50 
1 3 3 08 Tugu Peringatan Lain 50 
1 3 3 09 Tugu Titik KontroliPasti 50 
1 3 3 10 Rambu-Rambu 50 
1 3 3 11 Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara 50 
1 3 4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan 
1 3 4 01 Jalan 10 
1 3 4 02 Jembatan 50 
1 3 4 03 Bangunan Air Irigasi 50 
1 3 4 04 Bangunan Air Pasang Surut 50 
1 3 4 05 Bangunan Air Rawa 25 
1 3 4 06 Bangunan Pengaman Sungai dan 10 

Penanggulangan Bencana Alam 
1 3 4 07 Bangunan Pengembangan Sumber Air dan 30 

AirTanah 
1 3 4 08 Bangunan Air BersihiBaku 40 
1 3 4 09 Bangunan Air Kotor 40 
1 3 4 10 Bangunan Air 40 
1 3 4 11 Instalasi Air Minuml Air Bersih 30 

-----



Masa 
Kode Rekening Uraian Manfaat 

(Tahun) 

1 3 4 12 lnstalasi Air Kotor 30 
1 3 4 13 lnstalasi Pengolahan Sampah 10 
1 3 4 14 Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan 10 
1 3 4 15 Instalasi Pembangkit Listrik 40 
1 3 4 16 Instalasi Gardu Listrik 40 
1 3 4 17 Instalasi Pertahanan 30 
1 3 4 18 Instalasi Gas 30 
1 3 4 19 lnstalasiPengaman 20 
1 3 4 20 Jaringan Air Minum 30 
1 3 4 21 Jaringan Listrik 40 
1 3 4 22 Jaringan Telepon 20 
1 3 4 23 Jaringan Gas 30 

-

Setelah dilakukan penyesuaian dengan Permendagri Nomor 108 Tahun 2016 
Ten tang Penggolongan dan kodefikasi Barang milik Daerah, pengelompokkan 
menjadi: 

Masa 
Kode Rekening Uraian Manfaat 

(Tahun) 

1 3 ASETTETAP 
1 3 2 Peralatan dan Mesin 
1 3 2 01 Alat-Alat Besar Darat 10 
1 3 2 02 Alat-Alat Besar Apung 8 
1 3 2 03 Alat-alat Bantu 7 
1 3 2 04 Alat Angkutan Darat Bermotor 7 
1 3 2 05 Alat Angkutan Berat Tak Bermotor 2 
1 3 2 06 Alat Angkut Apung Bermotor 10 
1 3 2 07 Alat Angkut Apung Tak Bermotor 3 
1 3 2 08 Alat Angkut Bermotor Udara 20 
1 3 2 09 Alat Bengkel Bermesin 10 
1 3 2 10 Alat Bengkel Tak Bermesin 5 
1 3 2 11 Alat Ukur 5 
1 3 2 12 Alat Pengolahan Pertanian 4 
1 3 2 13 Alat Pemeliharaan Tanaman/ Alat 4 

Penyimpan Pertanian 
1 3 2 14 Alat Kantor 5 
1 3 2 15 Alat Rumah Tangga 5 
1 3 2 16 Peralatan Komputer 4 
1 3 2 17 Meja Dan Kursi KerjafRapat Pejabat 5 
1 3 2 18 Alat Studio 5 
1 3 2 19 Alat Komunikasi 5 
1 3 2 20 Peralatan Pemancar 10 

I 

I 
I 

l 



Masa 
Kode Rekening Uraian Manfaat 

(Tahun) 

1 3 2 21 Alat Kedokteran 5 
1 3 2 22 Alat Kesehatan 5 
1 3 2 23 Unit-Unit Laboratorium 8 
1 3 2 24 Alat PeragaiPraktek Sekolah 10 
1 3 2 25 Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir 15 
1 3 2 26 Alat Laboratorium Fisika Nuklir I 15 

Elektronika 
1 3 2 27 Alat Proteksi Radiasi I Proteksi 10 

Lingkungan 
1 3 2 28 Radiation Aplication and Non Destructive 10 

Testing Laboratory (BATAM) 
1 3 2 29 Alat Laboratorium Lingkungan Hidup 7 
1 3 2 30 Peralatan Laboratorium Hidrodinamika 15 
1 3 2 31 Senjata Api 10 
1 3 2 32 Persenjataan Non Senjata Api 3 
1 3 2 33 Alat Keamanan dan Perlindungan 5 
1 3 2 35 Alat Eksplorasi 5 

' 
1 3 2 36 Alat Pengeboran 7 
1 3 2 37 Alat Produksi, Pengolahan dan Pemumian 8 
1 3 2 38 Alat Bantu Eksplorasi 7 
1 3 2 39 Perala tan Proses I Produksi 4 
1 3 2 40 Rambu-rambu lalu lintas darat 50 
1 3 2 41 Rambu-rambu lalu lintas udara 50 
1 3 2 42 Peralatan Olahraga 3 
1 3 3 Gedung dan Bangunan 
1 3 3 01 Bangunan Gedung Tempat Ke:rja 50 
1 3 3 02 Bangunan Gedung Tern pat Tinggal 50 
1 3 3 03 Bangunan Menara 40 
1 3 3 04 Bangunan Bersejarah 50 
1 3 3 05 Tugu Peringatan 50 
1 3 3 06 Candi 50 
1 3 3 07 MonumeniBangunan Bersejarah 50 
1 3 3 08 Tugu Peringatan Lain 50 
1 3 3 09 Tugu Titik KontroliPasti 50 
1 3 4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan 
1 3 4 01 Jalan 10 
1 3 4 02 Jembatan 50 
1 3 4 03 Bangunan Air Irigasi 50 
1 3 4 04 Bangunan Air Pasang Surut 50 
1 3 4 05 Bangunan Air Rawa 25 
1 3 4 06 Bangunan Pengaman Sungai dan 10 

Penanggulangan Bencana Alam 
1 3 4 07 Bangunan Pengembangan Sumber Air dan 30 

AirTanah 
1 3 4 08 Ban~_Ean Air Bersihl Baku 40 



Masa 
Kode Rekening Uraian Manfaat 

(Tahun) 

1 3 4 09 Bangunan Air Kotor 40 
1 3 4 10 Bangunan Air 40 
1 3 4 11 Instalasi Air Min urn/ Air Bersih 30 
1 3 4 12 Instalasi Air Kotor 30 
1 3 4 13 Instalasi Pengolahan Sampah 10 
1 3 4 14 Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan 10 
1 3 4 15 Instalasi Pembangkit Listrik 40 
1 3 4 16 Instalasi Gardu Listrik 40 
1 3 4 17 Instalasi Pertahanan 30 
1 3 4 18 Instalasi Gas 30 
1 3 4 19 InstalasiPengaman 20 
1 3 4 20 Jaringan Air Minum 30 
1 3 4 21 J aringan Listrik 40 
1 3 4 22 Jaringan Telepon 20 
1 3 4 23 Jaringan Gas 30 

REKLASIFIKASI ASET GEDUNG DAN BANGUNAN KE ASET 
PERALATAN DAN MESIN 

PENGAKUAN DAN PENGUKURAN 

Aset Tetap Gedung dan bangunan Rambu-rambu direklasifikasi ke 

Aset Tetap Peralatan dan Mesin , mulai Tahun buku 2020 dengan 

mereklass akun tersebut termasuk dengan mereklass penyusutannya 

secara keseluruhan. 

REKLASIFIKASI ASET TETAP LAINNYA KE ASET PERALATAN DAN 

MESIN 

PENGAKUAN DAN PENGUKURAN 

Aset Tetap Lainnya Peralatan Olahraga direklasifikasi ke Aset 

Tetap Peralatan dan Mesin , mulai Tahun buku 2020 dengan 

mereklass akun tersebut termasuk dengan mereklass penyusutannya 

secara keseluruhan. 

PENYAJIAN 

Untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2020 dilakukan 

reklasifikasi dan penyesuaian struktur Aset Tetap, Akumulasi 

I 

I 



Penyusutan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Kodefikasi Barang Milik 

Daerah. 

Behan Penyusutan pada Laporan Operasional akan dilakukan 

penyesuaian dan koreksi pada Laporan ekuitas. 

Perubahan Pengelompokkan Aset Tetap ini akan dijelaskan pada 

Catatan atas laporan Keuangan dengan ilustrasi sebagai berikut: 

Aset Tetap 

Saldo Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Lima Puluh kota per 31 

Desember 2020 adalah sebesar Rp...................... mengalami 

kenaikanfpenurunan sebesar Rp ...................... dari tahun 2019 

sebesar Rp ...................... dengan penjelasan sebagai berikut : 

Permendagri 6412013 Permendagri 

10812016 
No Uraian 

Saldo Awal Per Saldo Akhir Per Saldo Akhir Per 

31-12-2020 31-12-2020 31-12-2020 

1. Tanah 

2. Peralatan dan Mesin 

3. Gedung dan Bangunan 

4. Jalan, Irigasi dan 
~aringan 

5. ~set Tetap Lainnya 

Konstruksi dalam 
Pengerjaan 

jAkumulasi Penyusutan 

IJumlah 
----------- ---

Reklasiftkasi akan diilustrasikan sebagai berikut: 

Permendagri 6412013 Permendagri 108 I 20 16 

Saldo Awal Realisasi Penyesuaianl Saldo Akhir Penyesuaian I Saldo Akhir 

Per 31-12- Belanja Per 31-12- Koreksi 2020 Per 31-12-
No Uraian Koreksi 2020 

---------

I 



2020 Moda12020 Tam bah Kurang 2020 Tam bah Kurang 

Jumlah 

Beban Penyusutan 

Khusus untuk kebijakan akuntansi yang terkait dengan Akuntansi 

Aset Tetap yang terkait beban penyusutan telah dilakukan 

penyesuruan yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Kodefikasi Barang Milik Daerah dan 

dalam penjelasan pos ini disajikan perbandingan antara Behan 

Penyusutan Aset Tetap menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 64 Tahun 2011 ten tang Pengelolaan Barang Milik Daerah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 

Tentang Kodefikasi Barang Milik Daerah dengan ilustrasi sebagai 

berikut: 

Realisasi beban Penyusutan Aset Tetap tahun 2020 sebesar 

Rp..................... dan mengalami kenaikanfpenurunan sebesar 

Rp...................... dari tahun 2019 sebesar Rp...... dengan 

rincian sebagai berikut: 

Behan Penyusutan TA 2020 

No Uraian Saldo Akhir Per 31- Penyesuaian/ Koreksi Saldo Akhir 

12- 2019 Permendagri Per 31-12-

108/2016 
(Permendagri 2020 

64/2013) Tam bah Kurang 

IJumlah 

2020 

I 



PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan yang menunjukan 

perubahan nilai kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Lima Puluh 

Kota. Laporan Perubahan Ekuitas terdiri atas saldo awal ekuitas tahun 

berjalan yang berasal dari saldo akhir ekuitas tahun sebelumnya 

ditambah dengan surplus atau dikurangi defisit dari Laporan 

Operasional serta adanya koreksi atau penyesuian ekuitas sebagai 

dampak karena adanya perubahan kebijakan atau terjadinya 

kesalahan yang mendasar. Laporan Perubahan Ekuitas merupakan 

laporan yang akan berpengaruh dan yang menjadi penghubung an tara 

Laporan Operasional dengan Neraca. Laporan Perubahan Ekuitas 

(LPE) dapat dijelaskan sebagai berikut: 

Permendagri 64/2013 Permendagri 

No Uraian 
108/2016 

Saldo Akhir Per Saldo Akhir Per Saldo Akhir Per 31-

31-12-2019 31-12-2020 12-2020 

Ekuitas Awal 

Surplus I Defisit-Lo 

Dampak Kumulatif Perubahan 

Kebijakan/Kesalahan Mendasar: 

Koreksi Nilai Persediaan 

Selisih Revaluasi Aset Tetap 

Lain-Lain 

Ekuitas Akhir 

Terdapat penyesuaian koreksi terkait dengan beban penyusutan yang 

mempengaruhi ekuitas sebesar Rp............. yang terdiri dari: 

Behan Penyusutan TA 2020 

No Uraian Penyesuaian/ Koreksi Saldo Akhir 
Permendagri Per 31-12-

Permendagri 108/2016 
64/2013 2020 

Tam bah Kurang 

Jumlah 



BAB XII 

KEBIJAKAN AKUNTANSI KONTRUKSI DALAM PENGERJAAN 

Penyelesaian Konstruksi Dalam Pengerjaan 

Sesuai dengan paragraf 16 PSAP 08, suatu KDP akan dipindahkan ke 

pos aset tetap yang bersangkutan jika konstruksi secara substansi 

telah selesai dikerjakan dan konstruksi tersebut telah dapat 

memberikan manfaat/ jasa sesuai tujuan perolehan. 

Dokumen sumber untuk pengakuan penyelesaian suatu KDP adalah 

BeritaAcara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP). Dengan demikian, apabila 

atas suatu KDP telah diterbitkan BAPP, berarti pembangunan terse but 

telah selesai. Selanjutnya, aset tetap definitif sudah dapat diakui 

dengan cara memindahkan KDP tersebut ke akun aset tetap yang 

bersangkutan. 

Pencatatan suatu transaksi perlu mengikuti sistem akuntansi yang 

ditetapkan dengan pohon putusan (decision tree) sebagai berikut: 

1. Atas dasar bukti transaksi yang obyektif (objective evidences); dan 

2. Dalam hal tidak dimungkinkan adanya bukti transaksi yang obyektif 

maka digunakan prinsip subtansi mengungguli bentuk formal 

(substance over form). 

Dalam kasus-kasus spesifik dapat terjadi variasi dalam pencatatan. 

Terkait dengan variasi penyelesaian KDP, antara lain: 

Apabila aset telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian 

Pekerjaan sudah diperoleh, dan aset tetap tersebut sudah 

dimanfaatkan oleh Satker/PD, maka aset tersebut dicatat sebagai Aset 

Tetap Definitifnya. 

Apabila aset tetap telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian 

Pekerjaan sudah diperoleh, namun aset tetap tersebut belum 

dimanfaatkan oleh Satker/PD, maka aset tersebut dicatat sebagai Aset 

Tetap definitifnya. 

Apabila aset telah selesai dibangun, namun Berita Acara penyelesaian 

Pekerjaan belum ada, walaupun aset tetap tersebut sudah 



dimanfaatkan oleh Satker/PD, maka aset tersebut masih dicatat 

sebagai KDP dan diungkapkan di dalam CaLK. 

Apabila sebagian dari aset tetap yang dibangun telah selesai, dan telah 

digunakan/ dimanfaatkan, maka bagian yang 

digunakanfdimanfaatkan masih diakui sebagai KDP. 

Apabila suatu aset tetap telah selesai dibangun sebagian 

(konstruksi dalam pengerjaan}, karena sebab tertentu (misalnya 

terkena bencana alam/force majeur} aset tersebut hilang, maka 

penanggung jawab aset tersebut membuat pernyataan hilang 

karena bencana alam/force majeur dan atas dasar pernyataan 

tersebut Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dihapusbukukan. 

Penghentian Konstruksi Dalam Pengerjaan 

Dalam beberapa kasus, suatu KDP dapat saja dihentikan 

pembangunannya oleh karena ketidaktersediaan dana, kondisi politik, 

ataupun kejadian-kejadian lainnya. 

Penghentian KDP dapat berupa penghentian sementara dan 

penghentian permanen. 

Apabila suatu KDP dihentikan pembangunannya untuk 

sementara waktu, maka KDP tersebut tetap dicantumkan ke 

dalam neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai di 

dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 

Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah 

tidak memenuhi defenisi aset tetap dan harus dipindahkan ke 

pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. 

Pada saat dokumen sumber untuk mengeluarkan aset tetap 

tersebut dari neraca telah diperoleh, maka aset tetap yang telah 

direklasiftkasi menjadi aset lainnya tersebut dikeluarkan dari 

neraca. 



Apabila pembangunan KDP direncanakan untuk dihentikan 

pembangunannya secara permanen, maka saldo KDP tersebut 

harus dikeluarkan dari neraca, dan kejadian ini diungkapkan 

secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 

Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan 

Pengukuran biaya perolehan dipengaruhi oleh metode yang digunakan 

dalam proses konstruksi aset tetap tersebut, yaitu secara swakelola 

atau secara kontrak konstruksi. 

1. Pengukuran Konstruksi Secara Swakelola 

Apabila konstruksi aset tetap terse but dilakukan dengan swakelola, 

maka biaya-biaya yang dapat diperhitungkan sebagai biaya perolehan 

adalah seluruh biaya langsung dan tidak langsung yang dikeluarkan 

sampai KDP tersebut siap untuk digunakan, meliputi biaya bahan 

baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan 

pengawasan, 

Biaya konstruksi secara swakelola diukur berdasarkan jumlah uang 

yang telah dibayarkan dan tidak memperhitungkan jumlah uang yang 

masih diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan. 

Bahan dan upah langsung sehubungan dengan kegiatan konstruksi 

antara lain meliputi: 

a. biaya pekerja lapangan termasuk penyelia; 

b. biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi; 

c. biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan 
ke lokasi pelaksanaan konstruksi; 

d. biaya penyewaan sarana dan peralatan; 

e. biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung 
berhubungan dengan konstruksi. 

Bahan tidak langsung dan upah tidak langsung dan biaya overhead 

lainnya yang dapat diatribusikan kepada kegiatan konstruksi antara 

lain meliputi: 

Asuransi, misalnya asuransi kebakaran; 



biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung 

berhubungan dengan konstruksi tertentu; dan 

biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasikan untuk kegiatan 

konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi 

2. Pengukuran Konstruksi Secara Kontrak Konstruksi 

Apabila kontruksi dikerjakan oleh kontraktor melalui suatu kontrak 

konstruksi, maka komponen nilai perolehan KDP tersebut meliputi: 

termin yang telah. dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan 

tingkat penyelesaian pekerjaan; 

kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor sehubungan 

dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada 

tanggal pelaporan; dan 

pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan 

dengan pelaksanaan kontrak konstruksi. 

Pembayaran atas kontrak konstruksi pada umumnya dilakukan 

secara bertahap (termin) berdasarkan tingkat penyelesaian yang 

ditetapkan dalam kontrak konstruksi. Setiap pembayaran yang 

dilakukan dicatat sebagai penambah nilai KDP. Klaim dapat timbul, 

umpamanya, dari keterlambatan yang disebabkan oleh pemberi kerja, 

kesalahan dalam spesifikasi atau rancangan dan perselisihan 

penyimpangan dalam pengerjaan kontrak. Klaim tersebut akan 

mempengaruhi nilai yang akan diakui sebagai KDP. 

3. Konstruksi Dibiayai dari Pinjaman 

Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang 

timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya 

konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasikan dan 

ditetapkan secara andal. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan 

biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang 



digunakan untuk membiayai konstruksi. Misalnya biaya bunga yang 

harus dibayar sehubungan dengan pinjaman yang ditarik untuk 

membiayai konstruksi tersebut sebesar RpS.OOO.OOO, maka biaya 

tersebut akan menambah nilai Kontruksi Dalam Pengeijaan. 

Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi 

jumlah biaya bunga yang dibayarkan pada periode yang bersangkutan. 

Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan semen tara yang 

tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat force majeur, maka biaya 

pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara 

pembangunan konstruksi dikapitalisasi. 

Sebaliknyajika pemberhentian sementara karena kondisi force majeur, 

biaya pinjaman tidak dikapitalisasi tetapi dicatat sebagai biaya bunga 

pada periode yang bersangkutan. Dengan demikian, biaya bunga 

tersebut tidak ditambahkan sebagai nilai aset. 

Suatu kontrak konstruksi dapat mencakup beberapa jenis aset yang 

masing-masing dapat diidentifikasi. Dalam hal ini termasuk juga 

konstruksi aset tambahan atas permintaan pemerintah, yang mana 

aset tersebut berbeda secara signifikan dalam rancangan, teknologi, 

atau fungsi dengan aset yang tercakup dalam kontrak semula dan 

harga aset tambahan terse but ditetapkan tanpa memperhatikan harga 

kontrak semula. Jika jenis-jenis pekeijaan terse but diselesaikan pada 

titik waktu yang berlainan maka biaya pinjaman yang dikapitalisasi 

hanya biaya pinjaman untuk bagian kontrak konstruksi atau jenis 

pekeijaan yang belum selesai. Untuk bagian pekeijaan yang telah 

diselesaikan tidak diperhitungkan lagi biaya pinjaman. Biaya 

pinjaman setelah konstruksi selesai disajikan sebagai beban pada 

Laporan Operasional. 



K.· 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 

2020. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam 

Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota. 

Ditetapkan di Sarilamak 

Pada Tanggal \~November 2020 
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